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KATA PENGANTAR 

Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas 

Karunia dan Rahmat-Nya sehingga penyusunan Naskah Akademik Rancangan 

Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik dapat diselesaikan 

dengan baik. Meskipun dengan situasi dan kondisi yang serba terbatas, akan 

tetapi dengan adanya kerjasama dan dukungan dari seluruh pemangku 

kepentingan (stakeholder) sehingga Naskah Akademik ini dapat diselesaikan. 

Naskah Akademik merupakan salah satu tahapan dalam menyusun 

Rancangan Peraturan Daerah sebagai bahan masukan, bahan pembanding dan 

bahan acuan dalam proses pembentukan Peraturan Daerah karena sebagai 

hasil penelitian ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, Naskah 

Akademik berfungsi dalam rangka merumuskan Peraturan Daerah yang baik dan 

berkualitas sehingga dapat berjalan secara efektif. 

Bahwa Peraturan Daerah yang dibentuk memiliki keabsahan secara 

hukum baik terkait struktur, substansi dan kultur hukum yang melekat didalamnya 

maka dalam penyusunan Naskah Akademik ini dilaksanakan dengan melakukan 

kajian dari berbagai sudut pandang yang relevan. Diharapkan kajian-kajian yang 

dilakukan tidak hanya dipergunakan sebagai upaya penyelenggaraan SPALD 

semata akan tetapi sebagai upaya pemenuhan infrastruktur sanitasi yang layak 

dan aman, penguatan kelembagaan, pengaturan perizinan pihak-pihak yang 

melakukan pengolahan air limbah domestik termasuk usaha sedot di Kota 

Samarinda. 

Tim penyusun mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah 

membantu dan mendukung mulai dari proses persiapan hingga proses penyajian 

Naskah Akademik ini secara utuh. Semoga hasil kerja penyusunan Naskah 

Akademik ini memberikan manfaat bagi seluruh pihak pemangku kepentingan di 

Kota Samarinda. 

Samarinda, November 2022 
Tim Penyusun 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Bersih pangkal sehat, tentu kata tidak asing dengan slogan ini. Slogan ini 

menganjurkan agar kita untuk selalu berusaha untuk memelihara dan meningkatan 

taraf kebersihan agar hidup menjadi lebih sehat. Membiasakan hidup sehat tidak 

hanya mengenai kesehatan fisik tetapi juga terhadap kesehatan lingkungan, 

karena lingkungan yang bersih dapat mempengaruhi kesehatan pribadi secara 

fisik menjadi lebih sehat. 

Ada beberapa pola yang dapat dilakukan untuk menjaga kesehatan 

lingkungan, mulai dari melakukan pengelolaan terhadap sampah, pengelolaan air 

limbah domestik dan lain-lain. Air limbah domestik yang dimaksud dalam hal ini 

adalah buangan hasil proses produksi rumah tangga di lingkungan permukiman 

masyarakat. Ada beberapa jenis air limbah domestik yang dihasilkan, seperti air 

kakus (black water) dan air buangan dari berbagai aktifitas rumah tangga lainnya 

(grey water). Saat ini masalah pengelolaan air limbah domestik merupakan salah 

satu isu nasional karena memberikan dampak negatif bagi kesehatan masyarakat. 

Padahal hak untuk memperoleh kesehatan secara lahir dan batin serta lingkungan 

hidup yang sehat merupakan hak asasi manusia yang telah dijamin dalam 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD). 

Dalam pembukaan UUD Tahun 1945 mengamanatkan bahwa Pemerintah 

Negara Indonesia memiliki tugas untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan 

seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, 

mencerdaskan kehidupan bangsa. Oleh karena itu, negara memiliki 

tanggungjawab terkait masalah-masalah yang dihadapi oleh rakyat baik dalam 

bidang hukum, sosial, ekonomi, pendidikan hingga kesehatan. Negara dalam hal 

ini perlu dan bahkan harus melakukan intervensi dalam masalah-masalah tersebut 

untuk menjamin terciptanya kesejahteraan bersama dalam masyarakat.1  

 
1 JimlyAsshidiqie, 1994, Gagasan Kedaulatan Rakyat dan Pelaksanannya di 

Indonesia, Jakarta, Ichtiar Baru Van Hoeve, Hal 222. 
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Berdasarkan pengertian ini, negara tidak hanya bertugas untuk menjaga 

keamanan negara semata, akan tetapi secara aktif juga untuk turut serta dalam 

urusan kemasyarakatan demi kesejahteraan rakyat. Hal ini merupakan bentuk 

kewajiban positif (positive obligation) negara yang diterapkan dengan tindakan 

langsung (direct action) dalam hal untuk melindungi (to protect) dan hak memenuhi 

(to fulfill) hak warga negaranya.2 

Pemenuhan hak dasar warga negara di Indonesia telah diatur dalam Pasal 

28A hingga Pasal 28J UUD Tahun 1945, salah satu yang wajib dilindungi oleh 

negara terhadap hak dasar yang dimiliki oleh warga negara adalah mendapatkan 

lingkungan hidup yang baik dan sehat sehingga setiap orang bisa hidup sejahtera 

secara lahir dan batin. 

Dalam Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa “setiap orang 

berhak sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan 

hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. Dan 

pada Alinea IV Pembukaan UUD 1945, yang berbunyi “Kemudian daripada itu 

untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap 

bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan 

kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa” atas amanat konstitusi 

tersebut maka negara memiliki tanggungjawab dalam bentuk memperhatikan dan 

memenuhi kebutuhan rakyatnya demi terciptanya kesejahteraan dan kemakmuran 

bangsa. Selain itu sasaran dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Nasional (RPJMN) 2020-2024 tersedianya sistem layanan sanitasi yang 

berkelanjutan melalui peningkatan proporsi rumah tangga yang menempati hunian 

dengan akses air limbah domestik yang layak menjadi 90% (termasuk 15% akses 

aman di dalamnya). Dan dalam RPJMD Kota Samarinda 2021-2026 dengan Visi 

“Terwujudnya Kota Samarinda Sebagai Kota Pusat Peradaban”, adapun Misi 

dalam RPJMD tersebut meliputi : Mewujudkan masyarakat kota yang religius, 

unggul dan berbudaya; Mewujudkan perekonomian kota yang maju, mandiri, 

berkerakyatan dan berkeadilan; Mewujudkan pemerintahan yang profesional, 

transparan, akuntabel dan bebas korupsi; Mewujudkan infrastruktur yang mantap 

dan modern; Mewujudkan lingkungan kota yang aman, nyaman, harmoni dan 

 
2 Komnas HAM, 2013, Komentar Umum Kovenan Internasional Hak Sipil dan 

Politik dan Kovenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, Jakarta, Hal 359. 
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lestari. Sehingga rancangan RPJMD Kota Samarinda ini menjadi acuan atau 

pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan dalam melaksanakan kegiatan 

pembangunan.  

Penyelarasan dalam RPJMD terhadap RPJMN terutama pada kinerja 

urusan pemerintah daerah, yaitu 1) kinerja urusan Pendidikan terkait merdeka 

belajar; 2) kinerja urusan Kesehatan terkait mutu dan akses kesehatan; 3) kinerja 

urusan pariwisata terkait kontribusi pada ketahanan ekonomi nasional; dan 4) 

kinerja urusan KUKM terkait UMKM yang mampu bersaing. 

Dalam rangka pencapaian target RPJMN dan RPJMD tersebut diperlukan 

upaya yang sinergis antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Oleh 

karena itu salah satu yang dapat dilakukan pemerintah dalam hal ini adalah 

melakukan upaya pengelolaan air limbah domestik dengan baik, sehingga dampak 

negatif yang ditimbulkan dari air limbah domestik bisa dikurangi. Sehingga 

meningkatkan cakupan pengolahan limbah rumah tangga dalam Sanitasi Total 

Berbasi Masyarakat, sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Menteri 

Kesehatan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat dan 

sesuai Target dalam SDGs (Sustainable Development Goals) kaitannya dengan 

point 6 (Air Bersih dan Sanitasi Layak) yang akan dicapai di tahun 2030. SDGs 

merupakan suatu rencana aksi global yang disepakati oleh para pemimpin dunia, 

termasuk Indonesia, guna mengakhiri kemiskinan, mengurangi kesenjangan dan 

melindungi lingkungan. 

Sejalan dengan upaya percapaian target nasional pemerintah telah 

mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar 

Pelayanan Minimal (SPM) yang merupakan ketentuan mengenai Jenis dan Mutu 

Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak 

diperoleh setiap Warga Negara secara minimal yang kemudian regulasi ini 

diturunkan dengan terbitnya Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan 

Rakyat Republik Indonesia Nomor 29/PRT/M/2018 Tentang Standar Teknis 

Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat. 

Di Kota Samarinda saat ini, kelayakan jamban dan tangki septik (septic 

tank) masih menjadi masalah besar, hingga saat ini masih banyak masyarakat 

yang membangun jamban di pinggir sungai, di kebun, dan lain-lain. Selain itu 

penampungan septik tank juga tidak diperhatikan, hal ini karena rendahnya 

kesadaran masyarakat termasuk untuk mengolah air limbah domestik yang 
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dihasilkan, sehingga mengakibatkan pencemaran air khususnya sungai 

mahakam. Jika tidak dikendalikan, kondisi tersebut akan membuat air semakin 

tercemar apalagi sumber air minum satu-satunya masyarakat Kota Samarinda 

yaitu sungai mahakam. Untuk itu, pengelolaan air limbah domestik harus didukung 

dengan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah domestik untuk melindungi 

sumber daya air dari pencemaran air limbah domestik. Penyediaan prasarana dan 

sarana pengelolaan air limbah domestik tidak hanya menjadi tugas dan tanggung 

jawab Pemerintah melainkan juga menjadi tanggung jawab masyarakat.  

Sejak Tahun 2013 pemerintah telah membangun Instalasi Pengelolaan 

Limbah Tinja (IPLT) yang berlokasi Kelurahan Bukit Pinang, Kecamatan 

Samarinda Ulu, akan tetapi saat ini IPLT tersebut tidak dapat digunakan karena 

banyaknya timbunan sampah, Kemudian pemerintah kembali membangun IPLT 

Mugirejo yang berlokasi di Kelurahan Mugirejo, pada tahun 2021. IPLT yang ada 

saat ini dikelola oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota 

Samarinda. Secara umum pengelolaan limbah tinja di Kota Samarinda 

dilaksanakan sendiri oleh masyarakat secara individual, sedangkan limbah cair 

langsung ke saluran drainase/lingkungan. Akan tetapi, kebiasaan ini tidak sesuai 

dengan prinsip-prinsip sanitasi yang baik sehingga kebiasaan ini harus 

ditinggalkan.  

Pada dasarnya pemenuhan akses pengelolaan air limbah domestik dapat 

dilakukan oleh pemerintah daerah secara menyeluruh dan berkelanjutan, namun 

hal itu tidak hanya terkait mengenai jamban/kakus dan tanki septik saja, akan 

tetapi terhadap layanan yang lainnya, seperti pengangkutan dan pengelolaan 

lumpur tinja di Instalasi Pengelolaan Lumpur Tinja (IPLT) yang ada di Kota 

Samarinda. Saat ini sebagian besar air limbah domestik yang berasal dari aktifitas 

rumah tangga seperti: mandi, cuci dan dapur saat ini masih dibuang langsung ke 

badan air atau sungai. Sedangkan air limbah domestik dari kakus sebagian telah 

diolah secara setempat, dengan menggunakan septic tank atau cubluk, namun 

sebagian lainnya belum diolah, bahkan masih ditemui dibeberapa tempat aktifitas 

buang air besar sembarangan (BABS). Hingga saat ini kondisi capaian 

pengelolaan air limbah domestik di Kota Samarinda pada tahun 2021, yaitu akses 

aman sebesar 0,6%, sanitasi layak sebesar 79,3% dan belum layak sebesar 

20,9%.  
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Setiap rumah maupun bangunan, terutama yang menjadi tempat aktivitas 

banyak orang, sangat penting untuk memiliki tanki septik yang aman. Sebagai 

tempat penampungan dan pengolahan tinja sementara, keberadaan tanki septik 

penting untuk mencegah penularan penyakit dan penyebaran bakteri. Selain itu, 

tanki septik juga solusi mencegah timbunan tinja yang dapat mencemari air dan 

lingkungan. Pemerintah juga sudah membuat peraturan tentang tangki septik. 

Ketentuannya diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2014 

tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat. Menurut ketentuan Standar Nasional 

Indonesia (SNI) 2398:2017, tanki septik harus kedap air. tanki septik juga perlu 

memiliki lubang kontrol, ventilasi, pipa masuk-keluar serta harus dikuras isinya, 

untuk dibuang dengan truk tinja secara reguler. Limbah dari tanki septik itu dikirim 

ke IPLT. 

Untuk mengatasi permasalahan air limbah domestik diperlukan 

infrastruktur sanitasi yang layak dan aman. Sanitasi sebagai salah satu aspek 

pembangunan memiliki fungsi penting dalam menunjang tingkat kesejahteraan 

masyarakat, karena berkaitan dengan kesehatan, pola hidup, kondisi lingkungan 

permukiman serta kenyamanan dalam kehidupan sehari-hari.  

Kota Samarinda sebagai salah satu daerah otonom yang sedang 

berkembang sekaligus sebagai Ibukota Provinsi Kalimantan Timur, giat 

membangun dan memiliki berbagai permasalahan dalam pengelolaan air limbah 

domestik, sudah saatnya melakukan berbagai terobosan dalam pengelolaan air 

limbah domestik di daerahnya. Hal ini perlu dilakukan agar permasalahan air 

limbah domestik yang ada tidak bertambah banyak dan kondisi derajat kesehatan 

masyarakat dapat terkontrol pada posisi toleran. 

Mengingat hingga saat ini di Kota Samarinda belum ada regulasi daerah 

yang secara spesifik mengatur tentang pengelolaan air limbah domestik, sehingga 

hal inilah yang mendorong Pemerintah Daerah Kota Samarinda untuk membentuk 

Peraturan Daerah yang nantinya diharapkan lebih komprehensif dalam mengatur 

pengelolaan air limbah domestik yang baik, teratur, dan terukur di Kota Samarinda. 

Sebagaimana amanat dalam Pasal 5 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum 

dan Perumahan Rakyat Nomor 04/PRT/M/2017 tentang Penyelenggaraan Sistem 

Pengelolaan Air Limbah Domestik, bahwa Pemerintah Daerah dapat 

menyelenggarakan SPALD. Kemudian dalam Pasal 120 ayat (1) dalam Peraturan 

Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan 
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Pengelolaan Lingkungan Hidup, bahwa Rencana Perlindungan dan Pengelolaan 

Mutur Air kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 yang berbunyi 

“rencana perlindungan dan pengelolaan mutu air kabupaten/kota” disusun dan 

ditetapkan oleh bupati/walikota. Oleh karena itu dalam pengelolaan air limbah 

domestik, Pemerintah Daerah harus menetapkan kebijakan daerah dalam bentuk 

Peraturan Daerah. 

Dalam rangka pembentukan Peraturan Daerah, diperlukan adanya Naskah 

Akademik. Naskah Akademik merupakan salah satu tahapan dalam menyusun 

Rancangan Peraturan Daerah sebagai bahan masukan, bahan pembanding dan 

bahan acuan dalam proses pembentukan Peraturan Daerah Kota Samarinda 

Provinsi Kalimantan Timur karena sebagai hasil penelitian ilmiah yang dapat 

dipertanggungjawabkan. Selain itu, Naskah Akademik berfungsi dalam rangka 

menciptakan Peraturan Daerah yang baik dan berkualitas sehingga dapat berjalan 

secara efektif. 

Agar Peraturan Daerah yang dibentuk memiliki keabsahan secara hukum 

baik terkait struktur, substansi dan kultur hukum yang melekat didalamnya maka 

dalam penyusunan Naskah Akademik ini dilaksanakan dengan melakukan kajian 

dari berbagai sudut pandang yang relevan dengan produk hukum daerah yang 

dibentuk. Diharapkan kajian-kajian yang dilakukan tidak hanya dipergunakan 

sebagai upaya penyelenggaraan SPALD semata akan tetapi sebagai upaya 

pemenuhan infrastruktur sanitasi yang layak dan aman, penguatan kelembagaan, 

pengaturan perizinan pihak-pihak yang melakukan pengolahan air limbah 

domestik termasuk usaha sedot di Kota Samarinda. 

1.2. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, dirumuskan identifikasi 

masalah sebagai berikut: 

a. Permasalahan apa yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah dan 

masyarakat dalam pengelolaan air limbah domestik serta bagaimana 

permasalahan tersebut dapat diatasi? 

b. Mengapa perlu Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air 

Limbah Domestik sebagai dasar pemecahan masalah tersebut, yang 

berarti membenarkan pelibatan daerah dalam penyelesaian masalah air 

limbah domestik tersebut? 
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c. Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, 

yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang 

Pengelolaan Air Limbah Domestik? 

d. Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, 

jangkauan, dan arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah 

tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik? 

1.3. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik 

Tujuan dari penyusunan naskah akademik ini sebagai berikut: 

a. Merumuskan Permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah 

dan masyarakat dalam pengelolaan air limbah domestik serta solusi 

mengatasi permasalahan tersebut. 

b. Merumuskan permasalahan hukum yang dihadapi sebagai alasan 

pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air 

Limbah Domestik, sebagai dasar hukum penyelesaian atau solusi 

permasalahan dalam pengelolaan air limbah domestik. 

c. Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis 

pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air 

Limbah Domestik. 

d. Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, 

jangkauan, dan arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah 

tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik. 

Sedangkan kegunaan dari penyusunan naskah akademik ini adalah 

sebagai acuan atau referensi perumusan dan penyusunan serta 

pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air 

Limbah Domestik di Kota Samarinda. 

1.4. Metode 

1.4.1. Metodologi 

Penyusunan Naskah Akademik sebagai bahan utama Rancangan 

Peraturan Daerah Tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik Kota Samarinda ini 

dilakukan dengan menggunakan metode yuridis normatif, yang diperkuat dengan 

penelitian lapangan dan observasi. 

Kajian di awali dengan kajian dan telaah normatif atau penelaahan 

terhadap peraturan perundang-undangan (normatif) yang dilanjutkan dengan 

observasi yang mendalam berkenaan dengan air limbah domestik, serta diskusi 
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kelompok untuk mendapatkan data faktor non hukum yang terkait dan yang 

berpengaruh terhadap peraturan perundang-undangan yang dikaji. Oleh karena 

itu sebagai sumber datanya hanya data sekunder, yang terdiri dari: 

a. Bahan hukum primer, bahan-bahan hukum yang mengikat yaitu peraturan 

perundang-undangan. Adapun peraturan perundang-undangan yang 

berkaitan dengan pembentukan Rancangan Peraturan Air Limbah 

Domestik ini, adalah sebagai berikut: 

1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 

2) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-

Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan 

Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-

Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah 

Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat 

II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 

1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 

1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di 

Kalimantan; 

3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan 

Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; 

4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; 

5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 Tentang 

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan; 

6) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air 

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 

11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; 

7) Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem 

Penyediaan Air Minum; 

8) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan 

dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 
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9) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar 

Pelayanan Minimum; 

10) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang 

Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; 

11) Peraturan Presiden Nomor 185 Tahun 2014 tentang Percepatan 

Penyediaan Air Minum dan Sanitasi; 

12) Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-

2024; 

13) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sanitasi 

Total Berbasis Masyarakat; 

14) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang 

Produk Hukum; 

15) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 

P.68/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016 tentang Baku Mutu Air Limbah 

Domestik; 

16) Peraturan Menteri Pekerjaaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 

04/PRT/M/2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air 

Limbah Domestik; 

17) Peraturan Menteri PUPR Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar 

Teknis SPM PUPR; 

18) Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 2 Tahun 2014 tentang 

Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Samarinda Tahun 2014 - 2034; 

19) Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 2 tahun 2021 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Samarinda 

Tahun 2021-2026; 

20) Peraturan Walikota Nomor 34 Tahun 2018 tentang Pembentukan, 

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah 

Pengelolaan Air Limbah Domestik Pada Dinas Pekerjaan Umum dan 

Penataan Ruang Kota Samarinda. 

b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan 

mengenai bahan hukum primer, seperti hasil penelitian EHRA, Draft 

Stategi Sanitasi Kota Samarinda Tahun 2022. Dan Dokumen Akhir RKPD 

Tahun 2023. 
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c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun 

penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, 

antara lain: kamus (hukum), kamus bahasa Indonesia, ensiklopedia, 

artikel-artikel pada media elektronik online. 

Penelitian hukum normatif sepenuhnya menggunakan data sekunder, agar 

lebih tajam dan lebih kompleks maka data sekunder tersebut didukung dengan 

penelitian lapangan. 

Alur pikir dalam penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan 

Daerah Kota Samarinda tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik selengkapnya 

tersaji pada Gambar 1.1. 

 

Gambar 1. 1 Alur Pikir Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan 

Peraturan Daerah Kota Samarinda tentang Pengelolaan Air Limbah 

Domestik 
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1.4.2. Jenis Penelitian 

Penyusunan Naskah akademik ini merupakan penelitian yuridis normatif, 

Penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang dilakukan melalui studi 

kepustakaan dalam mencari sumber data yang bersifat teori yang berguna untuk 

memecahkan masalah. Pendekatan ini dikenal dengan nama pendekatan 

kepustakaan atau yang biasa disebut dengan studi kepustakaan, yakni dengan 

mempelajari buku-buku, peraturan perundangan-undangan dan dokumentasi 

lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini. 

1.4.3. Teknik Pengumpulan Data 

Untuk memperoleh data yang benar dan akurat serta mempermudah dalam 

penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara:  

a. Studi Kepustakaan 

Teknik ini dilakukan dengan cara melakukan serangkaian kegiatan 

seperti membaca, menelaah, mencatat, dan membuat ulasan bahan-

bahan pustaka yang ada kaitannya dengan permasalahan yang akan 

diteliti melalui Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan 

Rakyat Nomor 04/PRT/M/2017 tentang Penyelenggaraan Sistem 

Pengelolaan Air Limbah Domestik, dokumen EHRA Tahun 2022 dan 

Draft Strategi Sanitasi Kota Samarinda Tahun 2022. 

b. Studi Lapangan 

Studi Lapangan dilakukan untuk memperoleh data pendukung 

dengan menggunakan teknik observasi. Observasi adalah suatu 

metode pengumpulan data yang digunakan dengan jalan mengadakan 

pengamatan yang disertai dengan pencatatan terhadap keadaan atau 

perilaku objek sasaran yang dilakukan secara langsung pada lokasi 

yang menjadi objek penelitian. Data dikumpulkan dengan melakukan 

survei lapangan, baik dengan perangkat daerah terkait, lokasi IPLT dan 

kelompok masyarakat. Tujuan dari observasi adalah untuk 

mendiskripsikan setiap kegiatan yang terjadi, orang yang terlibat 

didalam kegiatan, waktu kegiatan dan makna yang diberikan oleh para 

pelaku yang diamati tentang peristiwa yang bersangkutan. 
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1.4.4. Teknis Analisis Data 

Dalam Penyusunan naskah akademik ini diawali dengan pengumpulan 

data, bahan hukum dan informasi yang berkaitan dengan pokok permasalahan 

yang dibahas. Kemudian, data bahan hukum dan informasi yang telah terkumpul 

tersebut dianalisis untuk digunakan dalam pemecahan terhadap masalah yang 

dibahas dalam penyusunan Raperaturan daerah.  

Analisis yang digunakan dalam naskah akademik ini adalah deskriptif-

analitis. Dalam penyusunan naskah akademik ini meliputi: 

a. Mendeskripsikan, mengidentifikasi dan menganalisis tentang 

pelaksanaan dari peraturan tentang pembentukan peraturan 

perundang-undangan; 

b. Menganalisis urgensi pembentukan peraturan daerah tentang 

pengelolaan air limbah domestik; dan  

c. Menawarkan gagasan kongkrit dan solutif mengenai konsep 

pembentukan peraturan perundang-undangan yang efektif sebagai 

sarana mendorong terwujudnya peraturan daerah tentang pengelolaan 

air limbah domestik yang mampu untuk mewujudkan tujuan dan fungsi 

hukum. 
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BAB II  

KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS 

 
2.1. Kajian Teoritis 

2.1.1. Teori-Teori Terkait Aspek Hukum; 

a. Kedudukan Peraturan Daerah Dalam Hierarki Peraturan 

Perundang-Undangan 

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menyatakan 

bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Hal ini bermakna bahwa 

Indonesia adalah Negara Hukum (rechtstaat) dan bukan negara 

kekuasaan (machtstaat). Dengan demikian penyelenggaraan kekuasaan 

negara didasarkan pada prinsip-prinsip hukum sebagai landasan untuk 

menjalankan program pembangunan nasional. Ketentuan Pasal 1 ayat (3) 

Undang-Undang Dasar Tahun 1945 tersebut adalah sebagai bentuk titah 

konstitusi kepada seluruh rakyat Indonesia terutama para pejabat di tataran 

pemerintahan baik di pusat maupun di daerah untuk dapat memposisikan 

hukum sebagai titik tolak dalam bertingkah laku dan merumuskan 

kebijakan publik. 

Sebagai negara hukum dalam mengimplementasikan berbagai 

produk hukum menggunakan teori norma hukum yang berjenjang (hirarki) 

dalam artian bahwa produk hukum yang berada dibawahnya tidak boleh 

bertentangan dengan produk hukum yang lebih tinggi diatasnya (lex 

superior derogat legi inferior). Hal ini sebagaimana diimplementasikan 

dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan yang menyebutkan hirarki norma hukum 

yang dianut sebagai berikut: 

1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945; 

2) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; 

3) Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; 

4) Peraturan Pemerintah; 

5) Peraturan Presiden; 

6) Peraturan Daerah Provinsi; dan 
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7) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota 

Jenis Peraturan Perundang-undangan lain menurut Pasal 8 Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-undangan, mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis 

Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan 

Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa 

Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, 

atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau 

Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat, diakui 

keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang 

diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau 

dibentuk berdasarkan kewenangan. 

b. Fungsi Peraturan Daerah 

Merujuk pada Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang 

Perubahan Kedua jo. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang 

Pemerintahan Daerah, peraturan daerah mempunyai beberapa fungsi, 

diantaranya sebagai berikut: 

1) Sebagai instrumen kebijakan untuk melaksanakan otonomi daerah dan 

tugas pembantuan sebagaimana diamantkan dalam Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahu 1945 dan Undang-Undang 

tentang Pemerintahan Daerah. 

2) Merupakan peraturan pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan 

yang lebih tinggi. Dalam fungsi ini peraturan daerah tunduk kepada 

peraturan perundang-undangan. Dengan demikian peraturan daerah 

tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang 

lebih tinggi. 

3) Sebagai penampung kekhususan dan keragaman daerah serta 

penyalur aspirasi masyarakat didaerah, namun dalam pengaturannya 

tetap dalam koridor Negara Kesatuan Republik Indonesia yang 

berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945. 
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4) Sebagai alat pembangunan dalam meningkatkan kesejahteraan 

daerah.3  

Peraturan Daerah terbagi menjadi Peraturan Daerah Provinsi dan 

Peraturan Daerah Kabupaten. Fungsi Peraturan Daerah adalah untuk 

menyelenggarakan otonomi daerah dan tugas pembantuan dan 

menjabarkan lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan yang 

lebih tinggi, sebagaimana diatur dalam Pasal 236 ayat (1) Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (sebagaimana telah 

diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 

2015 tentang Perubahan Kedua Atas Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan. Dalam fungsi ini, Peraturan Daerah tunduk pada ketentuan 

hierarki Peraturan Perundang-undangan. Dengan demikian Peraturan 

Daerah tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan 

yang lebih tinggi. Sebagai penampung kekhususan dan keragaman daerah 

serta penyalur aspirasi masyarakat di daerah, namun dalam 

pengaturannya tetap dalam koridor Negara Kesatuan Republik Indonesia 

yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945 sebagai alat pembangunan dalam meningkatkan 

kesejahteraan daerah. 

c. Kewenangan Pembentukan Peraturan Daerah Pengelolaan Air 

Limbah Domestik 

Kewenangan pembentukan Peraturan Daerah berada pada Kepala 

Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Peraturan Daerah 

ditetapkan oleh Kepala Daerah setelahmendapat persetujuan bersama 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Mengenai dasar kewenangan 

pembentukan Peraturan Daerah diatur dalam: 

1) Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik indonesia 

Tahun 1945 yang menyatakan bahwa ”Pemerintah Daerah berhak 

menetapkan Peraturan Daerah dan peraturan-peraturan lain untuk 

melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan” 

 
3   Ani Sri Rahayu, 2018, Pengantar Pemerintahan Daerah Kajian Teori, 

Hukum, dan Aplikasinya, Jakarta: Sinar Grafika, Hal 114. 
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2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Pasal 

65 ayat (2) huruf b, Pasal 154 ayat (1) huruf a, Pasal 236 ayat (2), dan 

Pasal 242 ayat (1)), yang masing-masing Pasal tersebut sebagai 

berikut:  

Pasal 65 ayat (2) huruf b, ”Kepala Daerah mempunyai tugas dan 

wewenang menetapkan Peraturan daerah yang telah mendapat 

persetujuan bersama DPRD” 

Pasal 154 ayat (1) huruf a, ”DPRD mempunyai tugas dan wewenang 

membentuk Peraturan daerah yang dibahas dengan Kepala Daerah 

untuk mendapat persetujuan bersama” 

Pasal 236 ayat (2), ”Peraturan daerah dibentuk oleh DPRD dengan 

persetujuan bersama Kepala Daerah ” 

Pasal 242 ayat (1), “Rancangan Peraturan daerah Yang telah disetujui 

bersama oleh DPRD dan Kepala daerah disampaikan oleh pimpinan 

DPRD kepada Kepala Daerah untuk ditetapkan menjadi Peraturan 

daerah” 

Berdasarkan penyelenggaraan pemerintahan daerah, air limbah 

domestik merupakan sub urusan dari urusan pemerintahan bidang 

pekerjaan umum dan penataan ruang. Urusan tersebut termasuk urusan 

wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar sebagaimana ditetapkan 

dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c 2)  Undang-Undang Nomor 9 Tahun 

2015 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

Tentang Pemerintahan Daerah, maka wajib diselenggarakan semua 

daerah. Meskipun demikian, bukan berarti Pemerintah Pusat dan 

Provinsi tidak memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan sub urusan 

air limbah domestik. Pembagian kewenangan sub urusan air limbah 

sebagai berikut: 

1) Pemerintah Pusat 

a) penetapan pengembangan sistem pengelolaan air limbah 

domestik secara nasional;  

b) pengelolaan dan pengembangan sistem pengelolaan air limbah 

domestik lintas daerah provinsi, dan sistem pengelolaan air limbah 

domestik untuk kepentingan strategis nasional. 
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2) Pemerintah Provinsi 

Pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik 

regional. 

3) Pemerintah Kabupaten/Kota 

Pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik dalam 

daerah kabupaten/kota. 

Pembagian kewenangan dalam penyelenggaraan sub urusan air 

limbah domestik tersebut di atas, memberikan makna penyelenggaraan 

pengelolaan air limbah domestik tidak hanya menjadi tugas, wewenang, 

dan tanggung jawab Daerah Kabupaten/Kota melainkan juga menjadi 

tugas, wewenang, dan tanggung jawab Daerah Provinsi dan Pemerintah 

Pusat.  

Pemerintah menjamin bahwa setiap warga negara dapat 

memperoleh pelayanan dasar. Jenis dan mutu pelayanan dasar minimal 

yang berhak diterima oleh setiap warga negara diatur dalam Pasal 7 

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan 

Minimal. 

Ayat (1), “SPM pekerjaan umum mencakup SPM pekerjaan umum 

Daerah provinsi dan SPM pekerjaan umum Daerah kabupaten/kota.” 

Ayat (2) huruf b, “Jenis Pelayanan Dasar pada SPM pekerjaan umum 

Daerah provinsi terdiri atas penyediaan pelayanan pengolahan air 

limbah domestik regional lintas kabupaten/kota” 

Ayat (3) huruf b, “Jenis Pelayanan Dasar pada SPM pekerjaan umum 

Daerah kabupaten/kota terdiri atas penyediaan pelayanan pengolahan 

air limbah domestik” 

Kepala Daerah dan/atau wakil kepala Daerah yang tidak 

melaksanakan SPM dapat dijatuhi sanksi administratif. Dengan 

demikian keberadaan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air 

Limbah Domestik menjadi sangat penting, karena menjadi payung 

hukum bagi Kepala Daerah untuk melaksanakan penyelenggaraan 

pengelolaan air limbah di daerahnya masing-masing dengan lebih baik 

dan sesuai peraturan. 
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2.1.2. Teori-Teori Terkait Pengelolaan Air Limbah Domestik; 

a. Pengertian Air Limbah Domestik 

Menurut Tchobanoglous dalam Suhartono, Limbah Domestik adalah 

air limbah yang dibuang dari pemukiman penduduk, pasar, dan pertokoan, 

serta perkantoran yang merupakan sumber utama pencemaran diperairan 

pantai. Kemudian menurut Kodoatie dan Sjarief, air limbah domestik 

merupakan air bekas yang tidak dapat lagi dipergunakan untuk tujuan 

semula, baik yang mengandung kotoran manusia atau dari aktivitas dapur, 

kamar mandi, dan cuci dimana kuantitasnya 50-70% dari total rata-rata 

konsumsi air bersih yaitu sekitar 120-140 liter/orang/hari. jumlah pencemar 

domestik di negara-negara maju merupakan 15% dari seluruh pencemar 

yang memasuki badan air. Limbah domestik memiliki sebaran areal yang 

sangat luas dan menyebar sehingga lebih sulit dikendalikan daripada 

limbah industri. 

Menurut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 

P.68/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016 tentang Baku Mutu Air Limbah 

Domestik, definisi air limbah domestik adalah air limbah yang berasal dari 

aktivitas hidup sehari-hari manusia yang berhubungan dengan pemakaian 

air. Sedangkan menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan 

Perumahan Rakyat Nomor 04/PRT/M/2017 tentang Penyelenggaraan 

Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik, definisi air limbah domestik 

adalah air limbah yang berasal dari usaha dan/atau kegiatan pemukiman, 

rumah makan, perkantoran, perniagaan, apartemen, dan asrama. 

b. Jenis air limbah domestik  

Air limbah domestik dapat terbagi menjadi blackwater dan greywater. 

Definisi greywater adalah air limbah domestik yang berasal dari dapur, air 

bekas cuci pakaian, dan air mandi. Sedangkan blackwater adalah air 

limbah domestik yang mengandung kotoran manusia.4 Sungai yang 

memiliki kandungan bahan organik dan anorganik yang tinggi bersumber 

 
4 Purwatiningrum, Oktina. 2018. Gambaran Instalasi Pengolahan Air Limbah 

Domestik Komunal di Kelurahan Simokerto, Kecamatan Simokerto, Kota Surabaya. Jurnal 
Kesehatan Lingkungan Vol. 10, No. 2 April 2018: 243–253. 
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dari aktivitas masyarakat berupa pembuangan limbah cair ke sungai seperti 

mandi, cuci, dan kakus (MCK), hal ini menyebabkan menurunnya kualitas 

air.5 

c. Karakteristik air limbah domestik  

Menurut Metcalf and Eddy dalam Muttamara (1996), parameter fisik, 

kimia dan biologi berguna untuk mengetahui keadaan lingkungan dalam 

menentukan karakteristik air limbah, sehingga keterjagaannya dalam 

pengolahan air limbah untuk menjadi baik. Hasil dan nilai dari pengujian 

tergantung pada metode sampling dan teknis dalam pengujian. 

Indikasi pencemaran air dapat dilihat dari timbulkan endapan, koloid 

dan bahan terlarut dalam bentuk padatan. Indikasi pencemaran air dapat 

diketahui melalui pengujian dan pengamatan. Oleh karena itu, apabila tidak 

memenuhi baku mutu dapat mengubah kualitas air dan mengganggu 

keberlangsungan hidup organisme disekitarnya apabila terjadinya 

perubahan warna, bau dan rasa. Karakteristik air limbah domestik dapat 

dibagi menjadi karakteristik fisika, kimia dan biologi dapat dilihat sebagai 

berikut: 

Tabel 2. 1 Karakteristik Air Limbah Domestik 

Parameter Satuan 
Konsentrasi 

Tinggi Sedang Rendah 
Total Padatan mg/L 1200 720 350 
Total Terlarut mg/L 850 500 250 
Total Tersuspensi mg/L 350 220 100 
Biochemical oxygen demad (BOD) mg/L 400 220 110 
Chemical oxygen demand (COD) mg/L 1000 500 250 
Total Organic Carbon (TOC) mg/L 290 160 80 
Nitrogen mg/L 85 40 20 
Organik mg/L 35 15 8 
Amoniak mg/L 50 25 12 
Phospor mg/L 15 8 4 
Sulfate mg/L 50 30 20 
Chlorida mg/L 100 50 30 
Minyak dan Lemak mg/L 150 100 50 
Alkalinitas mg/L 200 100 50 
Total Coliform MPN/100 ml 107-109 107-108 107-106 

 
5 Tarigan, Adianse, dkk. 2013. Kajian Kualitas Limbah Cair Domestik Di 

Beberapa Sungai Yang Melintasi Kota Manado Dari Aspek Bahan Organik Dan Anorganik. 
Jurnal Pesisir dan Laut Tropis Volume 1 Nomor 1 Tahun 2013. 
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d. Dampak Air Limbah Domestik 

Kegiatan pembangunan yang semakin meningkat mengandung 

resiko untuk menimbulkan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup 

sehingga fungsi ekosistem menjadi terganggu dan tidak berfungsi sesuai 

peruntukannya. Hal ini berpengaruh terhadap keberadaan sumber daya air 

yang semakin menurun kualitasnya sebagai akibat pencemaran air dari 

kegiatan membuang limbah cair tersebut ke sungai atau sumber air. Air 

sebagai komponen sumber daya alam yang sangat vital, maka harus 

dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, sesuai dengan 

yang tercantum dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 

Amandemen.6  Dengan adanya pencemaran, maka lingkungan yang ada 

disekitarnya, baik lingkungan abiotik, lingkungan biotik, dan lingkungan 

sosial akan terganggu peruntukan fungsinya. Hal ini sangat berpengaruh 

terhadap kesehatan lingkungan disekitarnya. Banyak orgasme, biota, 

hewan dan tumbuhan yang menjadi rusak atau malah mati karena 

pencemaran tersebut. 

e. Konsep Penyelenggaraan Pengelolaan Air Limbah Domestik 

Dalam pengelolaan air limbah domestik, ada 2 (dua) kegiatan yang 

perlu diperhatikan, yaitu Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat 

(SPALD-S) adalah sistem pengelolaan yang dilakukan dengan mengolah 

air limbah domestik di lokasi sumber, yang selanjutnya lumpur hasil olahan 

diangkut dengan sarana pengangkut ke Sub-sistem Pengolahan Lumpur 

Tinja, dan Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T) adalah 

sistem pengelolaan yang dilakukan dengan mengalirkan air limbah 

domestik dari sumber secara kolektif ke Sub-sistem Pengolahan Terpusat 

untuk diolah sebelum dibuang ke badan air permukaaan. Peraturan Menteri 

Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 04/PRT/M/2017 tentang 

Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik, Pasal 5 

SPALD dapat diselenggarakan oleh : 

1) Pemerintah Pusat; 

2) Pemerintah Daerah; 

3) BUMN SPALD; 

 
6   Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 
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4) BUMD SPALD; 

5) Badan Usaha SPALD; 

6) Kelompok Masyarakat; dan/atau 

7) Orang perorangan. 

Pemilihan jenis SPALD berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Peraturan 

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 04/PRT/M/2017 

tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik, 

paling sedikit mempertimbangkan : 

1) kepadatan penduduk; 

2) kedalaman muka air tanah; 

3) kemiringan tanah; 

4) permeabilitas tanah; dan 

5) kemampuan pembiayaan. 

Penyelenggaraan SPALD yang dilakukan oleh Pemerintah 

Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 Peraturan 

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 04/PRT/M/2017 

tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik, 

dengan ketentuan : 

1) menjadi tanggung jawab Bupati/Walikota yang secara operasional 

dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya terkait 

dengan sub urusan air limbah bidang pekerjaan umum dan penataan 

ruang; 

2) Bupati/Walikota dapat membentuk UPTD SPALD Kabupaten/Kota untuk 

menangani pengelolaan air limbah domestik; 

3) Pembentukan Perangkat Daerah dan UPTD SPALD Kabupaten/Kota 

dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 

2.1.3. Aspek Pengelolaan Air Limbah Domestik; 

a. Teknis; 

Pengelolaan Limbah Perkotaan Secara khusus sanitasi kota ialah 

usaha penanganan dalam penyaluran air limbah domestik, berupa air 

buangan dari kegiatan MCK (Mandi, Cuci, Kakus) serta kegiatan domestik 

lainnya maupun penanganan limbah manusia. Penyaluran air limbah 

domestik dimaksudkan agar dapat berkumpul menjadi suatu aliran air 
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limbah domestik yang mengalir dalam suatu saluran tertentu, sehingga air 

limbah tersebut mudah diawasi kuantitas dan kualitasnya. 

Sistem pembuangan air limbah yang terdapat di perkotaan terbagi 

menjadi 2 (dua) macam sistem yaitu sistem pembuangan setempat (on site 

sanitation) dan pembuangan terpusat (off site sanitation). Sistem 

pembuangan setempat adalah fasilitas pembuangan air limbah yang 

berada di dalam persil pelayanan (batas tanah yang dimiliki) misal dengan 

septik tank, sedangkan sistem pembuangan terpusat adalah sistem 

pembuangan di luar persil. 

Rumah tinggal di Indonesia, pada umumnya menggunakan sistem on 

site, dimana limbah yang ada ditampung pada suatu wadah yang disebut 

dengan tangki septik dan terjadi penguraian oleh bakteri anaerobik. Dari 

penguraian ini menghasilkan limpahan tangki septik yang dimasukkan ke 

dalam sumur resapan dan langsung meresap ke dalam air tanah, selain itu 

juga menghasilkan endapan lumpur yang mengendap di dasar tangki. 

Lumpur ini tidak boleh dibuang ke sungai karena BOD (Biochemical 

Oxygen Demand) nya masih terlalu tinggi yaitu >2000 mg/liter, untuk itu 

perlu diolah melalui instalasi pengolahan limbah, jadi masih memerlukan 

off site untuk lumpurnya.  Alternatif dipilih lainnya sebagai pertimbangan 

sistem pembuangan air limbah adalah sistem pembuangan terpusat (off 

site sanitation) melalui jaringan perpipaan sewerage dan terlebih dahulu 

diolah pada unit pengolahan air limbah. sistem ini mempunyai keunggulan 

karena berada dalam sistem perpipaan tertutup, tidak berbau, kering, 

bebas nyamuk dan bebas pencemaran terhadap air tanah. 

Pengolahan air limbah domestik merupakan suatu cara penanganan 

air limbah sesuai standar baku mutu yang telah ditetapkan agar dapat 

mengurangi beban pencemaran yang masuk ke sungai, sehingga kualitas 

air sungai tetap berfungsi sesuai dengan peruntukannya. Adapun 

pengelolaan air limbah domestik adalah upaya yang sistematis, 

menyeluruh dan berkesinambungan dalam merencanakan, melaksanakan, 

membina dan mengawasi penyelenggaraan pengolahan air limbah 

domestik. 

  



 

23 Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Air Limbah Domestik Kota Samarinda 

b. Kelembagaan; 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 

Pemerintah Daerah yang mengatur mengenai otonomi daerah telah 

memberikan keleluasaan bagi pemerintah daerah untuk mengambil dan 

mengembangkan prakarsanya bagi pengembangan prasarana yang 

dibutuhkan. 

Saat ini di Kota Samarinda Institusi yang tugas dan wewenangnya 

berkaitan dengan Air Limbah Domestik telah diatur dalam Peraturan 

Walikota Kota Samarinda Nomor 34 Tahun 2018 tentang Pembentukan, 

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah 

Pengelolaan Air Limbah Domestik Pada Dinas Pekerjaan Umum dan 

Penataan Ruang Kota Samarinda.  

Pembentukan kelembagaan dalam pengelolaan air limbah domestik 

di Kota Samarinda dimaksudkan untuk mengupayakan kesatuan tindak 

dalam mengkoordinasikan pelaksanaan pengelolaan air limbah domestik.  

Dengan adanya peraturan daerah tentang pengelolaan air limbah 

domestik di Kota Samarinda akan memberikan kepastian terhadap 

Perangkat Daerah yang melaksanakan pengelolaan air limbah domestik. 

c. Pembiayaan; 

Analisa biaya keuangan perlu disusun dan dianalisis sehubungan 

dengan system pembiayaan dan tiping fee. Semua biaya direkapitulasi 

dengan menghitung biaya penyusutan, biaya pemeliharaan dan biaya 

pegawai yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. 

Kemampuan pembiayaan dapat mempengaruhi pemilihan jenis 

SPALD, terutama kemampuan Pemerintah Daerah dalam membiayai 

pengoperasian dan pemeliharaan SPALD-T. Pendanaan terkait 

operasional pengelolaan air limbah domestik ini akan dialokasikan dari 

APBD Daerah, dan selanjutnya akan dikelola sebagai tindak lanjut dari 

adanya peraturan ini untuk kepentingan bersama. Biaya administrasi dari 

pendaftaran dan perizinan dimasukkan dalam PAD dan selanjutnya akan 

dikelola dinas terkait untuk biaya operasional seluruh agenda kegiatan 

daerah. 
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d. Peran Serta Masyarakat; 

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah telah 

memberikan pengertian tentang partisipasi masyarakat dimana partisipasi 

masyarakat adalah peran serta warga masyarakat untuk menyalurkan 

aspirasi, pemikiran, dan kepentingannya dalam penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah. Partisipasi masyarakat ditujukan untuk mendorong 

dan meningkatkan tingkat kesadaran masyarakat terhadap 

penyelenggaraan pelayanaan publik yang diberikan oleh pemerintah 

daerah. 

Adanya permasalahan di daerah terkait pengelolaan air limbah 

domestik, seperti kesulitan agar masyarakat tidak membuang air limbah 

domestik secara sembarangan dan penggunaan septik tank yang sesuai 

dengan standar merupakan pencerminan rendahnya partisipasi 

masyarakat tehadap pemeliharaan lingkungan hidup, khususnya 

kebersihan. Secara individual, tindakan dan pola perilaku seorang dapat 

dipengaruh oleh lingkungan.  

Dimensi lingkungan bisa dibedakan menjadi tiga kelompok yakni 

lingkungan fisik, lingkungan sosial dan lingkungan kultural. Ketiga dimensi 

ini akan memberikan pengaruh yang besar terhadap perilaku manusia. 

Oleh karena itu diperlukan kelompok-kelompok yang merintis pengelolaan 

air limbah domestik di setiap daerah. Rekayasa sosial dalam rangka 

melaksanakan program pengelolaan air limbah domestik yang berbasis 

masyarakat perlu berpatokan pada prinsip menumbuhkan norma-norma 

sosial dan nilai–nilai sosial dalam lingkungan masyarakat, melalui 

pendekatan dalam rekayasa sosial perlu diberikan kepada kelompok-

kelompok yang paling mendasar, yaitu tingkat keluarga, dan kelompok 

pertemanan. 

Pendampingan masyarakat harus bisa membuka pola pikir di 

masyarakat, dan meningkatkan minat mereka untuk menjaga 

keberlangsungan program secara mandiri (setelah program tersebut 

selesai). Pendekatan program yang konvensional, misalnya ceramah dan 

penyuluhan yang dilakukan petugas, kurang efektif dalam menumbuhkan 

minat masyarakat. Akan tetapi akan menjadi berbeda ketika penyuluhan 
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dilakukan oleh para pelaku yang telah dikenal oleh masyarakat (publik 

figur) misalnya tokoh masyarakat, karena akan lebih berbekas pada 

masyarakat. 

Program terpadu dalam upaya peningkatan partisipasi aktif 

masyarakat perlu dilakukan secara terus menerus, terarah dan terencana, 

berkesinambungan serta melibatkan berbagai unsur baik pemerintah 

maupun masyarakat. Strategi program dengan pendekatan pendidikan 

pada masyarakat perlu dilakukan untuk memaparkan pengetahuan tentang 

sampah dan segala permasalahannya pada seluruh lapisan masyarakat. 

Namun dalam pelaksanaannya seringkali terkendala oleh perilaku 

masyarakat dewasa yang apatis terhadap program pembangunan kota. 

Untuk itu perlu dicari kelompok sasaran dengan kriteria masih memiliki 

idealisme dan belum terpengaruh oleh pemikiran negatif. Selain itu perlu 

dihadirkan pula contoh nyata bagi masyarakat sehingga dapat menggugah 

perilaku dan sikap masyarakat. 

Selanjutnya penyebaran informasi merupakan langkah penting yang 

perlu dilakukan dalam kerangka peningkatan partisipasi aktif masyarakat. 

Pendidikan masyarakat dapat lebih efektif bila menggunakan media 

masyarakat setempat. Para inisiator yang telah hadir dari masyarakat 

harus diangkat untuk tampil menjadi contoh bagi masyarakat lainnya. 

Dengan demikian penyebaran informasi dengan menggunakan berbagai 

media masyarakat perlu dilakukan secara terprogram yang menjamin 

kontinuitas pemaparan. 

Ketika persepsi, sikap dan perilaku menunjukkan arah pergeseran 

positif, maka pada tahap selanjutnya perlu disiapkan sistem insentif bagi 

para partisipan. Pengembangan pola insentif bagi masyarakat dan 

transparansi manajemen lembaga pengelola air limbah domestik terutama 

yang berkaitan dengan imbalan dan jasa yang telah dibayarkan 

masyarakat kepada lembaga pengelola harus segera digulirkan. Hal ini 

dimaksudkan sebagai pola dasar pengembangan partisipasi masyarakat 

sebagai penentu kebijakan.  

Dengan adanya transparansi, maka masyarakat diajak untuk berfikir 

dan turut serta serta memberikan solusi dalam segala permasalahan yang 

dihadapi sistem. Wujud keberhasilan keterbukaan antara masyarakat dan 
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menajemen pengelola adalah terciptanya saling kepercayaan, dan 

menjadikan masyarakat sebagai penentu kebijakan bagi pihak pengelola 

sampah kota. Kampanye pengelolaan sampah juga merupakan hal yang 

perlu dilakukan untuk menyampaikan informasi pada masyarakat. Namun 

kampanye yang dilakukan lebih pas jika ditekankan pada perilaku hidup 

bersih, karena tema ini jauh lebih sistemik daripada hanya membicarakan 

sampah atau daur ulang sampah. Dengan tema bersih akan termasuk 

didalamnya mengenai manajemen sampah, kebersihan lingkungan, 

kebersihan diri, pemanfataan sampah, pengurangan samapah, dll. 

Pengembangan strategi komunikasi ini meliputi pemilihan median dan 

kombinasi media, pengembangan pesan-pesan, dan pemilihan 

pendekatan yang tepat serta menumbuhkan partisipasi khalayak, dalam 

upaya pencapaian tujuan program. 

Masyarakat Kota Samarinda pada umumnya merupakan masyarakat 

yang belum memiliki pengetahuan yang cukup baik tentang pengelolaan 

air limbah domestik yang seharusnya dilakukan. Sehingga perlu adanya 

motivasi/sikap menyebabkan pengetahuan tersebut dapat digunakan untuk 

mengatasi masalah limbah sehari-hari. Oleh karena itu diperlukan suatu 

program yang integratif, memanfaatkan tingkat terpaan media yang cukup 

tinggi untuk mensuplai masyarakat dengan contoh yang baik dan nyata 

agar timbul motivasi untuk meningkatkan keterampilan dan menggunakan 

pengetahuan dalam tindakan nyata. 

Program yang dilakukan harus menyentuh beberapa aspek 

kebutuhan masyarakat, misalnya menyajikan keuntungan ekonomis yang 

masuk akal, teknik/metode yang sederhana atau tidak terlalu sulit untuk 

dilakukan, serta dampak yang cukup relevan terhadap kebersihan 

lingkungan. Program secara bertahap berkembang, mulai dari mendukung 

inisiatif-inisatif lokal yang sudah ada, menyebarluaskan “virus positif” 

inisiatif ke wilayah yang lebih luas, dan pada akhirnya akan didukung oleh 

kebijakan pemerintah. 

Manfaat dari program yang didapat oleh masyarakat adalah 

terciptanya lingkungan yang lebih sehat dan indah sehingga bisa terjadi 

penurunan tingkat penyakit yang disebabkan sanitasi yang buruk. Manfaat 

bagi pemerintah adalah program yang dilakukan bisa menjadi bahan 
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pembelajaran bagi daerah lain tentang upaya pemerintahan membangun 

kebijakan yang berbasis masyarakat. Oleh karena itu maka Rekayasa 

Sosial yang diperlukan adalah program yang berjangka pendek, jangka 

menengah dan Jangka panjang.  

Program jangka pendek yang dapat dilakukan adalah dengan 

membentuk Masterplan Air Limbah Domestik Kota Samarinda mencakup 

upaya untuk menyampaikan gagasan bahwa pengelolaan Air Limbah 

Domestik tersebut merupakan hal sangat penting dalam kehidupan 

manusia dan upaya untuk mengintervensi perilaku masyarakat agar sadar 

akan pengelolaan air limbah domestik dan mengikuti peraturan mengenai 

pengelolaan air limbah domestik. Selain itu kegiatan yang dapat dilakukan 

adalah sosialisasi dan pemberian pengetahuan mengenai pengelolaan air 

limbah domestik dan perilaku hidup sehat. 

Kemudian program jangka menengah yang akan dilakukan 

merupakan peningkatan dari kesadaran individual menuju perilaku 

kelompok, dimana pengelolaan air limbah domestik yang berbasis 

masyarakat harus diwujudkan menjadi nilai sosial dan norma sosial yang 

disepakati oleh masyarakat dan berlaku mengikat bagi setiap anggota 

masyarakat. Pada taraf ini seseorang yang berlaku sesuai dengan nilai-

nilai sosial dan norma-norma sosial terhadap pengelolaan air limbah 

domestik akan dihargai oleh masyarakat. Sebaliknya seseorang yang 

berlaku tidak sesuai dengan nilai dan norma sosial akan mendapatkan 

sanksi sosial dan bahkan sanksi hukum. Untuk mencapai ketertiban dalam 

norma sosial, maka peranan kelompok pertemanan sangat penting. 

Kegiatan program yang dapat dilakukan dalam pencapaian jangka 

menengah ini adalah kegiatan-kegiatan kelompok seperti pembinaan 

kelompok pengelola air limbah domestik, kunjungan kelompok kepada 

kelompok lain yang dianggap berhasil dan pembinaan keterampilan 

kepada kelompok yang potensial dalam melakukan nilai tambah terhadap 

limbah. 

Sedangkan program jangka panjang merupakan puncak dari kinerja 

partisipasi masyarakat dalam pengelolaan air limbah domestik, yaitu 

kegiatan tersebut telah menjadi gaya hidup (Lifestyle) dan membanggakan 

bahkan menjadi menjadi gaya hidup yang ekstrim (clean, green and health 
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mania). Kegiatan yang melibatkan masyarakat adalah yang mendukung 

prestasi dan prestise tersebut antara lain adalah pelibatan tokoh 

masyarakat dalam sebuah kegiatan kebersihan yang bisa menjadi contoh 

bagi masyarakat laiannya. Kegiatan lainnya adalah mengikuti lomba yang 

berkaitan dengan pengelolaan air limbah dan perilaku hidup sehat tingkat 

nasional dan internasional dengan upaya yang maksimal agar 

mendapatkan penghargaan yang membanggakan warga. Kegiatan-

kegiatan pada jangka panjang ini merupakan sumber inspirasi agar pola 

perilaku ideal terhadap limbah ini dapat bertahan seterusnya. 

2.2. Kajian terhadap Asas/Prinsip yang Terkait dengan Penyusunan 

Naskah Akademik 

2.2.1. Prinsip-Prinsip Dasar Dalam Penyusunan Peraturan Daerah; 

Dalam kerangka pembentukan peraturan perundang-undangan 

termasuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik ini 

harus dibentuk berdasarkan beberapa prinsip antara lain sebagai berikut: 

a. Prinsip tata susunan peraturan perundang-undangan atau lex 

superior derogate legi inferiori, bahwa peraturan perundang-

undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan 

peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. 

b. Prinsip lex specialis derogate legi generalis, bahwa peraturan 

perundang-undangan yang lebih khusus mengenyampingkan peraturan 

perundang-undangan yang lebih umum. 

c. Prinsip lex posterior derogate legi priori, bahwa peraturan 

perundang-undangan yang lahir kemudian mengenyamping-kan 

peraturan perundang-undangan yang lahir terlebih dahulu jika materi 

yang diatur peraturan perundang-undangan tersebut sama. 

d. Prinsip keadilan, bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus 

mencerminkan keadilan bagi setiap warga negara tanpa terkecuali. 

e. Prinsip kepastian hukum, bahwa setiap peraturan perundang-

undangan harus dapat menjamin kepastian hukum dalam upaya 

menciptakan ketertiban dalam masyarakat. 
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f. Prinsip pengayoman, bahwa setiap peraturan perundang-undangan 

harus berfungsi memberikan perlindungan dalam rangka menciptakan 

ketentraman masyarakat. 

g. Prinsip mengutamakan kepentingan umum, bahwa dalam peraturan 

perundang-undangan harus memperhatikan keseimbangan antara 

berbagai kepentingan dengan mengutamakan kepentingan umum. 

h. Prinsip kebhinekatunggalikaan, bahwa materi muatan peraturan 

perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, 

agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah, sistem nilai 

masyarakat daerah, khususnya yang menyangkut masalah-masalah 

yang sensitif dalam kehidupan masyarakat. 

2.2.2. Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan; 

Kemudian sesuai ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 

Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, 

sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang 

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, maka dalam pembentukan 

peraturan perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan asas 

pembentukan peraturan perundang-undangan yang meliputi asas sebagai 

berikut : 

a. kejelasan tujuan, bahwa setiap pembentukan peraturan daerah harus 

mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai; 

b. kelembagaan atau organ yang tepat, bahwa setiap jenis peraturan 

daerah harus dibuat oleh lembaga/pejabat pembentuk peraturan daerah 

yang berwenang dan dapat dibatalkan atau batal demi hukum bila dibuat 

oleh lembaga/pejabat yang tidak berwenang; 

c. kesesuaian antara jenis dan materi muatan, bahwa pembentukan 

peraturan daerah undangan harus benar-benar memperhatikan materi 

muatan yang tepat dengan jenis peraturan perundang-undangan; 

d. dapat dilaksanakan, bahwa setiap peraturan daerah yang dibentuk 

harus memperhatikan efektivitas peraturan daerah tersebut di dalam 

masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis; 
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e. kedayagunaan dan kehasilgunaan, bahwa setiap peraturan daerah 

dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam 

mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; 

f. kejelasan rumusan, bahwa setiap peraturan daerah harus memenuhi 

persyaratan teknis penyusunan, dan pengunaan bahasa Indonesia yang 

baik dan benar; dan 

g. keterbukaan, bahwa pembentukan peraturan daerah harus melibatkan 

masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya serta diketahui oleh 

publik. 

2.2.3. Asas Penyelenggaraan Pengelolaan Air Limbah Domestik; 

Adapun terkait dengan pengelolaan air limbah domestik, 

berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang 

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dilakukan berdasarkan 

asas : 

a. Tanggung jawab, bahwa Pemerintah Daerah menjamin hak warga 

masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat dengan 

mengelola air limbah domestik yang dihasilkan; 

b. Keterpaduan, bahwa pengelolaan air limbah domestik yang dilakukan 

dengan memadukan berbagai unsur atau menyinergikan berbagai 

komponen terkait; 

c. Keberlanjutan, bahwa pemerintah daerah dan masyarakat memiliki 

kewajiban dan tanggung jawab terhadap generasi mendatang dengan 

melakukan upaya pelestarian daya dukung ekosistem dan memperbaiki 

kualitas lingkungan hidup. 

d. Keadilan, bahwa penyelenggaraan pengelolaan air limbah domestik 

mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara; 

e. Kehati-hatian, bahwa ketidakpastian mengenai dampak suatu usaha 

dan/atau kegiatan karena keterbatasan penguasaan ilmu pengetahuan 

dan teknologi bukan merupakan alasan untuk menunda langkah-

langkah meminimalisasi atau menghindari ancaman terhadap 

pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup; 

f. Partisipatif, bahwa setiap anggota masyarakat didorong untuk 

berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan 
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pengelolaan air limbah domestik baik secara langsung maupun tidak 

langsung; 

g. Manfaat, bahwa segala usaha dan/atau kegiatan pengelolaan air limbah 

domestik yang dilaksanakan disesuaikan dengan daya dukung 

lingkungan hidup untuk peningkatan kesehatan masyarakat; 

h. Kelestarian lingkungan hidup, bahwa setiap orang memiliki kewajiban 

dan tanggung jawab terhadap pengelolaan air limbah domestik dalam 

upaya pelestarian daya dukung ekosistem dan memperbaiki kualitas 

lingkungan hidup baik untuk generasi saat ini maupun yang akan 

datang. 

i. Perlindungan sumber daya air, bahwa merawat dan melindungi 

sumber air dan prasarana sumber daya air yang ditujukan untuk 

menjamin kelestarian fungsi sumber air dan prasarana sumber daya air. 

j. Kerarifan lokal, bahwa dalam melakukan pengelolaan air limbah 

domestik harus memperhatikan nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata 

kehidupan masyarakat. 

2.3. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi Yang Ada 

Serta Permasalahan Yang Dihadapi Masyarakat 

2.3.1. Kondisi Umum dan Kondisi Daerah 

a. Kondisi Geografis 

Pembangunan Kota Samarinda diarahkan untuk mengembalikan 

kekhasan Samarinda Kota TEPIAN yang secara harfiah berada di tepi 

Sungai Mahakam. Adanya Sungai Mahakam yang membelah ditengah 

kota menjadi landmark tersendiri bagi ibukota Provinsi Kalimantan Timur 

ini. Tidak mengherankan apabila pembangunan Kota Samarinda diarahkan 

untuk mengoptimalkan potensi Sungai Mahakam, yang kemudian 

dicanangkan melalui Samarinda Smart City dengan tujuan menjadikan 

Samarinda waterfront city. 

Kota Samarinda secara geografis terletak diantara 0o21’81” – 

1o09’16” Lintang Utara dan diantara 116o15’16” – 117o24’16” Bujur Timur. 

Kota Samarinda mempunyai batas wilayah administrasi sebagai berikut: 

 Sebelah Utara : Kecamatan Muara Badak, (Kutai Kertanegara); 
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 Sebelah Timur : Kecamatan Anggana dan Sanga-sanga, (Kutai 

Kertanegara); 

 Sebelah Selatan : Kecamatan Loa Janan, (Kutai Kertanegara); 

 Sebelah Barat : Kecamatan Muara Badak dan Kec. 

Tenggarong, (Kutai Kertanegara). 

Berdasarkan Perda Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemekaran 

Kelurahan Dalam Wilayah Kota Samarinda, Kota Samarinda kini memiliki 

10 kecamatan dan 59 kelurahan seiring dengan terbentuknya Kelurahan 

Mangkupalas, Kelurahan Tenun Samarinda, Kelurahan Gunung Panjang, 

Kelurahan Sempaja Barat, Kelurahan Sempaja Timur, dan Kelurahan 

Budaya Pampang. Berdasarakan Peraturan Menteri Dalam Negeri 

(Permendagri) Nomor 85 Tahun 2019 Tentang Batas Wilayah Kota 

Samarinda dan Kutai Kartanegara, total luas wilayah administrasi Kota 

Samarinda 716,95 km2. Kecamatan terluas adalah Kecamatan Samarinda 

Utara dengan luas 232,81 km2 sedangkan kecamatan terkecil adalah 

Kecamatan Samarinda Kota yang luasnya 3,59 km2. Adapun luas wilayah 

administrasi berdasarkan kecamatan dapat dilihat pada tabel 2.1. 

Tabel 2.2.  

Jumlah Kelurahan, Luas Administrasi Per Kecamatan di Kota 

Samarinda 

 

Sumber : Data SSK, 2022 

No Kecamatan Jumlah Luas 
Lahan 
Bruto 

Prosentase Luas 
Area 

Terbang
un (Ha) Kelurahan Ha Luasan 

1 Palaran 5 19.170,31 30,82 13.941,27 
2 Samarinda Sebrang 6 1.188,86 1,74 1.082,34 
3 Samarinda Ulu 8 5.130,85 3,08 700,56 
4 Samarinda Ilir 5 581,84 2,39 6.359,85 
5 Samarinda Utara 8 23.280,64 31,97 784,98 
6 Sungai Kunjang 7 6.751,58 5,99 1.648,08 
7 Sambutan 5 9.225,42 14,06 2.711,52 
8 Sungai Pinang 5 2.822,57 4,76 1.393,56 
9 Samrinda Kota 5 359,80 1,55 14.459,76 

10 Loa Janan Ilir 5 3.183,90 3,64 2.152,08 
Jumlah 59 71.695,78 100 45.234 
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Gambar 2.1. Peta Wilayah Administrasi Kota Samarinda 
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b. Kondisi Iklim 

Sebagaimana iklim wilayah Indonesia pada umumnya, Kota 

Samarinda beriklim tropik dan mempunyai dua musim yaitu musim 

kemarau dan musim penghujan. Samarinda memiliki suhu dan kelembaban 

udara yang cukup tinggi. Stasiun Meteorologi Kota Samarinda pada tahun 

2020 mencatat bahwa suhu udara di Kota Samarinda berkisar di angka 

28ᵒC dengan kelembaban udara rata-rata 81%. Rata-rata curah hujan 

tercatat sebesar 174 mm, lebih tinggi dari tahun 2019 yang kala itu 

mencapai 145,2 mm. Kondisi ini didukung dengan rata-rata penyinaran 

matahari yang hanya sebesar 49%. Sehingga menjadi dasar kebijakan 

pemerintah Kota Samarinda untuk mempersiapkan infrastruktur 

penanganan banjir, mengingat kondisi cuaca di Kota Samarinda yang 

kerap terjadi hujan dalam waktu lama yang akhirnya terjadi genangan yang 

cukup tinggi 

Tabel 2.3. 

Pengamatan Unsur Iklim Menurut Bulan di Stasiun Meteorologi 

Temindung, 2021 

 
 

Bulan 

Suhu Udara Kelembaban
Udara 

Rata-rata 
(%) 

 
Tekanan  

Udara 
(Mb) 

 
Kecepata n 

Angin 
(m/sec) 

Jumlah  
Curah 
Hujan 
(mm3) 

Penyinara n 
Matahari 

(%)  
Min  
(oC) 

 
Max  
(oC) 

 
Rata-
rata 
(oC) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 
Januari 24,4 32,4 27,6 84 1010,9 4 369,0 41 

Februari 24,1 32,1 27,4 84 1011,5 3 148,0 40 

Maret 24,2 32,5 27,4 83 1011,8 4 274,0 49 

April 23,8 32,8 27,5 83 1012,4 3 256,0 46 

Mei 24,8 32,5 28,0 84 1011,5 3 117,0 38 

Juni 24,3 32,3 27,7 87 1012,7 3 141,0 45 

Juli 24,3 31,7 27,4 83 1011,9 4 212,0 40 

Agustus 24,0 32,2 27,2 83 1012,8 4 350,0 41 

September 24,5 32,1 27,4 83 1012,2 4 244,0 38 

Oktober 24,4 32,0 28,2 74 1011,9 4 265,0 56 

November 24,6 31,9 27,6 83 1010,1 3 282,0 40 

Desember 24,0 32,2 27,5 78 1012,2 3 231,0 29 

Sumber : Dokumen Rancangan RPKD 2023 
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c. Wilayah Rawan Bencana 

Berdasarkan Kajian Risiko Bencana Kota Samarinda Tahun 2018-

2022, diketahui bahwa banjir memiliki kelas bahaya dominan yang 

tergolong tinggi, diikuti oleh longsor, kekeringan dan konflik sosial. Namun 

apabila dicermati di tingkat Provinsi Kaltim, Kota Samarinda justru memiliki 

skor terendah dalam Indeks Rawan Bencana dibanding kabupaten/kota se-

Kaltim dengan skor 135 dan masuk kelas rawan sedang. 

Tabel 2.4. 

Indeks Rawan Bencana Indonesia (IRBI) Kabupaten/Kota Tahun 2019 

Provinsi Kalimantan Timur 

Sumber : Dokumen Rancangan RPKD 2023 

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa banjir memiliki 

kelas bahaya dominan paling tinggi di Kota Samarinda. Adapun kelas 

bahaya yang terjadi untuk aspek bencana lainnya di Kota Samarinda 

sampai tahun 2019 yaitu : 

Tabel 2.5. 

Kelas Bahaya Dominan Kota Samarinda 

No Nama Bencana Kelas 
Bahaya 

1 Banjir Tinggi 
2 Cuaca Ekstrim Tinggi 
3 Difteri Rendah 
4 Epidemi dan Wabah Penyakit Rendah 
5 Kebakaran Hutan dan Lahan Rendah 
6 Kekeringan Sedang 
7 Konflik Sosial Sedang 
8 Longsor Sedang 

Sumber : Dokumen Rancangan RPKD 2023 

No Kabupaten/Kota Skor Kelas Rawan 
1 Samarinda 135 Sedang 
2 Balikpapan 159 Tinggi 
3 Kutai Kartanegara 160 Tinggi 
4 Paser 196 Tinggi 
5 Kutai Barat 171 Tinggi 
6 Kutai Timur 190 Tinggi 
7 Bontang 150 Sedang 
8 Penajam Paser Utara 160 Tinggi 
9 Berau 202 Tinggi 

10 Mahakam Ulu - - 
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Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Samarinda, 

Kawasan rawan bencana alam di Kota Samarinda hanya terbagi menjadi 2 

(dua) yaitu rawan banjir dan rawan longsor. Kedua jenis rawan bencana 

alam ini, berdasarkan kajian risiko bencana yang telah dilakukan oleh 

BPBD Kota Samarinda, memperoleh tingkat resiko ‘tinggi’. 

Tabel 2.6. 

Rincian Luas Potensi Bahaya Banjir Per Kecamatan Kota Samarinda 

 
No 

 
Kecamatan 

Luas Potensi 
Bahaya Banjir 

(Ha) 

Persentase 
dari Luas 
Wilayah 

(%) 

 
Kelas Dominan 
Wilayah Banjir 

1 Loa Janan Ilir 578 18,22 Tinggi 
2 Palaran 4.862 24,94 Tinggi 
3 Samarinda Ilir 221 39,22 Tinggi 
4 Samarinda Kota 287 79,19 Tinggi 
5 Samarinda Seberang 609 52,11 Tinggi 

6 Samarinda Ulu 723 13,40 Tinggi 
7 Samarinda Utara 3.476 15,29 Tinggi 
8 Sambutan 3.572 41,42 Tinggi 
9 Sungai Kunjang 1.691 24,04 Tinggi 
10 Sungai Pinang 582 18,34 Tinggi 

Kota Samarinda 16.601 23,14 Tinggi 
Sumber : Dokumen Rancangan RPKD 2023 

Banjir adalah bencana alam yang terjadi secara alami maupun oleh 

ulah manusia. Sekarang ini banjir sering terjadi disebabkan ulah manusia 

yang mulai tidak menghiraukan keseimbangan alam. Banjir merupakan 

peristiwa tergenang dan terbenamnya daratan karena volume air yang 

meningkat. Banjir juga dapat terjadi karena luapan air yang berlebihan di 

suatu tempat akibat curah hujan yang tinggi, peluapan air sungai, atau 

pecahnya bendungan sungai. Beberapa penyebab terjadinya banjir adalah: 

1. Curah hujan dalam jangka waktu panjang. 

2. Erosi tanah menyisakan batuan, hingga tidak ada resapan air. 

3. Pengupasan lahan untuk pemukiman, kawasan niaga dan perkantoran 

yang mengurangi kapasitas penyerapan air pada permukaan tanah 

4. Penimbunan kawasan dataran rawa, dataran banjir dan pembangunan 

kawasan pemukiman, niaga dan perkantoran serta infrastruktur umum 

di kawasan tersebut 



 

37 Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Air Limbah Domestik Kota Samarinda 

5. Pengupasan lahan dan penggalian batuan untuk kegiatan 

penambangan batubara atau bahan galian lain, yang menghilangkan 

tanah sebagai penyimpan air maupun penghantar air ke batuan induk di 

bawahnya, serta menghilangkan kemampuan batuan induk asli untuk 

menyimpan air karena telah digali dan dipindahkan ke tempat lain 

sebagai batuan campuran. 

6. Perilaku masyarakat dalam penanganan sampah, hingga sumber 

saluran-saluran air tersumbat akibat pembuangan sampah ke saluran 

air atau sungai. 

7. Bendungan dan saluran air yang mengalami pendangkalan. Penutupan 

tanah dengan semen, paving atau aspal, hingga tidak menyerap air. 

8. Penghilangan vegetasi khususnya di daerah dimana daya serap air 

sangat kurang. 

Pesatnya pertumbuhan kawasan perkotaan yang memicu migrasi 

juga turut memberikan dampak pada ancaman bencana banjir di Kota 

Samarinda. Peningkatan jumlah penduduk dikawasan perkotaan sehingga 

dataran banjir yang sebenarnya rawan terhadap genangan dan banjir 

terpaksa digunakan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan 

dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan 

ekonomi. Bencana banjir dengan indeks risiko tinggi, utamanya banyak 

terdapat di kecamatan Samarinda Kota, sisi timur kecamatan Sungai 

Pinang, bagian tengah kecamatan Samarinda Utara, pada dataran banjir 

Sungai Karang Mumus. Berikutnya, terdapat di sebagian Samarinda 

Seberang, Sambutan, Palaran, Sungai Kunjang, Loa Janan Ilir, baratlaut 

Samarinda Ilir dan sebagian kecil tenggara Samarinda Ilir. 

Apabila dilihat lebih dalam pada kawasan kelurahan, yang banyak 

terdapat risiko tinggi risiko banjir adalah kelurahan Mesjid, Tenun 

Samarinda, Karang Mumus, Pelabuhan, Pasar Pagi, Bugis, Sungai Pinang 

Luar, Pelita, Bandara, Temindung Permai. Kawasan risiko tinggi banjir juga 

terdapat pada sebagian kawasan lain, yakni sisi utara kelurahan Rawa 

Makmur, sebagian baratlaut kelurahan Handil Bakti, separuh sisi barat 

kelurahan Sungai Kapih, sebagian selatan kelurahan Pulau Atas, sebagian 

timur kelurahan Bukuan, separuh utara kelurahan Karang Asam Ulu dan 

separuh timur kelurahan Karang Asam Ilir, bantaran 
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Sungai Karang Asam Besar pada kelurahan Lok Bahu, sebagian hilir 

bantaran Sungai Karang Asam Kecil pada kelurahan Air Putih, bantaran 

Sungai Karang Mumus pada bagian timur kelurahan Gunung Kelua, 

Sempaja Selatan, Sempaja Timur; bagian barat kelurahan Gunung Lingai, 

Lempake. Pada bagian kawasan lain, terdapat indeks risiko sedang hingga 

rendah untuk banjir, yang utamanya terdapat pada kawasan perbukitan di 

kecamatan-kecamatan yang ada di Samarinda. Oleh karena itu diperlukan 

ruang evakuasi bencana banjir yaitu: 

1. Perumahan Bukit Alaya Kecamatan Sungai Pinang; 

2. GOR Segiri Kecamatan Samarinda Ulu; 

3. Kantor Kecamatan Samarinda Ilir Kecamatan Samarinda Ilir; 

4. Stadion Madya Sempaja Kecamatan Samarinda Utara; 

5. Balai Kota Samarinda Kecamatan Samarinda Kota; 

6. Islamic Centre Kecamatan Sungai Kunjang; 

7. Gedung SMA Negeri 11 Kecamatan Sambutan; 

8. Lapangan KNPI Kecamatan Samarinda Seberang. 

Bencana banjir di Kota Samarinda merupakan bencana terstruktur 

yang harus segera diantisipasi dengan pembenahan secara massif dan 

konsisten. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Samarinda telah membuat 

sebuah skenario masterplan penanganan bencana banjir dari tahun 2016 

hingga tahun 2035 yang diperkirakan menelan dana hingga mencapai 5,26 

trilyun dalam jangka waktu 20 tahun. Kegiatan dalam masterplan tersebut 

adalah pembuatan atau perbaikan saluran sanitasi lingkungan, pembuatan 

kolam retensi, pengadaan pompa, pengadaan alat penangkap lumpur, 

serta penanganan-penanganan khusus bencana banjir. 

Di Kota Samarinda terdapat 50 titik bencana banjir yang tersebar di 

9 kecamatan dimana hanya wilayah Kecamatan Sambutan yang tidak 

pernah mengalami bencana banjir seperti yang terlihat pada tabel. Titik 

bencana banjir terbanyak berada di Kecamatan Palaran yang mencapai 9 

titik, kemudian Samarinda Ilir dan Samarinda Utara yang masing-masing 

sebanyak 7 titik banjir. Pada tahun 2005, setiap titik banjir tersebut hanya 

mengalami 6-10 kali bencana banjir dalam setahun, tetapi pada masa 

sekarang hampir setiap kondisi hujan mengalami bencana banjir. Melihat 

keadaan seperti itu bukan hal yang aneh jika urgensi penanganan banjir di 
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Kota Samarinda menjadi salah satu prioritas utama pembangunan daerah 

periode saat ini. 

Tabel 2.6 

Perencanaan Antisipasi dan Penanganan Banjir Kota Samarinda 

Sumber : Dokumen Rancangan RPKD 2023 

Dalam menangani banjir di Kota Samarinda sebagai bagian dari 

masterplan perencanaan penanganan bencana banjir, setidaknya terdapat 

empat kegiatan yang akan ditempuh ditambah dengan penangan khusus 

terhadap beberapa wilayah. Agenda dalam menangani permasalahan 

banjir di Kota Samarinda adalah 

1. Meningkatkan panjang saluran air sekaligus mengefisiensikan sanitasi 

lingkungan. Peningkatan saluran air ini merupakan pembuatan saluran 

baru atau memperbaiki saluran lama yang telah rusak dengan total 

saluran sepanjang 286,55 Km diseluruh Kota Samarinda. Sebagian 

besar peningkatan saluran air berada di Kecamatan Palaran sepanjang 

57,25 Km dan paling pendek pembuatan saluran berada di Kecamatan 

Samarinda Kota sepanjang 18,00 Km. 

2. pembuatan kolam retensi dibeberapa kelurahan. Kolam retensi 

merupakan kolam yang berfungsi menggantikan peran lahan resapan 

air yang dijadikan lahan perumahan, perkantoran, maupun lahan 

tertutup lainnya. Fungsi kolam mini adalah menampung air hujan 

langsung dan aliran dari system untuk diresapkan kedalam tanah. 

Dalam kurun waktu 20 tahun, di Kota Samarinda akan dibangun 31 

No 
 
 

Kecamatan 

Jumlah 
Titik 

Banjir 

Panjang 
Saluran 

(Km) 

Kolam 
Retensi 
(buah) 

Jumlah 
Pompa 
(buah) 

Jumlah 
Penangkap 

Lumpur 
(buah) 

1 Palaran 9 57,25 4 8 124 
2 Samarinda Ilir 7 34,35 7 8 95 
3 Samarinda Kota 4 18,00 - 2 51 
4 Sambutan - - - - - 

5 Samarinda Seberang 6 29,70 3 5 84 
6 Loa Janan Ilir 4 25,50 2 4 51 
7 Sungai Kunjang 5 34,25 4 4 63 
8 Samarinda Ulu 4 34,25 3 6 66 
9 Samarinda Utara 7 33,75 4 9 87 

10 Sungai Pinang 4 19,50 4 8 58 
Total 50 286,55 31 54 679 
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kolam retensi bagai antisipasi/pencegahan terjadinya bencana banjir di 

Kota Samarinda yang disebabkan oleh tingginya intensitas hujan. 

3. Pengadaan pompa dan penangkap lumpur merupakan dua kegiatan 

selanjutnya dalam master plan penanganan bencana banjir dimana 

dalam kurun waktu 20 tahun akan diadakan 54 unit pompa untuk 

memompa air sebagai salah satu alat penanganan banjir dan 679 unit 

penangkap lumpur untuk menangkap lumpur sebagai ikutan dampak 

terjadinya bencana banjir. 

Selain keempat kegiatan tersebut diatas, terdapat pula penanganan 

khusus seperti pembuatan parapet (dinding beton) di Kelurahan Air Hitam, 

Kelurahan Karang Asam, Kelurahan Sungai Keledang, Sungai Karang 

Mumus, Bendungan Lempake, dan Sungai Mahakam. Total panjang 

parapet yang akan dibangun dalam kurun waktu 20 tahun ini sepanjang 

46,5 Km. Sedangkan penanganan khusus selanjutnya dalam master plan 

adalah dilakukannya normalisasi bendungan lempake sebanyak 

200.000m3. 

Selain banjir, bencana longsor kerap terjadi di Kota Samarinda. 

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat bahwa di 

Kota Samarinda telah terjadi total 41 kejadian bencana longsor, 3 orang 

meninggal, 2 luka-luka dan 422 orang menderita. Adapun rincian bahaya 

longsor adalah sebagai berikut : 

Tabel 2.7 

Rincian Luas Potensi Bahaya Longsor Per Kecamatan Kota 

Samarinda 

Sumber : Dokumen Rancangan RPKD 2023 

 
No 

 
Kecamatan 

Luas Potensi 
(Ha) 

Persentase dari Luas 
Wilayah Kecamatan (%) 

Kelas 
Dominan 

1 Loa Janan Ilir 3.170 99,90 Sedang 
2 Palaran 19.422 99,62 Sedang 
3 Samarinda Ilir 563 99,91 Rendah 
4 Samarinda Kota 364 100,00 Rendah 
5 Samarinda Seberang 1.172 100,00 Rendah 
6 Samarinda Ulu 5.398 100,00 Rendah 
7 Samarinda Utara 22.663 99,69 Sedang 
8 Sambutan 8.605 99,79 Rendah 
9 Sungai Kunjang 6.994 99,42 Rendah 

10 Sungai Pinang 3.169 99,88 Sedang 
Kota Samarinda 71.520 99,71 Sedang 
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Indeks risiko tinggi terdapat pada sisi barat laut kelurahan Bantuas, 

bagian tengah kelurahan Rawa Makmur, bagian barat kelurahan Bukuan, 

sisi timur laut kelurahan Simpang Pasir, sebagian sisi tenggara dan barat 

laut kelurahan Sungai Siring, sebagian sisi selatan kelurahan Budaya 

Pampang sisi barat kelurahan Gunung Lingai dan Lempake, sisi timur 

kelurahan Sempaja Utara, sebagian perbukitan di barat kelurahan Karang 

Asam Ulu dan Karang Asam Ilir, bagian tengah kelurahan Air Putih dan Air 

Hitam, sisi barat kelurahan Sidodadi, sebagian sisi tengah kelurahan Bukit 

Pinang pada perbukitan yang berarah utara timur laut – selatan barat daya, 

perbukitan sisi barat kelurahan Sengkotek. Adapun kawasan yang banyak 

terdapat risiko tinggi Longsor adalah kelurahan Lempake, disusul 

kelurahan Sempaja Selatan, Sempaja Barat, Sempaja Timur. Sedangkan 

kawasan dengan tingkat risiko sebagian besar tergolong sedang dengan 

sebagian kecil tergolong tinggi, ada pada wilayah kelurahan Tanah Merah, 

Sungai Siring, Sempaja Utara, Budaya Pampang. 

d. Kependudukan 

Berdasarkan data Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan 

dan Perlindungan Anak (DKP3A) Provinsi Kalimantan Timur menunjukkan 

jumlah penduduk Kota Samarinda pada tahun 2021 adalah sebesar 

831.228 jiwa yang terbagi dalam 261.391 KK. Sebaran penduduk di Kota 

Samarinda beragam di setiap kecamatan. Jumlah penduduk terbanyak 

berada di Kecamatan Sungai Kunjang sebanyak 132.796 jiwa. Sedangkan 

Kecamatan Samarinda Kota memiliki jumlah penduduk paling sedikit yaitu 

sebanyak 33.151 jiwa. Adapun Jumlah penduduk, jumlah rumah tangga 

dan kepadatan penduduk per kecamatan dapat dilihat pada tabel 2.8. 
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Tabel 2.8.  

Jumlah Penduduk, Rumah Tangga dan Kepadatan Penduduk Per 

Kecamatan di Kota Samarinda Tahun 2021 

Kecamatan 
Jumlah 

Penduduk 
(jiwa) 

Jumlah 
rumah 
tangga 

Kepadatan di 
area 

terbangun 
(jiwa/ha) 

PALARAN 62858 20637 4,51 
SAMARINDA ILIR 69846 23048 64,53 
SAMARINDA KOTA 33151 11453 47,32 
SAMBUTAN 57932 18256 9,11 
SAMARINDA SEBERANG 64455 21194 82,11 
LOA JANAN ILIR 66224 21887 40,18 
SUNGAI KUNJANG 132796 43228 48,97 
SAMARINDA ULU 131774 33134 94,56 
SAMARINDA UTARA 105172 33498 7,27 
SUNGAI PINANG 107020 35056 49,73 
Jumlah 831.228 261391  

Sumber : Data SSK, 2022 

e. Kondisi Ekonomi 

Tingginya jumlah penduduk yang ada di Kota Samarinda salah 

satunya memberikan dampak pada semakin meningkatnya aktivitas 

ekonomi masyarakat, yang artinya akan meningkatkan proses produksi 

barang dan jasa. Suatu produk baik berbentuk barang maupun jasa pasti 

akan menghasilkan nilai tambah (value added) yang secara makro akan 

menggambarkan output dari suatu daerah dalam Produk Domestik 

Regional Bruto (PDRB) Kota Samarinda. Sehingga dapat disimpulkan 

bahwa pertumbuhan PDRB menggambarkan persentase peningkatan dari 

output yang dihasilkan oleh suatu daerah setiap tahun, dan tentunya 

menggambarkan pertumbuhan ekonomi. 

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dibagi dalam 2 jenis, yaitu 

PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan PDRB Atas Dasar Harga 

Konstan (ADHK). PDRB ADHB menggambarkan nilai tambah barang dan 

jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada setiap tahun, 

sedangkan PDRB ADHK menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang 

dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu 

sebagai dasar, dalam hal ini yaitu tahun 2010. PDRB ADHB dapat 

digunakan untuk melihat pergeseran dan struktur ekonomi, sedangkan 
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PDRB ADHK digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi dari 

tahun ke tahun. 

Tabel 2.9 

PDRB dan Laju Pertumbuhan PDRB Tahun 2018-2020 Kota 

Samarinda 

 
No 

PDRB 
Dengan 
Migas 

(Jt – Rp) 

 
2017 

 
2018 

 
2019 

 
2020 

 
1 

ADHB 58.443.748,70 63.564.686,76 67.701.781,88 66.542.454,84 

Pertumbuhan 11,01 8,76 6,51 -1,71 

 
2 

ADHK 41.274.972,30 43.323.568,68 45.485.738,33 45.000.473,45 

Pertumbuhan 3,85 4,96 4,99 -1,07 

Sumber : Dokumen Rancangan RPKD 2023 

Tahun 2020 menjadi awal pandemi COVID-19 di Indonesia, tanpa 

terkecuali Kota Samarinda, yang menyebabkan pemerintah harus 

mengeluarkan kebijakan menutup tempat makan, hotel, restoran, sarana 

perdagangan, serta usaha jasa guna memutus rantai penyebaran. 

Kebijakan ini berdampak pada perekonomian Kota Samarinda yang sejak 

lama berbasis pada sektor perdagangan dan jasa, yang menyebabkan 

pertumbuhan ekonomi berada pada angka negatif yaitu -1,07% atau turun 

485 milyar dari Rp. 45,48 trilyun pada tahun 2019 menjadi Rp. 45 trilyun 

tahun 2020. 

Tidak hanya itu, pandemi COVID-19 yang melanda sejak awal tahun 

2020 memberikan dampak pada penurunan penerimaan pada berbagai 

sektor atau lapangan usaha. Penurunan tersebut menyebabkan terjadinya 

ketidakmampuan perusahaan untuk memberikan upah kepada tenaga 

kerjanya, sehingga terjadi pengurangan karyawan secara besar-besaran. 

Kondisi ini kemudian menyebabkan produksi barang dan jasa di Kota 

Samarinda pada tahun 2020 mengalami penurunan drastis yang tergambar 

dengan turunnya PDRB ADHB dari Rp. 67,7 trilyun tahun 2019 menjadi 

Rp. 66,5 trilyun pada tahun 2020 atau tumbuh negatif sebesar -1,71%. 
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Gambar 2.2. 

Laju Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2016-2020 Kota Samarinda 

 

Sumber : Dokumen Rancangan RPKD 2023 

Tabel 2.10 

Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut 

Lapangan Usaha Tahun 2018-2021 

Kota Samarinda (%) 

No Lapangan Usaha 2018 2019 2020 2021 
A Pertanian, Kehutanan 

dan Perikanan 
5,47 1,11 0,66 0,32 

B Pertambangan & 
Penggalian 

1,37 5,65 -3,82 3,15 

C Industri Pengolahan 3,11 4,27 -3,97 1,48 
D Pengadaan Listrik dan 

Gas 
12,76 8,75 14,55 2,25 

 
E 

Pengadaan Air, 
Pengelolaan Sampah, 

Limbah dan Daur Ulang 

 
7,02 

 
3,77 

 
6,94 

 
5,33 

F Konstruksi 6,15 4,12 -4,50 1,80 
G Perdagangan Besar dan 

Eceran, Reparas dan 
Perawatan Mobil dan 

Sepeda Motor 

5,65 5,36 1,84 3,57 

H Transportasi dan 
Pergudangan 

6,40 7,98 -0,40 3,22 

I Penyediaan Akomodasi 
dan Makan Minum 

8,50 7,66 -3,74 2,00 

J Informasi dan 
Komunikasi 

5,45 6,39 7,31 7,98 

K Jasa Keuangan dan 
asuransi 

3,35 2,52 2,73 2,16 

L Real Estate 4,16 3,01 1,96 -2,04 

M,N Jasa Perusahaan 4,67 1,70 -3,49 1,49 

 Administrasi Pemerintahan,     

6 

5 

4 

3 

2 

1 

4,94 4,97 
3,85 

4,77 

0,56 

-0,38 

3,13 2,67 

2017 2018 2019 
-1,07 

2020** 

-2,85 

Samarinda Kaltim 
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O Pertahanan dan 
Jaminan Sosial Wajib 

3,65 4,32 -3,75 2,57 

P Jasa Pendidikan 7,88 4,70 1,81 1,19 

Q Jasa Kesehatan dan 
Kegiatan Sosial 

6,65 6,40 18,20 13,66 

R,S,T,U Jasa Lainnya 9,59 7,94 -2,98 0,61 

PDRB 3,85 5,00 -0,99 2,76 
Sumber : Dokumen Rancangan RPKD 2023 

Perekonomian Kota Samarinda yang telah dikenal dengan dominasi 

sektor tersier (jasa/service) dibangun berdasarkan kontribusi lapangan 

usaha pembentuknya. Meskipun terjadi pandemi COVID-19, pada tahun 

2021 kontribusi tertinggi masih berada pada lapangan usaha konstruksi 

sebesar 20,75%, selanjutnya secara berturut-turut diikuti oleh 

perdagangan besar dan eceran 16,62%, serta pertambangan dan 

penggalian sebesar 12,51%. Namun apabila ditinjau lebih jauh, dalam 

kurun waktu 2010-2019 terjadi pergeseran dominasi lapangan usaha 

sebanyak 3 kali. Pergeseran paling jelas terjadi pada lapangan usaha 

pertambangan dan penggalian, dimana pada tahun 2011-2012 lapangan 

usaha ini memberi kontribusi tertinggi, selanjutnya secara berturut-turut 

adalah konstruksi dan perdagangan. Pada tahun 2013-2014 lapangan 

usaha pertambangan dan penggalian menempati urutan 

kedua, dan kemudian menurun menjadi urutan ketiga sejak tahun 

2015 hingga sekarang. Kondisi ini menandakan bahwa ketergantungan 

Kota Samarinda dengan pertambangan sudah mulai bergeser kepada 

konstruksi dan perdagangan, yang semakin menguatkan Samarinda 

sebagai kota jasa dan perdagangan Pertumbuhan ekonomi Kota 

Samarinda dapat dikatakan tumbuh konstan dan positif dalam kurun waktu 

2016-2019, sampai terjadi pandemi COVID-19 yang menyebabkan 

perekonomian tumbuh negatif pada tahun 2020. Penurunan tersebut 

disebabkan karena beberapa sektor dominan menunjukkan pertumbuhan 

negatif, yaitu : 

1. sektor konstruksi dengan konstribusi terbesar yaitu 21,23%, mengalami 

pertumbuhan - 4,39% 

2. sektor pertambangan dan penggalian dengan kontribusi 10,94%, 

mengalami pertumbuhan -3,98%, dan 
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3. sektor industri pengolahan dengan kontribusi 7,75%, mengalami 

pertumbuhan -3,84% 

Melihat kondisi perekonomian tahun 2020, maka pemerintah Kota 

Samarinda harus menyusun langkah-langkah strategis dalam rangka 

pemulihan ekonomi tanpa mengesampingkan pelayanan kesehatan dan 

jaminan sosial bagi masyarakat kurang mampu pada masa pandemi 

COVID-19. 

Tabel 2.11 

Distribusi Persentase PDRB ADHB Menurut Lapangan Usaha di Kota 

Samarinda Tahun 2018-2020 

No Jenis Sektor 2018 2019 2020 2021 

A Pertanian, Kehutanan dan 
Perikanan 

1,82 1,75 1,82 1,74 

B Pertambangan dan 
Penggalian 

13,48 12,71 10,98 12,51 

C Industri Pengolahan 7,87 7,72 7,72 7,47 
D Pengadaan Listrik dan Gas 0,14 0,14 0,17 0,16 
E Pengadaan air, 

pengelolaan 
sampah 

0,15 0,15 0,16 0,17 

F Konstruksi 21,05 21,61 20,98 20,75 
G Perdagangan besar dan 

eceran 
16,10 16,32 17,12 16,62 

H Transportasi dan 
Pergudangan 

6,91 7,20 7,28 7,40 

I Penyediaan akomodasi dan 
makan minum 

3,95 4,08 4,04 3,92 

J Informasi dan komunikasi 3,34 3,34 3,68 3,78 
K Jasa keuangan dan 

asuransi 
7,16 7,00 7,32 7,32 

L Real estate 2,43 2,38 2,48 2,28 
M,N Jasa perusahaan 0,85 0,81 0,80 0,76 
O Administrasi 

pemerintahan, 
pertahanan 
dan jaminan sosial 

 
6,43 

 
6,32 

 
6,27 

 
6,08 

P Jasa Pendidikan 4,07 4,11 4,53 4,34 
Q Jasa Kesehatan dan 

Kegiatan Sosial 
1,40 1,41 1,71 1,87 

R,S,T,U Jasa Lainnya 2,92 2,97 2,94 2,84 
PDRB 100,00 100,00 100,00 100,00 

Sumber : Dokumen Rancangan RPKD 2023 

Perekonomian Kota Samarinda yang telah dikenal dengan dominasi 

sektor tersier (jasa/service) dibangun berdasarkan kontribusi lapangan 

usaha pembentuknya. Meskipun terjadi pandemi COVID-19, pada tahun 
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2021 kontribusi tertinggi masih berada pada lapangan usaha konstruksi 

sebesar 20,75%, selanjutnya secara berturut-turut diikuti oleh 

perdagangan besar dan eceran 16,62%, serta pertambangan dan 

penggalian sebesar 12,51%. Namun apabila ditinjau lebih jauh, dalam 

kurun waktu 2010-2019 terjadi pergeseran dominasi lapangan usaha 

sebanyak 3 kali. Pergeseran paling jelas terjadi pada lapangan usaha 

pertambangan dan penggalian, dimana pada tahun 2011-2012 lapangan 

usaha ini memberi kontribusi tertinggi, selanjutnya secara berturut-turut 

adalah konstruksi dan perdagangan. Pada tahun 2013-2014 lapangan 

usaha pertambangan dan penggalian menempati urutan kedua, dan 

kemudian menurun menjadi urutan ketiga sejak tahun 2015 hingga 

sekarang. Kondisi ini menandakan bahwa ketergantungan Kota Samarinda 

dengan pertambangan sudah mulai bergeser kepada konstruksi dan 

perdagangan, yang semakin menguatkan Samarinda sebagai kota jasa 

dan perdagangan. 

2.3.2. Kondisi Eksisting Pengelolaan Air Limbah Domestik  

a. Sistem dan Infrastruktur 

Sistem pengelolaan air limbah domestik di Kota Samarinda masih 

didominasi oleh sistem pengelolaan air limbah domestik setempat. 

Meskipun di beberapa kawasan telah memiliki instalasi pengolahan air 

limbah domestik (IPALD) dengan jumlah SR antara 50 – 100 SR di masing– 

masing instalasi. 

Tabel 2.12. 

 Capaian Pengelolaan Air Limbah Domestik di Kota Samarinda 

No Komponen 

Target 
RPJMN 

2020-2024 
(%) 

Target - 
2027 (%) Capaian (%) 

Tahun:2021 
GAP 

Kota 
SAMARINDA 

1 Akses Aman 15% 12,0% 0,6% 11,4% 
2 Akses Layak 90% 100,0% 79,3% 20,7% 

 
Akses Layak Individu  
(Tidak Termasuk Aman) 0%* 

 
80% 

 
73,3% 

 
6,7% 

 Akses Layak Bersama 0%* 8,0% 5,4% 2,6% 

 
Akses Layak Khusus Perdesaan  
(Leher Angsa - Cubluk) 0%* 

 
0,0% 

 
0,0% 

 

3 Belum Layak 0% 0,0% 20,9% 20,9% 
4 BABS Tertutup 0% 0,0% 0,0%  
5 BABS di Tempat Terbuka 0% 0,0% 0,0%  

Sumber : Dinas PUPR Kota Samarinda, 2022 
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Tabel 2.13. 

Sub Sistem Pengangkutan SPALD Setempat di Kota Samarinda 

No Deskripsi Satuan Jumlah 

1 Jumlah truk tinja Unit 4 

2 Kondisi Beroperasi 

3 Status asset Milik Pemda 

4 Kapasitas truk tinja/motor/kedoteng 
m3 4 

5 Volume Truk Tinja yang dibuang ke IPLT m3/hari 1 

6 Jumlah Truk Tinja yang membuang lumpur tinja ke IPLT truk/hari 1 

Sumber : Dinas PUPR Kota Samarinda, 2022 

Tabel 2.14.  

Sub Sistem Pengolahan Lumpur Tinja SPALD Setempat di Kota 

Samarinda 

 
No 

 
Deskripsi 

IPLT 1 
Satuan Jumlah 

 SPALD-S   

1 Nama IPLT IPLT Kota Samarinda  

2 Lokasi Kelurahan Mugirejo, Kecamatan Mugirejo 

3 Status asset Milik Pemda Kota Samarinda 

4 Kapasitas IPLT m3/hari 50 

5 Sistem Operasi Andrich Sistem  

6 Tahun Pembangunan 2021  

7 Tahun Rehabilitasi 2021  

8 Radius Wilayah layanan Km 5 - 20 

9 Kondisi Jalan Akses Sebagian beton sebagian jalan tanah 

10 
Wilayah Cakupan 
Pelayanan 

Seluruh Wilayah Administrasi Kota Samarinda 

11 Kualitas effluent Sudah dilakukan 

12 Fasilitas pendukung Kantor pengelola 

Sumber : Dinas PUPR Kota Samarinda, 2022 
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Gambar 2.3. Truk Tinja 

 
Gambar 2.4. IPLT Kota Samarinda 
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Tabel 2.15.  
Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik (IPALD) Di Kota Samarinda 

 
 

No 
Nama IPALD Kelurahan/desa yang masuk 

dalam Cakupan Pelayanan 
Kapasitas 

Desain 
(SR) 

Kapasitas 
Terpakai 

(SR) 

Kapasitas 
Iddle (SR) 

Persentase 
Pemakaian 
IPALD (%) 

Kondisi 
Bangunan 

Kondisi 
Operasional 

Dana 
Operasional 

Serah 
Terima 
Asset 

1 IPALD ANGIN MAMIRI Kelurahan Tenun 100 100 0 100,00% Bangunan 
Baik 

Optimal Iuran 
Masyarakat 

Sudah 

2 IPALD PADA IDI Kelurahan Tenun 100 60 40 60,00% Bangunan 
Baik 

Kurang 
Optimal 

Iuran 
Masyarakat 

Sudah 

3 IPALD HIBAH KEMEN-LH Kelurahan Tenun 100 0 100 0,00% Bangunan 
Baik 

Tidak 
Beroperasi 

Iuran 
Masyarakat 

Sudah 

4 IPALD ASTER BERSAUDARA Kelurahan Loa Buah 100 20 80 20,00% Bangunan 
Baik 

Tidak 
Optimal 

Iuran 
Masyarakat 

Sudah 

5 IPALD KARYA BARU Kelurahan Sempaja Utara 100 45 55 45,00% Bangunan 
Baik 

Kurang 
Optimal 

Iuran 
Masyarakat 

Sudah 

6 IPALD MITRA KARYA 1 Kelurahan Sempaja Utara 100 54 46 54,00% Bangunan 
Baik 

Kurang 
Optimal 

Iuran 
Masyarakat 

Sudah 

7 IPALD MITRA KARYA 2 Kelurahan Sempaja Utara 100 50 50 50,00% Bangunan 
Baik 

Kurang 
Optimal 

Iuran 
Masyarakat 

Sudah 

8 IPALD DAENG MANGKONA Kelurahan Masjid 100 45 55 45,00% Bangunan 
Baik 

Kurang 
Optimal 

Iuran 
Masyarakat 

Sudah 

9 IPALD TURA TEA Kelurahan Handil Bakti 100 80 20 80,00% Bangunan 
Baik 

Optimal Iuran 
Masyarakat 

Sudah 

10 IPALD KAMPUNG RAWAN SANITASI 1 Kelurahan Sempaja Utara 100 69 31 69,00% Bangunan 
Baik 

Optimal Iuran 
Masyarakat 

Sudah 

11 IPALD KAMPUNG RAWAN SANITASI 2 Kelurahan Sidomulyo 100 53 47 53,00% Bangunan 
Baik 

Kurang 
Optimal 

Iuran 
Masyarakat 

Sudah 

12 IPALD SELILI BERSERI Kelurahan Selili 100 81 19 81,00% Bangunan 
Baik 

Optimal Iuran 
Masyarakat 

Sudah 

13 IPALD SUMBER HARAPAN Kelurahan Masjid 100 50 50 50,00% Bangunan 
Baik 

Kurang  
Optimal 

Iuran 
Masyarakat 

Sudah 

14 IPALD PANTAI SEBERANG Kelurahan Sungai Keledang 100 50 50 50,00% Bangunan 
Baik 

Kurang 
Optimal 

Iuran 
Masyarakat 

Sudah 

15 IPALD KARANGMUNTING Kelurahan Teluk Lerong Ulu 100 50 50 50,00% Bangunan 
Baik 

Kurang 
Optimal 

Iuran 
Masyarakat 

Sudah 

16 IPALD KARYA MANDIRI Kelurahan Sempaja Utara 100 50 50 50,00% Bangunan 
Baik 

Kurang 
Optimal 

Iuran 
Masyarakat 

Sudah 

17 IPALD KARYA ABADI Kelurahan Sempaja Selatan 100 50 50 50,00% Bangunan 
Baik 

Kurang 
Optimal 

Iuran 
Masyarakat 

Sudah 
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18 IPALD MELATI Kelurahan Selili 100 50 50 50,00% Bangunan 
Baik 

Kurang 
Optimal 

Iuran 
Masyarakat 

Sudah 

19 IPALD SEJAHTERA Kelurahan Pulau Atas 100 40 60 40,00% Bangunan 
Baik 

Kurang 
Optimal 

Iuran 
Masyarakat 

Sudah 

20 IPALD MANDIRI Kelurahan Makroman 100 40 60 40,00% Bangunan 
Baik 

Kurang 
Optimal 

Iuran 
Masyarakat 

Sudah 

21 IPALD KARYA ABADI 1 Kelurahan Air Hitam 100 50 50 50,00% Bangunan 
Baik 

Kurang 
Optimal 

Iuran 
Masyarakat 

Sudah 

22 IPALD HIKMAH BERSAMA Kelurahan Simpang Tiga 100 50 50 50,00% Bangunan 
Baik 

Kurang 
Optimal 

Iuran 
Masyarakat 

Sudah 

23 IPALD SOLATA Kelurahan Simpang Tiga 100 50 50 50,00% Bangunan 
Baik 

Kurang 
Optimal 

Iuran 
Masyarakat 

Sudah 

24 IPALD SYAICHONA CHOLIL Kelurahan Sempaja Utara 100 50 50 50,00% Bangunan 
Baik 

Kurang  
Optimal 

Iuran 
Masyarakat 

Sudah 

25 IPALD KETUPAT Kelurahan Masjid 100 50 50 50,00% Bangunan 
Baik 

Kurang 
Optimal 

Iuran 
Masyarakat 

Sudah 

26 IPALD IJABAH Kelurahan Teluk Lerong Ulu 100 50 50 50,00% Bangunan 
Baik 

Kurang 
Optimal 

Iuran 
Masyarakat 

Sudah 

27 IPALD DAMAI KOTAKU Kelurahan Sungai Dama 100 50 50 50,00% Bangunan 
Baik 

Kurang 
Optimal 

Iuran 
Masyarakat 

Sudah 

28 IPALD BERKAH Kelurahan Sungai Kapih 100 50 50 50,00% Bangunan 
Baik 

Kurang 
Optimal 

Iuran 
Masyarakat 

Sudah 

29 IPALD TIUNG Kelurahan Sengkotek 100 50 50 50,00% Bangunan 
Baik 

Kurang 
Optimal 

Iuran 
Masyarakat 

Sudah 

30 IPAL Palaran Kelurahan Palaran 500 50 450 10,00% Bangunan 
Baik 

Tidak 
Optimal 

Subsidi 
APBD 

Sudah 
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Gambar 2.5. IPALD Komunal 

 
Gambar 2.6. IPALD Komunal 

 
Gambar 2.7. IPALD Komunal 
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b. Lembaga Pengelola 

Pengelolaan air limbah domestik di Kota Samarinda berada dibawah 

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berdasarkan Peraturan 

Walikota Samarinda Nomor 106 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, 

Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan 

Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda, bahwa Dinas Pekerjaan 

Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda Mempunyai tugas pokok 

melaksanakan urusan pemerintahan daerah di Bidang Bina Marga, Bidang 

Sumber Daya Air, Bidang Cipta Karya, Bidang Penataan Ruang, Bidang 

Bina Konstruksi, dan Bidang Pertanahan. 

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut diatas, Dinas 

menyelenggarakan fungsi sebagai berikut : 

1. Perumusan kebijakan teknis bidang pekerjaan umum, penataan ruang 

dan pertanahan meliputi bina marga, sumber daya air, cipta karya, bina 

konstruksi, penataan ruang dan pertanahan; 

2. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kebijakan di bidang pekerjaan 

umum, penataan ruang dan pertanahan meliputi bina marga, sumber 

daya air, cipta karya, bina konstruksi, penataan ruang dan pertanahan; 

3. Pengawasan dan pengendalian di bidang pekerjaan umum, penatan 

ruang dan pertanahan; 

4. Pelaksanaan administrasi dinas; dan 

5. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan Walikota sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang – undangan. 
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Gambar 2.8. Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda Berdasarkan Peraturan 

Walikota Samarinda Nomor. 106 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, TUgas dan Fungsi Serta Tata Kerja 

Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang 
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Untuk mendukung pelaksanaan pelayanan pengelolaan air limbah 

domestik, Kota Samarinda telah membentuk UPTD Pengelolaan Air 

Limbah Domestik (UPTD PALD) pada Dinas Pekerjaan Umum dan 

Penataan Ruang. Pembentukan UPTD PALD ini diatur dalam Peraturan 

Walikota Samarinda Nomor 34 Tahun 2018 Tentang Pembentukan, 

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah 

Pengelolaan Air Limbah Domestik Pada Dinas Pekerjaan Umum dan 

Penataan Ruang Kota Samarinda. 

Adapun tugas dari UPTD PALD adalah membantu Kepala Dinas 

dalam melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan / atau 

kegiatan teknis penunjang di bidang layanan air limbah domestik. 

Sedangkan fungsi dari UPTD PALD diantaranya sebagai berikut : 

1. Pelaksanaan penyusunan rencana strategis UPTD; 

2. Pelaksanaan perencanan program / kegiatan ketatausahaan UPT 

Pengelolaan Air Limbah Domestik; 

3. Pelaksanaan kegiatan pelayanan pengelolaan air limbah domestik; 

4. Pelaksanaan administrasi umum dan kepegawaian UPTD; 

5. Pelaksanaan kegiatan teknis operasional UPTD; 

6. Pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana UPTD; 

7. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan UPTD; 

8. Pelasanaan penyusunan laporan pelaksanaan kerja UPTD; 

9. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan 

fungsinya. 

Adapun struktur organisasi dari UPTD PALD Kota Samarinda dapat 

dilihat pada gambar 2.8.  

 

Gambar 2.9. Struktur Organisasi UPTD Pengelolaan Air Limbah 

Domestik pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota 

Samarinda  
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Tabel 2.16.  

Pemetaan Lembaga Daerah Dalam Pengelolaan Air Limbah Domestik 

Di Kota Samarinda 

Fungsi 
Pengelolaan 
Air Limbah 

Pemerintah Daerah 
Seksi/Bidang 

pada 
Dinas/Badan 

UPTD/BLU PD dan 
Sebagainya 

Perencanaan 

Menyusun target 
pengelolaan air 
limbah domestik 
skala 
kabupaten/kota 

Bidang Cipta 
Karya - Dinas 
Pekerjaan 
Umum dan 
Penataan 
Ruang, Kota 
Samarinda 

- - 

Menyusun 
rencana 
program air 
limbah domestik 
dalam rangka 
pencapaian 
target 

Bidang Cipta 
Karya - Dinas 
Pekerjaan 
Umum dan 
Penataan 
Ruang, Kota 
Samarinda 

- - 

Pengadaan Sarana 

Menyediakan 
sarana 
pembuangan 
awal air limbah 
domestik 

Bidang Cipta 
Karya - Dinas 

Pekerjaan 
Umum dan 
Penataan 

Ruang, Kota 
Samarinda 

- - 

Membangun 
sarana 

pengumpulan 
dan pengolahan 

awal (tangki 
septik) 

Bidang Cipta 
Karya - Dinas 

Pekerjaan 
Umum dan 
Penataan 

Ruang, Kota 
Samarinda 

- - 

Menyediakan 
sarana 

pengangkutan 
dari tangki 

septik ke IPLT 
(truk tinja) 

Bidang Cipta 
Karya - Dinas 

Pekerjaan 
Umum dan 
Penataan 

Ruang, Kota 
Samarinda 

- - 

Membangun 
jaringan atau 

saluran 

Bidang Cipta 
Karya - Dinas 

- - 
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pengaliran 
limbah dari 
sumber ke 
IPAL (pipa 
kolektor) 

Pekerjaan 
Umum dan 
Penataan 

Ruang, Kota 
Samarinda 

Membangun 
sarana IPLT dan 

atau 
IPAL 

Bidang Cipta 
Karya - Dinas 

Pekerjaan 
Umum dan 
Penataan 

Ruang, Kota 
Samarinda 

- - 

Pengeloaan 

Menyediakan 
layanan 

penyedotan 
lumpur tinja 

Bidang Cipta 
Karya - Dinas 

Pekerjaan 
Umum dan 
Penataan 

Ruang, Kota 
Samarinda 

UPTD 
Pengelolaan 
Air Limbah 
Domestik 

- 

Mengelola IPLT Bidang Cipta 
Karya - Dinas 

Pekerjaan 
Umum dan 
Penataan 

Ruang, Kota 
Samarinda 

UPTD 
Pengelolaan 
Air Limbah 
Domestik 

- 

Mengelola IPAL Bidang Cipta 
Karya - Dinas 

Pekerjaan 
Umum dan 
Penataan 

Ruang, Kota 
Samarinda 

UPTD 
Pengelolaan 
Air Limbah 
Domestik 

- 

Melakukan 
penarikan 
retribusi 

penyedotan 
lumpur tinja 

Bidang Cipta 
Karya - Dinas 

Pekerjaan 
Umum dan 
Penataan 

Ruang, Kota 
Samarinda 

UPTD 
Pengelolaan 
Air Limbah 
Domestik 

- 

Memberikan izin 
usaha 

pengelolaan 
dan atau 

penyedotan air 
limbah 

domestik 

Bidang Cipta 
Karya - Dinas 

Pekerjaan 
Umum dan 
Penataan 

Ruang, Kota 
Samarinda 

- - 
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Melakukan 
pengecekan 
kelengkapan 
utilitas teknis 

bangunan 
(tangki septik, 
dan saluran 

Bidang Cipta 
Karya - Dinas 

Pekerjaan 
Umum dan 
Penataan 

Ruang, Kota 
Samarinda 

- - 

Pengaturan dan Pembinaan 

Mengatur 
prosedur 

penyediaan 
layanan air 

limbah domstik 
(pengangkutan, 

personil, 
peralatan, 

dll) 

Bidang Cipta 
Karya - Dinas 

Pekerjaan 
Umum dan 
Penataan 

Ruang, Kota 
Samarinda 

- - 

Melakukan 
sosialisasi 

peraturan dan 
pembinaan 
dalam hal 

pengelolaan 
air limbah 
domestik 

Bidang Cipta 
Karya - Dinas 

Pekerjaan 
Umum dan 
Penataan 

Ruang, Kota 
Samarinda 

- - 

Memberikan 
sanksi terhadap 

pelanggaran 
pengelolaan air 

limbah 
Domestik 

Satpol PP Kota 
Samarinda 

- - 

Monitoring dan Evaluasi 

Melakukan 
monitoring dan 

evaluasi 
terhadap 

capaian target 
pengelolaan air 
limbah domestik 

skala 
Kabupaten/Kota 

Bidang Cipta 
Karya - Dinas 

Pekerjaan 
Umum dan 
Penataan 

Ruang, Kota 
Samarinda 

- - 

Melakukan 
monitoring dan 

evaluasi 
terhadap 
kapasitas 

infrastruktur 
sarana 

Bidang Cipta 
Karya - Dinas 

Pekerjaan 
Umum dan 
Penataan 

Ruang, K Kota 
Samarinda 

- - 
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pengelolaan air 
limbah 

domestik 
Melakukan 

monitoring dan 
evaluasi 
terhadap 
efektivitas 
layanan air 

limbah 
domestik, dan 

atau 
menampung 

serta mengelola 
keluhan atas 
layanan air 

limbah 
domestik 

Bidang Cipta 
Karya - Dinas 

Pekerjaan 
Umum dan 
Penataan 

Ruang, Kota 
Samarinda 

- - 

Melakukan 
monitoring dan 

evaluasi 
terhadap baku 
mutu air limbah 

domestik 

Bidang Cipta 
Karya - Dinas 

Pekerjaan 
Umum dan 
Penataan 

Ruang, Kota 
Samarinda 

- - 

 

Tabel 2.17.  

Pemetaan Pemangku Kepentingan Di Luar Pemerintah Daerah di 

Kota Samarinda 

Pemangku 

Kepentingan 

Kepentingan Kekuatan / 

Sumberdaya 

Anggota Legislatif  Legislasi 

 Penganggaran 

 Pengawasan 

 Tim Anggaran 

terkait alokasi 

APBD 

 Dana aspirasi yang 

bisa diarahkan 

untuk mendukung 

pengelolaan air 

limbah 

Pengusaha / Swasta  Melaksanakan 

tanggung jawab 

Penyediaan fasilitas 

pengolahan air limbah 



 

60 Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Air Limbah Domestik Kota Samarinda 

sosial 

perusahaan 

(CSR) 

 Mendapatkan 

Proper 

dalam rangka 

penuntasan akses air 

limbah) 

Organisasi Massa 

(Ormas) : Baznas 

Pendayagunaan 

dana ZISWAF 

untuk 

pembangunan air 

bersih dan sanitasi 

untuk masyarakat 

terutama 

masyarakat MBR 

sesuai dengan 

Fatwa MUI 

Pemanfaatan dana 

ZISWAF untuk 

program air minum 

dan sanitasi 

Tokoh Masyarakat Melaksanakan 

sosialisasi program 

Mengedukasi dan 

mensosialisasikan 

kebijakan dan 

program pengelolaan 

air limbah 

domestik 

c. Regulasi dan Kebijakan 

Dalam melaksanakan pengelolaan air limbah domestik, Pemerintah 

Kota Samarinda belum memiliki regulasi dan kebijakan berupa Peraturan 

Daerah (Perda). Sedangkan untuk operasional penyedotan tangki septik, 

Kota Samarinda sebelumnya telah memiliki Peraturan Walikota Samarinda 

Nomor 28 Tahun 2015 Tentang Penetapan Tarif Retribusi Penyediaan dan 

/ Atau Penyedotan Kakus. Dalam peraturan tersebut menerangkan tarif 

penyedotan kakus adalah sebagai berikut : 

 Mobil Tangki Kecil (2 m3) : Rp. 350.000 /Rit 

 Mobil Tangki Besar (4 m3) : Rp. 525.000 /Rit 

 Area Pelayanan Kecamatan Samarinda Seberang dan Kecamatan Loa 

Janan, tarif Retribusi ditambah sebesar Rp. 100.000 /Rit 
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 Area Pelayanan Kecamatan Palaran, tarif retribusi ditambah sebesar 

Rp. 150.000 /Rit 

 Area pelayanan antar kota / kabupaten untuk jarak ≥ 40 km dikenakan 

tambahan tarif sebesar Rp. 525.000 /Rit 

 Pihak swasta membuang libah kakus langsung ke IPLT dikenakan tarif 

sebesar Rp. 50.000 /m3 

Akan tetapi dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 

tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah 

Daerah maka terkait retribusi akan dilakukan penyesuaian dengan undang-

undang yang terbaru. 

d. Pendanaan 

Sumber pendanaan yang digunakan dalam melaksanakan 

pengelolaan air limbah domestik di Kota Samarinda adalah oleh APBD 

Kota Samarinda dan sebagian dari APBN dan DAK. 

Tabel 2.18.  

Pendanaan Pengelolaan Air Limbah Domestik Tahun 2019 – 2022 di 

Kota Samarinda 

Tahun Total 

Pendanaan 

(Rp) 

Sumber DAK 

(Rp) 

Sumber 

APBD Kota 

Samarinda 

(Rp) 

Prosentase 

Pendanaan 

APBD Kota 

Samarinda 

2019 5.888.710.000 3.488.710.000 2.400.000.000 40,76% 

2020 1.000.000.000 500.000.000 500.000.000 50,00% 

2021 7.079.451.614 775.000.000 6.304.451.614 89,05% 

2022 3.667.067.150 1.188.500.000 2.478.567.150 67,59% 

Sumber : Dinas PUPR Kota Samarinda, 2022 
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Gambar 2.10. Grafik Alokasi Pendanaan Pendanaan Pengelolaan Air 

Limbah Domestik Tahun 2019 – 2022 di Kota Samarinda 

 

e. Komunikasi dan Media 

Untuk memberikan dan meningkatkan pengetahuan dan 

pemahaman kepada masyarakat, Pemerintah Kota Samarinda telah 

melaksanakan beberapa kegiatan dalam rangka kampanye, sosialisasi 

dan edukasi. Kegiatan dilaksanakan baik secara mandiri oleh masing – 

masing penyelenggara maupun secara kolektif atau bersama – sama. 

Beberapa bentuk komunikasi dan jenis media yang digunakan dalam 

mengedukasi pengelolaan air limbah domestik di Kota Samarinda adalah 

sebagai berikut : 

No Kegiatan Tahun Dinas 
Pelaksana 

Tujuan 
Kegiatan 

Khalayak 
Sasaran 

Pesan 
Kunci 

Pembelajaran 

1 Pemicuan 
STBM 

2021 Dinas 
Kesehatan 

Meningkatkan 
peran serta 
masyarakat 
dalam 
penyediaan 
layanan 
sanitasi dan 
membiasakan 
PHBS dalam 
kehidupan 
sehari – hari 

Masyarakat 
di Kelurahan 
prioritas 
lokasi 
penanganan 
stunting 

Kondisi 
sanitasi 
yang 
buruk 
menjadi 
pemicu 
kondisi 
stunting 
pada 
balita 
dan 
anak – 
anak 

Pelaksanaan 

pada kondisi 

pandemic 

Covid-19 

sehingga 

terkendala tata 

muka dan 

memperhatikan 

prookol 

Kesehatan 
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2 Sosialisasi 
Sanimas 

2021 Dinas 
Pekerjaan 
Umum dan 
Penataan 
Ruang 

Meningkatkan 
pemahaman 
terkait tangki 
septik standar 
sebagai 
upaya 
pengelolaan 
air limbah 
domestik yang 
layak 

Masyarakat 
di kelurahan 
lokasi 
kegiatan 
Program 
Sanimas 
tahun 2022 

Tangki 
septik 
yang 
standard 
an layak 
adalah 
tangki 
septik 
yang 
dibuat 
secara 
kedap 
air dan 
idealnya 
akan 
disedot 
setiap 3 
– 5 
tahun 
sekali. 

Pelaksanaan 

pada kondisi 

pandemic 

Covid-19 

sehingga 

terkendala tata 

muka dan 

memperhatikan 

protokol 

kesehatan. 

 

Tabel 2.19.  

Kegiatan Komunikasi Terkait Promosi Higiene dan Sanitasi 

No Jenis Media Khalayak Pendanaan Isu yang 

diangkat 

Pesan 

Kunci 

Efektifitas 

1 Radio      

2 BALIHO/Spanduk Masyarakat 

Umum 

APBD Kota STBM Bersama 

menuju 

Kawasan 

yang 

bersih 

dan 

higienis 

Tersampaikan 

secara luas 

dan dapat 

terbaca oleh 

masyarakat 

yang melintas 
di jalan 

protokol 

lokasi 

pemasangan 

spanduk dan 

baliho.  

 

f. Peran Serta Masyarakat 

Peran serta masyarakat dalam pengelolaan air limbah domestik di 

Kota Samarinda diantaranya adalah, sebagian masyarakat telah 

membangun tangki septik yang layak dalam sistem pengelolaan air limbah 

domestik di tempat tinggalnya. Hal ini dapat dilihat dari capaian akses 

sanitasi layak yang menggambarkan kondisi pengelolaan air limbah 

domestik dari bangunan atas (kamar mandi), bangunan tengah, dan 
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bangunan bawah (tangki septik). Capaian sanitasi layak pada tahun 2021 

di Kota Samarinda mencapai 79,3 %. Selain itu, sebagian masyarakat Kota 

Samarinda juga telah memanfaatkan pelayanan Layanan Lumpur Tinja 

Tidak Terjadwal (L2T3) oleh UPTD PALD Kota Samarinda. Namun 

demikian, masih ada beberapa masyarakat yang belum memahami 

bagaimana seharusnya mengelola air limbah domestik yang baik dan 

benar. Baik dari perilaku dan penyediaan prasarana dan sarananya. Hal ini 

ditunjukkan dari angka sanitasi belum layak masih sebesar 20,7 %. 

Selain itu, keberadaan IPALD yang telah dibangun dan 

pengelolaannya diserahkan ke masyarakat, sebagian kondisinya belum 

optimal. Disamping adanya idle capacity, kondisi pengelolaan IPLD juga 

belum maksimal. Mulai dari tidak adanya pemeliharaan dan proses 

penyedotan IPALD. Kondisi akan menjadi evaluasi bagi Dinas Pekerjaan 

Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda untuk peningkatan 

kebermanfaatan dari infrastruktur air limbah domestik di Kota Samarinda. 

2.3.3. Permasalahan yang ada 

Memperhatikan profil kondisi pengelolaan air limbah domestik di Kota 

Samarinda dapat dilakukan analisis multi aspek (aspek teknis, aspek 

kelembagaan, aspek peraturan, aspek pendanaan dan aspek peran serta 

masyarakat) untuk melihat permasalahan yang saat ini dihadapi Kota 

Samarinda dalam Pengelolaan Air Limbah Domestik. 

a. Aspek Teknis 

1) Beberapa kawasan merupakan daerah rawan banjir 

Adanya potensi genangan dan banjir di beberapa kawasan di 

Kota Samarinda, menjadi tantangan dalam pengelolaan air limbah 

domestik. Selain itu beberapa kawasan permukiman berada di tepi 

sungai yang membutuhkan spesifikasi penanganan pengelolaan air 

limbah domestik. 

2) Belum maksimalnya pelayanan ALD. 

Capaian akses sanitasi layak di Kota Samarinda sebesar 

79,3% dan masih ada 20,7% akses belum layak. Besarnya akses 

belum layak ini menggambarkan kondisi tangki septik individual yang 

ada di masyarakat masih belum standar. Masyarakat masih 
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menggunakan tangki septik yang terbuat dari kayu siring atau dari 

tangki septik yang tidak kedap. 

3) Masih banyaknya idle capacity IPALD Permukiman 

Sampai dengan tahun 2021, Kota Samarinda telah memiliki 30 

titik lokasi Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Komunal baik 

skala permukiman maupun kawasan. Dari 30 titik tersebut memiliki 

potensi melayani 3.400 sambungan rumah (SR). Sampai dengan 

tahun 2021, terdapat 1.537 SR atau sekitar 45,21% capaian 

pemanfaatan dari IPALD yang telah terbangun. Kondisi ini 

menunjukkan bahwa masih ada potensi 1.863 SR yang bisa 

dikembangkan atau masih ada idle capacity IPALD sebesar 54,79%. 

4) Belum Optimalnya pemanfaatan IPLT dan Truk Tinja 

Kota Samarinda telah memiliki infrastruktur Instalasi 

Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) dengan kapasitas 50 m3/hari dan 

didukung oleh 4 unit truk tinja dengan kapasitas masing – masing 

sebesar 4 m3. Namun demikian, keberadaan infrastruktur ini masih 

belum dioptimalkan kebermanfaatannya. Belum adanya layanan 

lumpur tinja terjadwal menjadikan kebermanfaatan infrastruktur 

menjadi belum optimal 

b. Aspek Kelembagaan 

1) Minimnya kualitas dan kuantitas SDM pengelola air limbah domestik  

Keberadaan UPTD PALD dan pada Dinas PUPR belum 

didukung dengan SDM yang memiliki kompetensi dalam pengelolaan 

air limbah domestik. Kondisi ini menjadi salah satu penyebab 

pelayanan pengelolaan air limbah domestik belum optimal di Kota 

Samarinda. 

2) Sinkronisasi Pokja belum maksimal 

 Kurangnya koordinasi antara pemangku kepentingan dalam 

program perencanaan pembangunan air limbah domestik 

menjadikan pelaksanaan pembangunan menjadi tidak terpadu dan 

teritegrasi. Masing-masing OPD / sektor masih bekerja masing – 

masing sesuai dengan tupoksinya. Dengan keberadaan Pokja PKP 

Kota Samarinda diharapkan dapat menjadi sarana meningkatkan 
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koordinasi antar pemangku kepentngan mulai dari perencanaan 

sampai dengan pembangunan dan pengawasannya. 

3) Mutasi pegawai 

Dinamika pergesaran pegawai (mutasi pegawai) di Kota 

Samarinda menjadi faktor yang mempengaruhi implementasi 

pembangunan dan pelayanan air limbah domestik. Karena 

kompetensi dan pengetahuan terkait pengelolaan air limbah 

domestik masih sangat sedikit. 

c. Aspek Peraturan 

Belum ada regulasi ALD (Perda ALD) 

d. Aspek Pendanaan 

1) Anggaran sektor ALD yang belum dimanfaatkan secara maksimal 

Dari hasil rekapitulasi alokasi pendanaan, menunjukkan 

bahwasanya mulai dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 

menunjukkan alokasi pendanaan pengelolaan air limbah domestik 

berada di kisaran Rp. 500.000.000,00 – Rp. 6.304.451.614,00 atau 

sebesar 0,02 – 0,24% dari APBD Kota Samarinda yang harusnya ini 

dapat dimanfaatkan secara maksimal dalam proses pengelolaan air 

limbah domestik di Kota Samarinda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.11. Diagram Komposisi Pendanaan Sektor Air 

Limbah Domestik dan Persampahan Kota Samarinda Tahun 

2019 - 2022 
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2) Belum optimalnya penggalian potensi pendanaan dari masyarakat 

dan CSR 

Dalam melaksanakan pembangunan air limbah domestik, 

terdapat beberapa sumber pendanaan yang bisa digunakan baik dari 

APBD Kota, APBD Provinsi (melalui bankeu), APBN, CSR dan 

masyarakat. Sumber pendanaan yang digunakan dalam 

pembangunan air limbah domestik di Kota Samarinda masih 

didominasi oleh APBD Kota Samarinda dan APBN (DAK Sanitasi). 

3) Adanya SK Pokja TJSP (Tanggung Jawab Sosial Perusahaan) / CSR 

Kota Samarinda telah memiliki SK TJSP (Tanggung Jawab 

Sosial Perusahaan). Diharapkan dengan adanya Pokja TJSP ini 

diharapkan dapat mengoptimalkan sumber – sumber pendanaan 

dalam mendukung pembangunan pengeloaan air limbah domestik di 

Kota Samarinda 

e. Aspek Peran Serta Masyarakat 

1) Rendahnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat terkait 

pengelolaan air limbah domestik  

Pengetahuan masyarakat tentang pentingnya mengelola air 

limbah dengan baik dan benar masih rendah. Kondisi ini berpengaruh 

terhadap kesadaran masyarakat dalam menyediakan tangki septik 

individual di rumahnya. Tangki septik yang dibangun merupakan  

tangki septik yang belum kedap air dan sesuai dengan standar. 

Selain itu, rendahnya peran serta masyarakat juga terlihat dari 

perawatan dan pemeliharaan infrastruktur IPALD skala permukiman 

dan kawasan. Banyak IPALD yang telah dibangun tidak dilakukan 

perawatan sehingga IPALD tidak berfungsi optimal. Kewajian 

membayar iuran dan keberadaan Kelompok Pemanfaat dan 

Pemelihara (KPP) juga belum optimal. 

2) Peran masyarakat dalam pengelolaan ALD masih minim 

Peran masyarakat sangat berpengaruh terhadap 

pembangunan air limbah domestik di Kota Samarinda. Sampai 

dengan tahun 2021, permintaan pelayanan penyedotan tinja juga 

masih sangat minim. Kesadaran masyarakat untuk melakukan 

penyedotan lumpur tinja dari tangki septiknya juga masih minim. Hal 
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ini juga tidak terlepas dari kondisi tangki septik yang ada di 

masyarakat masih belum standar. 

2.3.4. Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Air Limbah Domestik  

Pelayanan pengelolaan air limbah domestik menjadi salah satu 

bagian dari pelayanan wajib dasar yang harus diberikan pemerintah 

kepada masyarakat. Hasil pemetaan kondisi pengelolaan air limbah 

domestik di Kota Samarinda telah mencapai 79,3% untuk akses sanitasi 

layak dan masih ada GAP sebesar 20,7% untuk mencapai 100% pada 

tahun 2027. Kondisi ini menjadi tantangan bagi Pemerintah Kota 

Samarinda untuk mencapai target yang telah ditetapkan tersebut. Dan 

tentunya diperlukan rumusan strategi dalam pengembangan akses sanitasi 

(pengelolaan air limbah domestik) di Kota Samarinda. 

Untuk menyusun strategi pengembangan pengelolaan air limbah 

domestik di Kota Samarinda didasarkan pada identifikasi permasalahan 

yang dihadapi. Identifikasi permasalahan pengelolaan air limbah domestik 

di Kota Samarinda didasarkan berdasarkan analisis GAP pada setiap rantai 

layanan dalam sistem pengelolaan air limbah domestik setempat (SPALD-

S) dan sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat (SPALD-T) serta 

terbagi menjadi 5 aspek pengelolaan (aspek teknis, aspek regulasi, aspek 

kelembagaan, aspek pendanaan dan aspek peran serta masyarakat). 

Dari seluruh permasalahan yang ada, isu strategis dalam 

pengelolaan air limbah domestik, yaitu: 

1. Kurang optimalnya koordinasi dan sinkronisasi pengelolaan ALD 

2. Capaian akses sanitasi belum layak sebesar 20,7% 

3. Masih ada idle capacity IPALD sebesar 54,79% 

4. Keberadaan UPTD PALD belum memberikan pelayanan layanan 

lumpur tinja terjadwal (L2T2) 

5. Rendahnya kebermanfaatan IPLT Kota Samarinda 

6. Belum ada peraturan daerah pengelolaan air limbah domestik 

7. Belum maksimalnya SDM pengelolaan sanitasi yang kompeten, baik 

kualitas dan kuantitas 

8. Kurang optimalnya peran KPP dalam perawatan dan operasional 

IPALD 

9. Kurang optimalnya potensi penyedotan tangki septik 
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10. Kurang optimalnya kemitraan dengan swasta 

11. Kurang maksimalnya pemanfaatan dana pengelolaan air limbah 

domestik dan belum maksimalnya pemanfaatan potensi pendanaan di 

luar APBD Kota Samarinda 

Dari isu strategis yang ada di Kota Samarinda dalam pengelolaan air 

limbah domestik, disusun strategi pengembangan pengelolaan air limbah 

domestik, yaitu :  

1. Mengoptimalkan kebermanfaatan IPALD yang telah terbangun dengan 

penambahan SR  

2. Menjalankan program L2T2  

3. Meningkatkan kualitas SDM pengelola air limbah domestik dan KPP  

4. Penyusunan Perda Pengelolaan Air Limbah Domestik  

5. Peningkatan alokasi pendanaan dan memanfaatkan hasil pendanaan 

secara maksimal dalam proses pengelolaan air limbah domestik serta 

mengoptimalkan pemanfaatan potensi pendanaan di luar APBD Kota 

Samarinda  

Untuk mengimplementasikan strategi pengembangan pengelolaan 

air limbah domestik melibatkan lintas OPD dalam internal pemerintah Kota 

Samarinda menyesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi). 

Keberadaan Pokja PKP Kota Samarinda, menjadi sarana untuk 

berkoordinasi dan berkomunikasi dalam pembagian peran sekaligus 

monitoring dan evaluasi pelaksanaan implementasinya. Adapun OPD yang 

akan terlibat dalam implementasi strategi pengembangan pengelolaan air 

limbah domestik diantaranya adalah :  

1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan 

Pengembangan (Bapedalitbang)  

2. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Dinas PUPR)  

3. Dinas Kesehatan (Dinkes)  

4. Dinas Lingkungan Hidup (Dinas LH)  

5. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim)  

6. Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat  

7. Bagian Kerjasama  

8. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD)  

9. Badan Kepegawaian  
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2.4. Kajian terhadap Implikasi  

Dalam penerapan sistem baru yang akan diatur dalam Peraturan Daerah 

tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik akan memberikan dampak bagi aspek 

penyelenggaraan Pemerintah Daerah, kehidupan masyarakat dan beban 

keuangan daerah. 

Sejak Tahun 2013 pemerintah membangun Instalasi Pengelolaan Limbah 

Tinja (IPLT) Kota Samarinda yang berlokasi Kelurahan Bukit Pinang, Kecamatan 

Samarinda Ulu, akan tetapi IPLT ini untuk sementara tidak dapat digunakan 

karena tingginya timbunan sampah lalu Kemudian pemerintah kembali 

membangun IPLT Mugirejo yang berlokasi di Kelurahan Mugirejo, pada tahun 

2022. IPLT yang ada saat ini dikelola oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan 

Ruang Kota Samarinda. Secara umum pengelolaan limbah tinja di Kota Samarinda 

dilaksanakan sendiri oleh masyarakat secara individual, sedangkan limbah cair 

langsung ke saluran drainase/lingkungan. Akan tetapi, kebiasaan ini tidak sesuai 

dengan prinsip-prinsip sanitasi yang baik sehingga kebiasaan ini harus 

ditinggalkan.  berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2014 

tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat. Menurut ketentuan Standar Nasional 

Indonesia (SNI) 2398:2017, tanki septik harus kedap air. tanki septik juga perlu 

memiliki lubang kontrol, ventilasi, pipa masuk-keluar serta harus dikuras isinya, 

untuk dibuang dengan truk tinja secara reguler. Limbah dari tanki septik itu dikirim 

ke Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT). 

Keberadaan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik 

tentunya akan menjadi aturan baru yang menjadi payung hukum dalam melakukan 

pengelolaan air limbah domestik bagi pemerintah daerah dan masyarakat Kota 

Samarinda, sehingga prasarana dan sarana yang ada saat ini tersedia dapat 

secara optimal dimanfaatkan secara baik dan benar serta septik tank masyarakat 

dapat sesuai standart nasional.  

Peraturan daerah yang akan dibuat dan diawali dengan naskah akademik 

diharapkan akan menghadirkan sebuah sistem baru dalam tata pemerintahan di 

Kota Samarinda, diharapkan setelah Peraturan Daerah tentang Air Limbah 

Domestik akan memberikan dasar hukum bagi UPTD untuk melakukan 

pengelolaan air limbah domestik tersebut. 

Secara teknis materi-materi dalam Peraturan Daerah tentang Air Limbah 

Domestik akan menghadirkan beberapa Peraturan Walikota sebagai peraturan 
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pelaksanaan dari peraturan daerah tersebut, baik terkait penambahan syarat 

dalam Perizinan Pendirian Bangunan dan Gedung, retribusi, dan lain-lain. 

Peraturan Daerah yang akan dibentuk akan menjadi payung hukum dalam 

pengelolaan air limbah domestik yang secara teknis nanti akan diatur melalui 

Peraturan Walikota.  

Dalam implementasi Peraturan Daerah kesadaran dan kepedulian 

masyarakat terhadap kondisi sanitasi sangat diperlukan dalam proses 

pembangunan sanitasi. Masyarakat dilibatkan dalam proses pembangunan bukan 

hanya sebagai obyek tetapi juga sebagai subjek mulai dari tahap perencanaan, 

pelaksanaan sampai dengan operasional dan pengawasan. Dengan adanya 

peraturan daerah tentang pengelolaan air limbah domestik ini akan menjadi proses 

penguatan keterlibatan masyarakat dalam pembangunan sanitasi dan menjadi 

bagian dari kebijakan strategi pembangunan sanitasi di Kota Samarinda. 

Secara mendasar kearifan lokal bersifat dinamis, yaitu bisa menyesuaikan 

dengan perubahan zaman. Jadi, meskipun kehidupan masyarakat telah masuk era 

modernisasi, nilai-nilai kearifan lokal tetap ada karena menyimpan nilai-nilai yang 

sudah mengakar di masyarakat luas.  

Dalam perkembanganya, kearifan lokal secara terus menerus menjadi 

pedoman dalam kehidupan agar masyarakat dapat bertahan hidup dengan aman, 

nyaman dan sejahtera. Seperti yang diketahui bahwa pelestarian kearifan lokal 

sangat penting untuk dilakukan agar masyarakat dapat beradaptasi dengan 

lingkungan tempat tinggalnya secara aman, damai dan sejahtera. Fungsi kearifan 

lokal tersebut juga menjaga masyarakat agar terhindar dari pengaruh negatif 

perkembangan zaman maupun budaya luar. 

Selain dampak bagi masyakat pengaturan terkait system baru yang akan 

disusun juga akan memberikan peneriman PAD bagi Pemerintah Kota Samarinda 

dari pengelolaan air limbah domestik. 

Kajian implikasi penerapan sistem baru yang akan diatur dalam rancangan 

peraturan daerah ini akan diatur tidak bertentangan dengan peraturan perundang-

undangan yang lebih tinggi dan sesuai dengan aspek kehidupan masyarakat 

sehingga dengan adanya peraturan daerah ini diharapkan mampu menjadi salah 

satu sarana yang bermanfaat bagi masyarakat, untuk itu Penyusunan Rancangan 

Peraturan Daerah Pengelolaan Air Limbah Domestik Pemerintah Kota Samarinda 

untuk mengatur dan memberikan perlindungan, rasa aman, keindahan, 
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kesehatan, ketertiban, dan ketentraman masyarakat di Kota Samarinda sehingga 

kualitas air tanah dan air permukaan terlindungi, serta meningkatkan upaya 

pelestarian fungsi lingkungan hidup khususnya sumber daya air. 

Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik ini 

diharapkan mampu menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan 

pengelolaan air limbah domestik di masyarakat serta dunia usaha tidak dirugikan 

dengan terbitnya Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik. 

Dalam Pengelolaan Air Limbah Domestik harus dilakukan secara komprehensif 

dan terpadu dari hulu ke hilir sesuai dengan prinsip yang berwawasan lingkungan 

sehingga tidak menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan 

lingkungan, memberikan manfaat secara ekonomi, serta dapat mengubah perilaku 

masyarakat. 

Implikasi yang muncul dari pengaturan terkait Pengelolaan Air Limbah 

Domestik di Kota Samarinda meliputi: 

a. Implikasi regulasi, Pengaturan yang termuat terkait pengelolaan air 

limbah domestik Kota Samarinda diantaranya terkait peran/ hak dan 

kewajiban stakeholder terkait seperti pemerintah daerah, lembaga 

masyarakat maupun masyarakat secara umum, hal lainnya juga terkait 

dengan larangan dan sanksi sehingga nantinya Peraturan Daerah Kota 

Samarinda tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik ini perlu 

ditegakkan agar semua pihak/stakeholder mendukung pelaksanaanya. 

b. Implikasi pembiayaan, Pengaturan terkait aspek pembiayaan dimana 

pemerintah Kota Samarinda akan mengalokasikan anggaran terkait 

pengelolaan air limbah domestik meliputi revitalisasi IPLT, peningkatan 

sarana prasarana pengelolaan air limbah, hingga peningkatan 

kesadaran dan sumber daya manusia secara umum di Kota Samarinda 

dan dengan terbitnya peraturan daerah tentang pengelolaan air limbah 

domestik ini akan memberikan PAD bagi Pemerintah Kota Samarinda 

melelui perizinan, retribusi dan lain-lain. 

c. Implikasi kehidupan bermasyarakat, dengan berlakunya peraturan 

ini maka masyarakat di Kota Samarinda akan dihadapkan untuk taat 

terhadap pengaturan sebagaimana termuat dalam peraturan daerah 

tentang pengelolaan air limbah domestik. Secara khusus dalam hal ini 

masyarakat atau pihak swasta yang memiliki usaha atau jasa 
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penyedotan lumpur tinja agar lebih taat dan memungkinkan untuk 

kerjasama dengan pemerintah dalam hal mengoptimalkan IPLT di 

Mugirejo sebagai tempat pembuangan dan pengolahan lumpur tinja. 

d. Implikasi teknis, dimana pemerintah Kota Samarinda akan 

mengupayakan mengenai sarana dan prasarana pengelolaan air 

limbah domestik di Kota Samarinda dengan melakukan revitalisasi 

IPLT. Selain itu, mengupayakan penyediaan armada berupa truk dalam 

penyedotan dan pengangkutan lumpur tinja untuk memenuhi 

kebutuhan masyarakat Kota Samarinda. 
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BAB III 

EVALUASI DAN ANALISIS  

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 

 
3.1. Dasar Hukum; 

Dalam menyusun suatu Naskah Akademik yang menjadi dasar 

perancangan dan perumusan norma suatu Rancangan Peraturan Perundang-

undangan. Salah satu aspek penting yang harus dilakukan adalah dilakukannya 

evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan terkait dengan materi dari 

Rancangan Peraturan Perundang- undangan yang akan dibentuk.  

Adapun penyusunan suatu Naskah Akademik mengacu pada suatu 

ketentuan teknis penyusunan Naskah Akademik (Pasal 44 Undang-Undang 

Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan). Ketentuan dan sistematika 

mengenai Naskah Akademik sendiri sudah tercantum dalam Lampiran I yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari undang-undang tersebut. 

Dalam sistematika tersebut terlihat bahwa tahapan evaluasi dan analisis 

terhadap peraturan perundang-undangan terkait merupakan tahapan yang sangat 

penting dan menentukan konsep Naskah Akademik dan Rancangan Undang-

Undang yang akan disusun. Evaluasi dapat diartikan sebagai sebuah kegiatan 

yang terencana yang menilai suatu obyek dengan menggunakan instrumen atau 

metode penilaian tertentu yang menjadi tolak ukur sehingga diperoleh hasil yang 

menggambarkan obyek dimaksud. Adapun Analisis merupakan suatu kegiatan 

penyelidikan, penguraian, penelaahan, penjabaran dan atau pengkajian yang 

merupakan tahapan yang dilakukan guna memecah suatu persoalan. Sedangkan 

Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma 

hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga 

negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam 

Peraturan Perundang-undangan. 
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Memperhatikan hal tersebut, dalam penyusunan Rancangan Peraturan 

Daerah tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik, perlu memperhatikan 

peraturan perundang- undangan yang menjadi dasar acuan sebagai berikut: 

a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 merupakan 

konstitusi negara yang secara hirerarki berada dipuncak dari peraturan 

perundang-undangan lainnya. Pasal 18 ayat (6) dan Pasal 28H ayat (1) 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menjadi dasar 

hukum yang utama dalam pembentukan peraturan daerah. 

Pasal 18 ayat (6) berbunyi : 

“Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-

peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.” 

Pasal 28H ayat (1) berbunyi : 

“Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan 

mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak 

memperoleh layanan kesehatan.” 

Ketentuan ini sebagai landasan yuridis formal yang memberikan 

kewenangan kepada pemerintahan daerah untuk membentuk peraturan 

daerah dalam menyelenggarakan otonomi daerah dan tugas pembantuan. 

Ketentuan ini juga menjadi landasan yuridis konstitusional yang utama dalam 

pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Limbah 

Domestik. 

b. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-

Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan 

Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II 

Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong 

dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang 

Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang 

Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan; 

Ada beberapa pertimbangan dibentuknya Undang-Undang Nomor 27 

Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 

1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan 
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sebagai Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah 

Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II 

Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang 

Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang 

Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan yaitu 

perkembangan dan kemajuan Provinsi Kalimantan Timur pada umumnya dan 

Kota Samarinda pada khususnya, serta adanya aspirasi yang berkembang 

dalam masyarakat, dipandang perlu meningkatkan penyelenggaraan 

pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pelayanan guna menjamin 

kesejahteraan masyarakat serta perkembangan kemampuan ekonomi, potensi 

daerah, sosial budaya, sosial politik, jumlah penduduk, luas wilayah, dan 

pertimbangan lainnya, dipandang perlu membentuk Kota Samarinda sebagai 

pemekaran Provinsi Kalimantan Timur, sehingga pembentukan Kota 

Samarinda akan dapat mendorong peningkatan pelayanan di bidang 

pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan, serta memberikan 

kemampuan dalam pemanfaatan potensi daerah; 

c. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan 

Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; 

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya 

sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan 

hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan 

hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, 

pengawasan, dan penegakan hukum.  

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan 

Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah terakhir dengan 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja membuat peran 

Pemerintah Daerah menjadi penting sebagai kepanjangan tangan Pemerintah 

Pusat dalam menjalankan program-program berkaitan dengan lingkungan 

hidup.  

Pasal 15 Undang- Undang ini menjadi salah satu dasar hukum dalam 

pembentukan peraturan daerah karena berisi delegasi/perintah kepada 

Pemerintah Daerah untuk membuat dan melaksanakan KLHS dengan tujuan 
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untuk memastikan penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan dalam 

pembangunan suatu wilayah, serta penyusunan kebijakan dan program 

pemerintah yang berpotensi menimbulkan dampak dan atau risiko terhadap 

lingkungan hidup. 

Pasal 15 berbunyi : 

(1) Pemerintah dan pemerintah daerah wajib membuat KLHS untuk 

memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi 

dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau 

kebijakan, rencana, dan/atau program. 

(2) Pemerintah dan pemerintah daerah wajib melaksanakan KLHS 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke dalam penyusunan atau evaluasi: 

a. rencana tata ruang wilayah (RTRW) beserta rencana rincinya, rencana 

pembangunan jangka panjang (RPJP), dan rencana pembangunan 

jangka menengah (RPJM) nasional, provinsi, dan kabupaten/kota; dan 

b. kebijakan, rencana, dan/atau program yang berpotensi menimbulkan 

dampak dan/atau risiko lingkungan hidup. 

Berdasarkan amanat Undang-Undang ini, Pemerintah Daerah 

berkewajiban menetapkan kebijakan Daerah tentang pengelolaan lingkungan 

hidup. 

d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 

Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 

2020 tentang Cipta Kerja merupakan peraturan perundang-undangan yang 

wajib dijadikan dasar hukum pembentukan peraturan daerah menyebutkan 

bahwa : 

1) Urusan Pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan 

pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum.  

a) Urusan pemerintahan absolut adalah Urusan Pemerintahan yang 

sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.  

b) Urusan pemerintahan konkuren adalah Urusan Pemerintahan yang 

dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah 
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kabupaten/kota. Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke 

Daerah menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah. 

c) Urusan pemerintahan umum adalah Urusan Pemerintahan yang 

menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan. 

2) Urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan Daerah terdiri 

atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. 

Urusan Pemerintahan Wajib terdiri atas Urusan Pemerintahan yang 

berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak 

berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Urusan Pemerintahan Wajib yang 

berkaitan dengan Pelayanan Dasar adalah Urusan Pemerintahan Wajib 

yang sebagian substansinya merupakan Pelayanan Dasar. 

Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar  

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi: 

a) pendidikan; 

b) kesehatan; 

c) pekerjaan umum dan penataan ruang; 

d) perumahan rakyat dan kawasan permukiman; 

e) ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan 

f) masyarakat; dan 

g) sosial. 

Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar  

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi: 

a) tenaga kerja; 

b) pemberdayaan perempuan dan pelindungan anak; 

c) pangan; 

d) pertanahan; 

e) lingkungan hidup; 

f) administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; 

g) pemberdayaan masyarakat dan Desa; 

h) pengendalian penduduk dan keluarga berencana; 

i) perhubungan; 

j) komunikasi dan informatika; 

k) koperasi, usaha kecil, dan menengah; 

l) penanaman modal; 
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m) kepemudaan dan olah raga; 

n) statistik; 

o) persandian; 

p) kebudayaan; 

q) perpustakaan; dan 

r) kearsipan. 

Pemetaan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan 

Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Pilihan digunakan oleh Daerah 

dalam penetapan kelembagaan, perencanaan, dan penganggaran dalam 

penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 

Adapun Pemetaan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan 

Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Pilihan digunakan oleh 

kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian sebagai dasar untuk 

pembinaan kepada Daerah dalam pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib 

yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan 

Pilihan secara nasional dan Pemetaan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak 

berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Pilihan serta 

pembinaan kepada Daerah dikoordinasikan oleh Menteri. 

Di dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana 

tercantum dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 

Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah juga disebutkan tentang 

pembagian urusan pemerintahan konkuren antara pemerintah pusat dan 

daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota dimana telah mencakup 

pembagian urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang 

yang meliputi sub urusan Persampahan dan Air Limbah. 

e. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air; 

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air 

menjadi legitimasi atas dasar penguasaan negara terhadap Sumber Daya Air, 

dimana Pemerintah Pusat dan/ atau Pemerintah Daerah diberi tugas dan 

wewenang untuk mengatur dan mengelola Sumber Daya Air, termasuk tugas 

untuk memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari-hari atas Air bagi 

masyarakat. Pasal 6 Undang-Undang ini menjadi salah satu dasar hukum 

dalam pembentukan peraturan daerah dimana Pemerintah Daerah harus 
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memenuhi hak masyarakat atas air yang sehat dan bersih dengan jumlah yang 

cukup, kualitas yang baik, aman, terjaga keberlangsungannya dan terjangkau. 

Pasal 6 berbunyi : 

Negara menjamin hak rakyat atas Air guna memenuhi kebutuhan pokok 

minimal sehari-hari bagi kehidupan yang sehat dan bersih dengan jumlah yang 

cukup, kualitas yang baik, aman, terjaga keberlangsungannya, dan terjangkau. 

e. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan 

Air Minum; 

Penyelenggaraan SPAM (Sistem Penyediaan Air Minum) harus 

dilaksanakan secara terpadu dengan penyelenggaraan sanitasi untuk 

mencegah pencemaran Air Baku dan menjamin keberlanjutan fungsi 

penyediaan Air Minum. Penyelenggaraan sanitasi tersebut meliputi: a) 

penyelenggaraan SPAL; dan b) pengelolaan sampah. Keterpaduan 

Penyelenggaraan SPAM dan penyelenggaraan sanitasi tersebut dilakukan 

paling sedikit pada penyusunan rencana induk. 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah 122 Tahun 2015 tentang Sistem 

Penyediaan Air Minum dalam Pasal 33 ayat (1) menyatakan bahwa 

Penyelenggaraan SPAM harus dilaksanakan secara terpadu dengan 

penyelenggaraan sanitasi untuk mencegah pencemaran Air Baku dan 

menjamin keberlanjutan fungsi penyediaan Air Minum.  

g. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan 

Minimum; 

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar 

Pelayanan Minimum (SPM), mengamanatkan bahwa air limbah domestik 

merupakan salah satu substansi pelayanan dasar pada urusan pemerintahan 

wajib bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang ditetapkan sebagai 

SPM, hal ini menandakan bahwa setiap warga negara memiliki hak untuk 

mendapatkan pelayanan air limbah domestik dari pemerintah kabupaten/kota 

sesuai dengan standar pelayanan minimum yang ditetapkan. 

h. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang 

Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, 

menjadikan pemerintah daerah memiliki peran penting dalam melakukan 
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pengelolaan dan pengendalian mutu air untuk mencegah usaha dan/atau 

kegiatan manusia yang berpotensi menimbulkan dampak negatif, antara lain 

berupa pencemaran yang dapat mengancam ketersediaan air, daya guna, 

daya dukung, daya tampung, dan produktivitasnya. Oleh karena itu, Peraturan 

Pemerintah ini dijadikan salah satu dasar hukum pembentukan peraturan 

daerah. Dalam Pasal 120 ayat (1) dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 

Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan 

Lingkungan Hidup, bahwa Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutur Air 

kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 yang berbunyi 

“rencana perlindungan dan pengelolaan mutu air kabupaten/kota” disusun dan 

ditetapkan oleh bupati/walikota. Peraturan Pemerintah ini memberikan 

kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk menetapkan kebijakan daerah 

untuk melakukan tindakan-tindakan dalam rangka pengendalian pencemaran 

air pada sumber air.  

Air merupakan sumber daya alam yang memenuhi hajat hidup orang 

banyak sehingga perlu dilindungi agar dapat tetap bermanfaat bagi hidup dan 

kehidupan manusia serta makhluk hidup lainnya. Untuk menjaga atau 

mencapai kualitas air sehingga dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan 

sesuai dengan tingkat mutu air yang diinginkan, maka perlu upaya pelestarian 

dan atau pengendalian. Pelestarian kualitas air merupakan upaya untuk 

memelihara fungsi air agar kualitasnya tetap pada kondisi alamiahnya. 

Pelestarian kualitas air dilakukan pada sumber air yang terdapat di hutan 

lindung. Sedangkan pengelolaan kualitas air pada sumber air di luar hutan 

lindung dilakukan dengan upaya pengendalian pencemaran air, yaitu upaya 

memelihara fungsi air sehingga kualitas air memenuhi baku mutu air. 

Air sebagai komponen sumber daya alam yang sangat penting maka 

harus dipergunakan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Hal ini 

berarti bahwa penggunaan air untuk berbagai manfaat dan kepentingan harus 

dilakukan secara bijaksana dengan memperhitungkan kepentingan generasi 

masa kini dan masa depan. Untuk itu air perlu dikelola agar tersedia dalam 

jumlah yang aman, baik kuantitas maupun kualitasnya, dan bermanfaat bagi 

kehidupan dan perikehidupan manusia serta makhluk hidup lainnya agar tetap 

berfungsi secara ekologis, guna menunjang pembangunan yang 

berkelanjutan. Di satu pihak, usaha dan atau kegiatan manusia memerlukan 
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air yang berdaya guna, tetapi di lain pihak berpotensi menimbulkan dampak 

negatif, antara lain berupa pencemaran yang dapat mengancam ketersediaan 

air, daya guna, daya dukung, daya tampung, dan produktivitasnya. Agar air 

dapat bermanfaat secara lestari dan pembangunan dapat berkelanjutan, maka 

dalam pelaksanaan pembangunan perlu dilakukan pengelolaan kualitas air 

dan pengendalian pencemaran air. Pengelolaan kualitas air dilakukan untuk 

menjamin kualitas air yang diinginkan sesuai peruntukannya agar tetap dalam 

kondisi alamiahnya. Adapun pengendalian pencemaran air dilakukan untuk 

menjamin kualitas air agar sesuai dengan baku mutu air melalui upaya 

pencegahan dan penanggulangan pencemaran air serta pemulihan kualitas 

air. 

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 

Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 

telah memuat mengenai perlindungan dan pengelolaan mutu air. Peraturan 

pemerintah ini menjamin tersedianya kondisi lingkungan yang baik dan sehat, 

pemerintah juga berkewajiban untuk dapat menjamin kesejahteraan dan 

penghidupan yang layak dari sisi ekonomi bagi setiap warga negaranya, serta 

menjamin keselarasan antara kepentingan ekonomi untuk kesejahteraan 

warga negara dan kelestarian lingkungan yang merupakan hak warga negara. 

Dalam kaitannya dengan penyelenggaraan dan pengelolaan mutu air 

yang dilakukan terhadap air yang berada di dalam badan air telah diatur dalam 

Peraturan Pemerintah tersebut dimana yang dimaksud dengan badan air 

meliputi (1) sungai, anak sungai, dan sejenisnya; (2) danau dan sejenisnya; (3) 

rawa dan lahan basah lainnya; dan/atau (4) akuifer. Mengenai inventarisasi 

badan air yang telah disebutkan dalam Pasal 109 yaitu inventarisasi badan air 

dalam perencanaan perlindungan dan pengelolaan mutu air dilaksanakan oleh 

Menteri dan dilakukan dengan tahapan mengidentifikasi badan air dan 

melakukan karakterisasi badan air. 

Oleh karena itu penyusunan dan penetapan baku mutu air maka 

Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya 

menyusun dan menetapkan baku mutu air. Baku mutu air untuk air tanah 

dilakukan melalui pemantauan rona awal mutu air tanah dan/atau pemantauan 

mutu air tanah referensi, sedangkan baku mutu untuk air permukaan mengacu 

pada baku mutu air nasional sebagaimana tercantum dalam lampiran VI dari 
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peraturan pemerintah ini. Dalam hal bupati/walikota tidak dapat melaksanakan 

penyusunan dan penetapan baku mutu air, maka gubernur Menyusun dan 

menetapkan baku mutu air yang menjadi kewenangan bupati/walikota di 

wilayahnya. Namun dalam hal gubernur tidak dapat melaksanakan 

penyusunan dan penetapan baku mutu air, maka menteri menyusun dan 

menetapkan baku mutu air yang menjadi kewenangan gubernur. 

i. Peraturan Presiden Nomor 185 Tahun 2014 tentang Percepatan 

Penyediaan Air Minum dan Sanitasi; 

Ada beberapa pertimbangan dibentuknya Peraturan Presiden Nomor 

186 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi yaitu 

bahwa air minum dan sanitasi merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang 

harus dipenuhi untuk meningkatkan derajat kesejahteraan masyarakat dan 

penyediaan air minum dan sanitasi masih mengalami berbagai kendala 

sehingga diperlukan percepatan penyediaannya untuk mencapai universal 

access pada akhir tahun 2019;  

Dalam ketentuan Pasal 3 : 

ayat   (1)   berbunyi “Pemerintah mengembangkan dan menerapkan teknologi 

di bidang air minum dan sanitasi yang efektif dan efisien untuk 

mempercepat penyediaan air minum dan sanitasi”  

ayat (3) Pengembangan dan penerapan teknologi di bidang sanitasi 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk 

meningkatkan: 

a. pengelolaan sanitasi yang ramah lingkungan; 

b. akses yang lebih luas bagi masyarakat; 

c. kontinuitas layanan; dan 

d. perlindungan dan pelestarian sumber air. 

Penerapan Standar Kualitas Air Minum dan Sanitasi yaitu untuk 

menjamin ketersediaan air minum yang sehat pemerintah menetapkan standar 

kualitas air minum. Oleh karena itu Pemerintah melakukan bimbingan teknis, 

pelatihan, dan pendampingan kepada pemerintah daerah dalam rangka 

pemenuhan standar kualitas air minum. Dalam ketentuan Pasal 5 Peraturan 

Presiden Nomor 186 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Air Minum 

dan Sanitasi berbunyi Pemerintah daerah melakukan pengawasan terhadap 

kualitas air minum di daerahnya masing-masing. 
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j. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024; 

Perpres RPJMN merupakan produk hukum yang mengesahkan 

RPJMN 2020-2024 sehingga memiliki kekuatan mengikat. RPJMN 2020-2024 

merupakan tahapan penting dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang 

Nasional (RPJPN) 2005-2025 karena akan mempengaruhi pencapaian target 

pembangunan dalam RPJPN. Pada saat itu, pendapatan per kapita Indonesia 

diperkirakan sudah masuk ke dalam kelompok negaranegara berpenghasilan 

menengah atas (upper-middle income countries) yang memiliki infrastruktur, 

kualitas sumber daya manusia, layanan publik, serta kesejahteraan rakyat 

yang lebih baik. 

RPJMN 2020-2024 telah mengarusutamakan Sustainable 

Development Goals (SDGs) beserta indikator-indikatornya. Khususnya dalam 

hal ini adalah target di bidang akses sanitasi. Menurut analisis dalam RPJMN, 

akses terhadap air minum dan sanitasi dasar mempunyai peran penting dalam 

meningkatkan status kesehatan masyarakat terutama dalam upaya 

menurunkan kematian bayi dan pencegahan dan pemberantasan penyakit 

menular. Pencapaian akses air minum dan sanitasi nasional masih belum 

mencapai target yang ditetapkan. Disparitas akses terhadap air minum dan 

sanitasi pada penduduk kota dan desa dan antar kelompok pendapatan masih 

tinggi. 

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan air minum dan 

sanitasi adalah minimnya keberlanjutan sarana dan prasarana terbangun serta 

masih adanya penduduk yang belum terlayani akses air minum dan sanitasi. 

Kedua permasalahan tersebut juga diiringi dengan persoalan belum 

diprioritaskannya air minum dan sanitasi dalam perencanaan pembangunan 

daerah. 

Penyebab utama minimnya keberlanjutan sarana dan prasarana air 

minum dan sanitasi adalah belum optimalnya pemberdayaan masyarakat serta 

belum diterapkannya manajemen aset. Belum optimalnya pelibatan 

masyarakat di setiap tahapan pembangunan menyebabkan kurangnya rasa 

kepemilikan terhadap sarana terbangun. Perencanaan dan pelaksanaan 

penyediaan air minum dan sanitasi saat ini belum mencakup strategi 

manajemen aset yang tepat khususnya terkait pemeliharaan dan rehabilitasi 
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sehingga mempersingkat usia ekonomis dari infrastruktur terbangun. 

Akibatnya terjadi kegagalan prematur atas investasi yang telah dikeluarkan. 

Di lain pihak, akses air minum dan sanitasi yang ada saat ini juga belum 

dapat menjangkau seluruh penduduk. Hal ini dikarenakan belum mantapnya 

sinergi perencanaan dan penyelenggaraan pembangunan air minum dan 

sanitasi sehingga penyediaan sanitasi belum terintegrasi. Dengan demikian, 

pelayanan air minum yang ada saat ini belum dapat memenuhi aspek 4K 

(kuantitas, kualitas, kontinuitas dan keterjangkauan). Oleh karena itu RPJMN 

2020-2024 menargetkan tercapainya 90% hunian dengan akses sanitasi layak. 

Tercapainya 90% tersebut terdiri dari termasuk di antaranya adalah akses 

aman sebesar 15%. Target tersebut merupakan upaya memenuhi hak warga 

negara yang dijamin konstitusi, yaitu hak atas lingkungan yang sehat. Untuk 

mencapai target tersebut, RPJMN 2020-2024 telah memberikan arahan dalam 

aspek kerangka regulasi. RPJMN menekankan tentang perlu didorongnya 

penyusunan peraturan daerah yang menjamin penyediaan dan pengelolaan 

air minum dan sanitasi melalui peningkatan prioritas air minum dan sanitasi 

dalam agenda pembangunan daerah, peningkatan sinergi lintas sektor, 

peningkatan pengelolaan pendanaan sarana air minum dan sanitasi, serta 

peningkatan pengelolaan pendanaan sarana air minum dan sanitasi yang 

layak dan aman. 

k. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sanitasi Total 

Berbasis Masyarakat; 

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sanitasi 

Total Berbasis Masyarakat memuat tanggung jawab dan peran pemerintah 

dan pemerintah daerah dalam mendukung penyelenggaraan STBM, perihal 

pemantauan dan evaluasi, pendanaan, serta pembinaan dan pengawasan. 

Peraturan Menteri Kesehatan ini menjadi salah satu dasar hukum 

pembentukan peraturan daerah sebagai dasar hukum yang bersifat teknis. 

Pasal 3 berisi pilar STBM antara lain sot BAB sembarangan dan pengamanan 

limbah cair rumah tangga. Pasal 9 mengatur kewajiban pemerintah daerah 

untuk bertanggung jawab dalam mendukung penyelenggaraan STBM. Pasal 

13 menentukan bahwa pemerintah daerah dalam mendukung 

penyelenggaraan STBM harus mengacu pada Strategi penyelenggaraan 

STBM. 
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Pasal 3 

(1) Masyarakat menyelenggarakan STBM secara mandiri dengan 

berpedoman pada Pilar STBM. 

(2) Pilar STBM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas perilaku: 

a. Stop Buang Air Besar Sembarangan; 

b. Cuci Tangan Pakai Sabun; 

c. Pengelolaan Air Minum dan Makanan Rumah Tangga; 

d. Pengamanan Sampah Rumah Tangga; dan 

e. Pengamanan Limbah Cair Rumah Tangga. 

(3) Pilar STBM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditujukan untuk 

memutus mata rantai penularan penyakit dan keracunan. 

Pasal 9 

Dalam mendukung penyelenggaraan STBM, Pemerintah, pemerintah daerah 

provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota bertanggung jawab dalam: 

a. penyusunan peraturan dan kebijakan teknis; 

b. fasilitasi pengembangan teknologi tepat guna; 

c. fasilitasi pengembangan penyelenggaraan STBM; 

d. pelatihan teknis bagi tenaga pelatih; dan/atau 

e. penyediaan panduan media komunikasi, informasi, dan edukasi. 

Pasal 13 

(1) Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah 

kabupaten/kota dalam mendukung penyelenggaraan STBM sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 9 sampai dengan Pasal 12 mengacu pada strategi 

dan tahapan penyelenggaraan STBM. 

(2) Strategi penyelenggaraan STBM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

meliputi: 

a. penciptaan lingkungan yang kondusif; 

b. peningkatan kebutuhan sanitasi; dan peningkatan penyediaan akses 

sanitasi.  

l. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 

P.68/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016 tentang Baku Mutu Air Limbah 

Domestik; 

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 

P.68/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik 
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memberikan acuan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah provinsi, 

dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dalam menerbitkan izin lingkungan, 

SPPL dan/atau izin pembuangan Air Limbah. Peraturan Menteri Lingkungan 

Hidup dan Kehutanan ini menjadi salah satu dasar hukum pembentukan 

peraturan daerah sebagai dasar hukum yang bersifat teknis. Pasal 3 

mewajibkan pengolahan air limbah domestik terhadap setiap usaha/ kegiatan. 

Pasal 8 memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk 

menyediakan dan mengelola sarana dan prasarana pengolahan Air Limbah 

Domestik yang berasal dari skala rumah tangga. 

Pasal 3 

(1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang menghasilkan Air Limbah Domestik 

wajib melakukan pengolahan Air Limbah Domestik yang dihasilkannya. 

(2) Pengolahan Air Limbah Domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilakukan secara: 

a. tersendiri, tanpa menggabungkan dengan pengolahan Air Limbah dari 

kegiatan lainnya; atau 

b. terintegrasi, melalui penggabungan Air Limbah dari kegiatan lainnya ke 

dalam satu sistem pengolahan Air Limbah. 

Pasal 8 

(1) Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah menyediakan dan 

mengelola sarana dan prasarana pengolahan Air Limbah Domestik yang 

berasal dari skala rumah tangga. 

(2) Penyediaan dan pengelolaan sarana dan prasarana pengolahan Air 

Limbah Domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan 

melalui kerjasama dengan badan usaha. 

m. Peraturan Menteri Pekerjaaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 

04/PRT/M/2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah 

Domestik; 

Peraturan Menteri Pekerjaaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 

04/PRT/M/2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah 

Domestik memberikan pedoman bagi penyelenggara SPALD untuk 

memberikan pelayanan pengelolaan air limbah domestik kepada seluruh 

masyarakat. Pemerinta Daerah adalah salah satu penyelenggara SPALD. 

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ini menjadi dasar 
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hukum karena sifatnya yuridis material/ tekhnikal dalam pembentukan 

peraturan daerah. Pasal 5 mengatur siapa saja yang dapat menjadi 

penyelenggara SPALD. Pasal 8 mengatur jenis SPALD dan bagaimana 

pemilihannya. Pasal 61 mengatur tanggung jawab walikota dalam 

penyelenggaraan SPALD dan diberikan kewenangan untuk membentuk 

UPTD. 

Pasal 5 

SPALD dapat diselenggarakan oleh: 

a. Pemerintah Pusat; 

b. Pemerintah Daerah; 

c. BUMN SPALD; 

d. BUMD SPALD; 

e. Badan Usaha SPALD; 

f. Kelompok Masyarakat; dan/atau 

g. Orang perorangan. 

Pasal 8 

(1) SPALD terdiri dari: 

a. SPALD-S; dan 

b. SPALD-T. 

(2) Pemilihan jenis SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 

mempertimbangkan: 

a. kepadatan penduduk; 

b. kedalaman muka air tanah; 

c. kemiringan tanah; 

d. permeabilitas tanah; dan 

e. kemampuan pembiayaan. 

Pasal 61 

(1) Penyelenggaraan SPALD yang dilakukan oleh Pemerintah 

Kabupaten/Kota menjadi tanggung jawab Bupati/Walikota yang secara 

operasional dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang tugas dan 

fungsinya terkait dengan sub urusan air limbah bidang pekerjaan umum 

dan penataan ruang; 

(2) Bupati/Walikota dapat membentuk UPTD SPALD Kabupaten/Kota untuk 

menangani pengelolaan air limbah domestik; 
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(3) Pembentukan Perangkat Daerah dan UPTD SPALD Kabupaten/Kota 

dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 

n. Peraturan Menteri PUPR Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis 

SPM PUPR; 

Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR Nomor 29/PRT/M/2018 tentang 

Standar teknis SPM PUPR bahwa Mutu Pelayanan Dasar pengolahan Air 

Limbah Domestik meliputi: 

Kuantitas : Setiap rumah memiliki minimal satu akses pengolahan air 

limbah domestik 

Kualitas : Kualitas pelayanan air limbah domestik berdasarkan bentuk 

pelayanan pengolahan air limbah domestik. 

1) Kualitas pelayanan minimal air limbah domestik melalui 

pelayanan akses dasar bagi masyarakat yang bermukim di 

wilayah perkotaan dengan kepadatan penduduk pada 

wilayah terbangun lebih kecil dari 25 jiwa/Ha; dan 

2) Kualitas pelayan minimal air limbah domestik melalui 

pelayanan akses aman bagi masyarakat yang bermukim di 

wilayah perkotaan dengan kepadatan pendudukan pada 

wilayah terbangun lebih besar dari 25 jiwa/Ha . 

Jenis Pelayanan Dasar pada SPM Pekerjaan Umum Pemerintah 

Daerah kota terdiri atas:  

1) pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari; dan 

2) penyediaan pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik. 

Maka sejalan dengan Naskah Akademik ini yang akan dirujuk adalah 

terkait dengan SPM Pengolahan Air Limbah Domestik, dimana Mutu 

Pelayanan Dasar pengolahan Air Limbah Domestik meliputi kuantitas dan 

kualitas pelayanan sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria. 

Penerima Pelayanan Dasar terdiri atas Rumah Tangga yang termasuk 

dalam wilayah pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik kabupaten/kota, 

terutama diprioritaskan pada masyarakat miskin atau tidak mampu dan 

berdomisili pada Area Berisiko Pencemaran Air Limbah Domestik dan dekat 

badan air. 

Standar Pelayanan Minimal untuk Sub Urusan Air Limbah Domestik 

dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah untuk menjamin ketersediaan akses 
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pengolahan air limbah domestik bagi warga negara. Pelayanan pengolahan air 

limbah domestik dapat dilaksanakan oleh pemerintah provinsi dan pemerintah 

kabupaten/kota, sesuai dengan kewenangannya. Pelaksanaan SPM Provinsi 

dilaksanakan bila terdapat Pemerintah Kabupaten/Kota yang memiliki 

keterbatasan dalam melaksanakan pelayanan pengolahan air limbah domestik 

sehingga tidak dapat melaksanakan seluruh atau sebagian pelayanan 

pengolahan air limbah domestiknya di dalam wilayah kabupaten/kota dan 

membutuhkan kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota lainnya dalam 

pelaksanaan pelayanan pengolahan air limbah domestik. 

o. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana 

Tata Ruang Wilayah Kota Samarinda Tahun 2014 - 2034; 

Dibentuknya Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 2 Tahun 2014 

tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Samarinda Tahun 2014-2034 

dengan pertimbangan Pertama, bahwa dalam upaya mengarahkan 

pembangunan di Kota Samarinda dilaksanakan berdasarkan azas manfaat, 

keadilan, serasi, selaras, seimbang, terpadu, keselamatan dan keamanan, 

fleksibel, dan berkelanjutan; Kedua, bahwa wilayah Kota Samarinda 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Negara Kesatuan Republik 

Indonesia dengan semangat otonomi daerah perlu untuk mengelola dan 

menata ruang wilayahnya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan umum 

keadilan sosial sesuai dengan landasan konstitusional UUD 1945; Ketiga, 

bahwa untuk mewujudkan keterpaduan pembangunan antar elemen 

pembangunan di Kota Samarinda, diperlukan suatu rencana tata ruang 

wilayah sebagai arah dalam menetapkan investasi pembangunan baik yang 

dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, masyarakat dan dunia usaha.  

Tujuan Penataan Ruang adalah untuk mewujudkan Kota Samarinda 

menjadi kota tepian yang berbasis perdagangan, jasa dan industri yang maju, 

berwawasan lingkungan dan hijau, serta mempunyai keunggulan daya saing 

untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

p. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 2 tahun 2021 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Samarinda Tahun 2021-

2026; 

Pembangunan daerah pada hakekatnya merupakan upaya sistematis 

dan terencana oleh masing-masing stakeholder daerah untuk mengubah 
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keadaan menjadi lebih baik dengan memanfaatkan berbagai potensi sumber 

daya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif dan akuntabel, dengan 

tujuan akhir untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat 

secara berkelanjutan. Untuk tujuan tersebut, maka diperlukan perencanaan 

pembangunan untuk menjamin agar kegiatan pembangunan berjalan efektif, 

efisien dan berkelanjutan. 

RPJMD Kota Samarinda juga merupakan satu kesatuan perencanaan 

pembangunan nasional. Untuk itu RPJMD Kota Samarinda juga berpedoman 

pada RPJMN Tahun 2020-2024 dan memperhatikan arah kebijakan 

Pembangunan Jangka Panjang Nasional serta Perubahan RPJMD Provinsi 

Kalimantan Timur Tahun 2019-2023. Perumusan kebijakan dan program 

pembangunan daerah Kota Samarinda dalam lima tahun kedepan adalah juga 

untuk mendukung pada pencapaian target pembangunan nasional dan 

provinsi. 

RPJMD Tahun 2021-2026 merupakan penjabaran dari Visi, Misi, dan 

Program Wali Kota dengan memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah 

Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Negara. RPJMD 

memuat tujuan, sasaran,strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan 

keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat 

Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk 

jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD, 

RTRW dan RPJMN. 

q. Peraturan Walikota Nomor 34 Tahun 2018 tentang Pembentukan, 

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah 

Pengelolaan Air Limbah Domestik Pada Dinas Pekerjaan Umum dan 

Penataan Ruang Kota Samarinda. 

Dibentuknya Peraturan Walikota Nomor 34 Tahun 2018 tentang 

Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis 

Daerah Pengelolaan Air Limbah Domestik Pada Dinas Pekerjaan Umum dan 

Penataan Ruang Kota Samarinda sebagai dasar pembentukan UPTD 

Pengeloaan Air Limbah Domestik dengan tugas untuk membantu Kepala 

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam melaksanakan sebagian 

kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang di bidang 

layanan Air Limbah Domestik. 
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3.2. Analisis Kebutuhan Pengembangan Peraturan Daerah; 

Peraturan Perundang-undangan yang telah dievaluasi tersebut di atas, 

memiliki keterkaitan dengan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan 

Air Limbah Domestik. Oleh karena ada yang bermakna sebagai landasan yuridis 

formal dan yuridis material/tekhnikal sehingga dapat dijadikan sebagai dasar 

hukum yang dicantumkan pada Rancangan Peraturan Daerah. 

Peraturan Perundang-undangan yang berfungsi sebagai landasan yuridis 

formal karena memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk 

membentuk Peraturan Daerah. Sedangkan Peraturan Perundang-undangan yang 

berfungsi sebagai landasan yuridis material karena materi muatannya 

menghendaki pengaturan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Limbah 

Domestik. 

a. Pasal 28 H ayat (1) yang berbunyi :”setiap orang berhak hidup sejahtera 

lahir dan bathin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup 

yang baik dan sehat serta memperoleh pelayanan kesehatan”. 

Merupakan penegasan dan sebuah keharusan bagi setiap warga 

negara Indonesia untuk mendapatkan hak-hak yang sudah di tuangkan 

di dalam Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar pembentukan 

peraturan daerah tentang pengelolaan air limbah domestik, yang 

merupakan tugas dan tanggungjawab pemerintah dalam hal ini 

pemerintah daerah sebagai tugas pembantuan dalam melaksanakan 

otonomi daerah. 

b. Pembagian urusan pemerintah yang menjadi dasar pelaksanaan 

otonomi daerah yaitu urusan konkuren, urusan pemerintah wajib 

berkaitan dengan pelayanan dasar, /telah menegaskan pembagian 

urusan antara pusat dan daerah, dan sub-urusan air limbah domestik di 

tingkat kabupaten merupakan wewenang dari Pemerintah Kabupaten. 

Urusan pemerintah wajib berupa yang berkaitan dengan pelayanan 

dasar merupakan tugas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 

mengenai Pengelolaan air limbah diatur didalam sub urusan air limbah 

didalam lampiran Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014. 

c. Mengenai pembagian sub urusan air limbah ditegaskan lagi dalam 

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018 memasukkan pelayanan 

pengolahan air limbah domestik sebagai jenis pelayanan dasar pada 
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Standar Pelayanan Minimal di tingkat kabupaten/kota. perlunya 

penguatan dari pemerintah daerah Kota Samarinda dengan peraturan 

pengelolaan air limbah domestic guna mencapai pemenuhan Standar 

Pelayanan Minimal tersebut sebagai regulasi yang mengatur secara 

komprehensif.  

d. Permen PUPR Nomor 04/PRT/M/2017 menegaskan peran pemerintah 

kabupaten/kota dalam menyelenggarakan pengelolaan air limbah 

domestik. Oleh karena itu pemerintah kabupaten/kota perlu mengatur 

beberapa materi muatan minimal berikut ini dalam peraturan daerah:  

1) Penyelenggara Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD); 

2) perencanaan; 

3) konstruksi; 

4) pengoperasian, pemeliharaan, dan rehabilitasi; 

5) pemanfaatan; 

6) kelembagaan; 

7) pembiayaan dan pendanaan; 

8) retribusi; 

9) kompetensi; 

10) pembinaan dan pengawasan 

Maka atas dasar pertimbangan dasar hukum sebagaimana diuraikan 

diatas, Pembentukan Peraturan Daerah Kota Samarinda tentang Pengelolaan Air 

Limbah Domestik perlu untuk dirancang yang akan mengatur secara komperhensif 

tentang pengelolaan air limbah domestik mulai dari Tugas dan Wewenang 

Pemerintah Daerah. Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik, Hak dan 

Kewajiban, Peran serta masyarakat, Kerjasama dan Kemitraan, Kelembagaan, 

Pembiayaan, Perizinan, Pembinaan dan Pengawasan, Larangan dan subtansi 

pokok lainnya yang relevan sesuai dengan kebutuhan dan menjawab 

permasalahan yang ada di Kota Samarinda, dengan tetap menjaga sinergitas dan 

harmonisasi serta tidak bertentangan dengan regulasi diatasnya baik Undang-

Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri dan regulasi terkait lainnya. 
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BAB IV 

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS 

 
4.1. Landasan Filosifis 

Sebagaimana cita-cita negara Indonesia yang tertuang dalam pembukaan 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD Tahun 

1945), dikatakan bahwa dalam membentuk Pemerintah Negara Indonesia 

diwujudkan dengan melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah 

darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan 

kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan 

kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Kemudian pada Alinea IV 

Pembukaan UUD 1945, yang berbunyi : 

“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara 

Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah 

Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan 

bangsa,..” 

Konsekuensi logis sebagai negara kesatuan adalah dibentuknya 

Pemerintah Negara Indonesia sebagai pemerintah nasional untuk pertama kalinya 

dan kemudian pemerintah nasional tersebutlah yang kemudian membentuk 

Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian 

Pemerintahan Daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan 

pemerintahan menurut Asas Otonomi dan Tugas Pembantuan dan diberikan 

otonomi yang seluas- luasnya. Sebagian cita-cita negara Indonesia itulah yang 

didistribusikan ke daerah-daerah seluruh wilayah Indonesia, dengan sistem 

otonomi daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui 

instrumen-instrumen yang dibentuk sesuai peraturan perundang-undangan. 

Artinya, cita- cita daerah adalah cita-cita Bangsa Indonesia. 

Salah satu urusan yang dibagi kepada Daerah adalah lingkungan hidup, 

dimana lingkungan hidup merupakan urusan pemerintahan wajib yang tidak 

berkaitan dengan pelayanan dasar. Lingkungan hidup yang baik dan sehat 

merupakan hak dari setiap warga negara yang dijamin oleh Negara (Pasal 28 H 

ayat 1 UUD Tahun 1945) sehingga untuk menjamin kelestarian fungsi lingkungan 

hidup serta mencegah dan menanggulangi pencemaran dan perusakan 
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lingkungan hidup, Pemerintah Daerah diberikan kewenangan untuk melaksanan 

urusan di bidang lingkungan hidup. 

Artinya secara filosofis pengelolaan air limbah domestik adalah untuk 

mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia dalam melindungi rakyat yang berhak 

untuk hidup sejahtera dan mendapat lingkungan hidup yang baik dan sehat untuk 

memperoleh derajat Kesehatan secara optimal. 

4.2. Landasan Sosiologis 

Daerah sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai 

otonomi berwenang mengatur dan mengurus daerahnya sesuai aspirasi dan 

kepentingan masyarakatnya sepanjang tidak bertentangan dengan tatanan hukum 

nasional dan kepentingan umum. Dalam rangka memberikan ruang yang lebih 

luas kepada Daerah untuk mengatur dan mengurus kehidupan warganya maka 

Pemerintah Pusat dalam membentuk kebijakan harus memperhatikan kearifan 

lokal dan sebaliknya Daerah ketika membentuk kebijakan Daerah baik dalam 

bentuk Peraturan daerah maupun kebijakan lainnya hendaknya juga 

memperhatikan kepentingan nasional. Dengan demikian akan tercipta 

keseimbangan antara kepentingan nasional yang sinergis dan tetap 

memperhatikan kondisi, kekhasan, dan kearifan lokal dalam penyelenggaraan 

pemerintahan secara keseluruhan. 

Dalam hal urusan lingkungan hidup, di Kota Samarinda seiring dengan 

pertambahan jumlah penduduk dan pembangunan yang menghasilkan industri 

yang melimpah, secara langsung maupun tidak langsung telah memunculkan 

masalah lingkungan hidup dengan bertambahnya volume air limbah domestik, air 

limbah domestik yang dibuang ke media lingkungan hidup Kota Samarinda 

semakin meningkat dan berpotensi menimbulkan pencemaran dan/atau 

kerusakan lingkungan yang dapat menurunkankan derajat kesehatan dan 

produktivitas manusia, sehingga diperlukan penyelenggaraan Sistem Pengelolaan 

Air Limbah Domestik (SPALD) sehingga dapat mengakomodir pelayanan sanitasi 

untuk menangani air limbah domestik. 

Peraturan Daerah yang akan dibentuk ini untuk memenuhi kebutuhan 

masyarakat dalam berbagai aspek. Masyarakat masih melakukan pengelolaan air 

limbah domestik secara konvensional dan tradisional, sehingga perlu diberikan 

pedoman dalam pengelolaan air limbah domestik yang benar untuk mencegah 

pencemaran lingkungan hidup serta menciptakan kebersihan dan keindahan di 
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lingkungan perumahan, kawasan permukiman dan kota serta septik tank 

masyarakat nantinya sudah berstandar nasional. Apalagi rencana pemindahan 

Ibukota ke Kalimantan Timur yang akan membuat Kota Samarinda berdampingan 

langsung dengan Ibukota Negara sehingga Kota Samarinda sudah mulai harus 

berbenah dalam berbagai aspek khusus terkait pengelolaan air limbah domestik. 

Selain itu, diharapkan Perangkat Daerah terkait dapat mengaktifkan partisipasi 

masyarakat, lembaga-lembaga yang ada terutama Kelompok Swadaya 

Masyarakat (KSM), perhotelan, perusahaan dan lain-lain, untuk mengelola air 

limbah domestik dan menjadikan air limbah domestik bermanfaat dari aspek 

lingkungan, sosial dan ekonomi, membantu mengatasi permasalahan kesehatan 

lingkungan yang diakibatkan oleh air limbah domestik dengan melibatkan 

masyarakat secara langsung, menciptakan lapangan kerja baru, membangun 

kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengelolaan air limbah domestik. 

Hal ini akan berpengaruh terhadap kualitas sumber air dan kesehatan 

masyarakat Kota Samarinda. Walaupun di beberapa daerah sudah terdapat 

masyarakat yang berperilaku hidup sehat dengan mempunyai jamban yang 

dilengkapi dengan tangki septik dan adanya MCK dan SPALD-T Skala 

Permukiman, namun diperkirakan juga masih ada masyarakat yang belum 

mengelola air limbahnya dengan baik karena belum beropesionalnya IPLT dan 

masih menggunakan tangki septik yang tidak standar dan sering timbulnya 

penyakit diare, typus dan cacingan di masyarakat. 

Masyarakat tanpa terkecuali, berhak mendapatkan hak yang sama dalam 

penggunaan, pemanfaatan, dan pengelolaan sumber-sumber air yang ada agar 

bisa digunakan sebagaimana seharusnya. masyarakat berhak menyampaikan 

usul, saran, aspirasi, informasi, serta peran serta dalam pelaksanaan peraturan ini 

demi berjalannya hukum yang bisa melindungi sumber-sumber air untuk 

kemashlahatan bersama. Masyarakat juga berkewajiban memelihara, 

melestarikan, dan melindungi serta bertasipasi aktif dalam upaya menjaga 

kelestarian sumber-sumber air yang dimaksud. 

Pengelolaan air limbah domestik tidak hanya diupayakan melalui aspek 

teknis saja dengan membangun fasilitas fisik semata, namun juga perlu 

diupayakan melalui pengembangan aspek nonfisik, termasuk aspek pengaturan. 

Peraturan daerah yang mengatur tentang air limbah domestik sangat diperlukan 
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sebagai payung hukum dalam mengembangkan pengelolaan air limbah domestik 

di Kota Samarinda. 

4.3. Landasan Yuridis 

Dasar utama pengaturan mengenai pengelolaan air limbah domestik 

adalah adanya urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah dan menjadi 

kewenangan daerah, yang terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan 

wajib dibagi atas urusan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan yang 

tidak berkaitan dengan pelayanan dasar dalam menyelenggarakan urusan 

pemerintahan dimaksud, pemerintahan daerah melaksanakan urusan 

pemerintahan agar kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi secara optimal, 

kesehatan serta pekerjaan umum dan penataan ruang merupakan urusan wajib 

yang berkaitan dengan pelayanan dasar sedangkan lingkungan hidup merupakan 

urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, merupakan dasar 

kewenangan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan 

konkuren.  

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, 

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang 

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah 

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, 

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Peraturan Menteri Lingkungan 

Hidup dan Kehutanan Nomor P.68/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016 tentang Baku 

Mutu Air Limbah Domestik dan Peraturan Menteri Pekerjaaan Umum dan 

Perumahan Rakyat Nomor 04/PRT/M/2017 tentang Penyelenggaraan Sistem 

Pengelolaan Air Limbah Domestik sebagai pedoman dalam pengelolaan air limbah 

domestik, yaitu Pemerintah Daerah dituntut untuk mewujudkan penyelenggaraan 

SPALD  yang  efektif,  efisien, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. Hal ini 

penting dilakukan agar sistem pengelolaan air limbah domestik yang ada 

terintegrasi dengan sistem pengelolaan air limbah domestik yang ada di tingkat 

provinsi dan/atau pemerintah pusat.  

Pengelolaan air limbah domestik merupakan urusan konkuren yang 

menjadi kewenangan dan kewajiban Pemerintah Daerah, karenanya perlu 
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pengaturan yang menjadi landasan pengelolaan air limbah domestik di Kota 

Samarinda. Pada akhirnya hal ini dimaksudkan agar sistem hukum yang dibentuk 

dari pusat sampai daerah, khususnya dalam pengelolaan air limbah domestik 

dapat terintegrasi secara menyeluruh dan terpadu dalam bingkai sistem hukum 

nasional. Oleh karena itu, dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan tugas 

pembantuan maka penyempurnaan berbagai produk hukum daerah yang telah 

ada menjadi peraturan daerah yang baru yang mengatur pengelolaan air limbah 

domestik merupakan suatu keharusan berdasarkan peraturan perundang-

undangan yang tersebut di atas. Selain itu pembentukan daerah tentang air limbah 

domestik di Kota Samarinda untuk mengisi kekosongan hukum atau mengatasi 

permasalahan hukum terkait pengelolaan air limbah domestik. 
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BAB V 

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG 

LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH 

 
5.1. Sasaran yang akan diwujudkan 

Pengelolaan air limbah domestik secara terpadu merupakan bagian dari 

upaya untuk mewujudkan lingkungan hidup yang baik dan sehat yang merupakan 

hak asasi manusia. Pengelolaan air limbah domestik selama ini belum dilakukan 

secara terpadu dan menimbulkan berbagai dampak lingkungan hidup yang kurang 

baik dan kurang sehat yang pada akhirnya mempengaruhi tingkat kesehatan 

masyarakat. Sasaran yang akan diwujudkan dengan adanya peraturan daerah 

tentang pengeloaan air limbah domestik ini, yaitu : 

a. Kota Samarinda belum memiliki kebijakan dan peraturan daerah yang 

mangatur tentang pengelolaan air limbah domestik. Sehingga belum dapat 

mencapai target pembangunan sanitasi tahun 2020 – 2024. Dengan 

adanya peraturan daerah tentang pengelolaan air limbah domestik 

Keberadaan Peraturan daerah tentang pengelolaan air limbah domestik 

akan menjadi dasar hukum dalam pengelolaan air limbah domestik di Kota 

Samarinda.  

b. Terbentuknya peraturan teknis yang menjadi turunan dari peraturan daerah 

tersebut. Peraturan teknis ini akan memberikan pedoman lebih detail terkait 

sistem pengelolaan air limbah domestik di Kota Samarinda. Program 

kebijakan ini akan dilaksanakan pasca penyusunan Peraturan daerah Air 

Limbah Domestik disahkan dan direncakanakan akan dilaksanakan secara 

bertahap dimulai pada tahun 2023. 

c. Tersedianya sumber daya manusia yang memiliki kemampuan dan 

kompetensi dalam pengelolaan air limbah domestik menjadi salah satu 

faktor pendukung dalam pencapaian target pembangunan sanitasi. 

d. Adanya pemanfaataan alokasi pendanaan dalam pembangunan dan 

pengelolaan air limbah domestik, karena meskipun alokasi anggaran dalam 

pengelolaan air limbah domestik telah disediakan tapi pemanfaatannya 

juga perlu mendapatkan perhatian. Hal ini merupakan solusi dari tantangan 
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dan isu strategis pembangunan sanitasi di Kota Samarinda dalam aspek 

pendanaan.  

e. Terlaksananya perencanaan, program pembangunan dan pengadaan 

infrastruktur penunjang capaian pembangunan sanitasi. Pembangunan 

infrastruktur yang terencana dan terukur menjad faktor terbesar dalam 

mewujudkan pencapaian target pembangunan pengelolaan air limbah 

domestik di Kota Samarinda.  

f. Septik Tank Masyarakat di Kota Samarinda berstandar Nasional. 

g. Penguatan keterlibatan masyarakat dalam pembangunan sanitasi. Peran 

masyarakat dalam mewujudkan capaian pembangunan sanitasi di Kota 

Samarinda masih dirasakan sangat kurang. Oleh sebab itu, perlu upaya 

peningkatan peran masyarakat tersebut. 

5.2. Jangkauan dan Arah Pengaturan 

Memperhatikan kewenangan dan subjek hukum pada peraturan 

perundang-undangan yang terkait dengan pengelolaan air limbah domestik, maka 

jangkauan dari peraturan daerah akan meliputi beberapa subjek hukum. Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah 

diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 

tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah, menyebutkan bahwa pengelolaan air limbah domestik 

Kabupaten/Kota menjadi urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota. Lebih 

tepatnya pada Lampiran C Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa pengelolaan dan pengembangan sistem 

air limbah domestik dalam daerah Kabupaten/Kota menjadi urusan Pemerintahan 

Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Sub Bidang Air Limbah. 

Subyek yang terkena pengaturan tentang pengelolaan air limbah domestik 

adalah pemerintah daerah Kota Samarinda (operator), masyarakat dan 

stakeholder. Sedangkan obyek dari pengaturan tentang pengelolaan air limbah 

domestik adalah penyelenggaraan SPALD yang efektif, efisien, berwawasan 

lingkungan dan berkelanjutan untuk mencegah pencemaran lingkungan hidup 

yang mencemari sungai dan air permukaan serta ekosistem sekitarnya dari 

pembuangan air limbah domestik. 
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Adapun arah pengaturannya adalah untuk memberikan pengaturan 

sebagai solusi terhadap masalah terkait pengelolaan air limbah domestik, tidak 

hanya untuk masyarakat namun juga bagi Pemerintah Daerah, swasta dan 

stakeholder dalam penyelenggaraan SPALD. Nantinya harus menjadi pedoman 

Pemerintah Daerah dalam menyusun Peraturan Kepala Daerah dan Keputusan 

Kepala Daerah berkaitan dengan pengelolaan air limbah domestik, sehingga dapat 

mencegah adanya disharmonisasi dengan peraturan perundang-undangan yang 

lebih tinggi. 

Sedangkan jangkauan pengaturannya dibatasi pada pengelolaan air 

limbah domestik, meliputi sistem pengelolaan air limbah domestik, perencanaan 

pengelolaan air limbah domestik, konstruksi, pengoperasian, pemeliharaan, dan 

rehabilitasi SPALD, dan pemanfaatan efluen air limbah. Adapun sasaran yang 

akan diwujudkan dalam Peraturan Daerah ini adalah : 

a. Mewujudkan penyelenggaraan SPALD yang efektif, efisien, berwawasan 

lingkungan dan berkelanjutan; 

b. meningkatkan pelayanan air limbah domestik yang berkualitas; 

c. meningkatkan Kesehatan masyarakat, perilaku hidup sehat dan kualitas 

lingkungan; 

d. melindungi kualitas air baku dari pencemaran air limbah domestik; 

e. mendorong upaya pemanfaatan hasil pengolahan air limbah domestik; 

f. memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan SPALD. 

5.3. Ruang Lingkup Materi Muatan Peraturan Daerah 

Naskah Akademik pada akhirnya berfungsi mengarahkan ruang lingkup 

materi muatan Rancangan Peraturan Daerah yang akan dibentuk. Rancangan 

Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik ini adalah rancangan 

dari peraturan daerah yang baru yang diusulkan dalam rangka menjaga kualitas 

dan melestarikan air sehingga pemanfaatannya dapat memenuhi hajat hidup 

masyarakat serta untuk melindungi lingkungan hidup sesuai peruntukannya. 

Disamping itu, untuk meminimalisir dan/ menghentikan kegiatan-kegiatan yang 

selama ini dianggap meresahkan masyarakat terkait pembuangan air limbah 

domestik yang menimbulkan dampak pencemaran air yang merugikan 

masyarakat. 

Adapun materi muatan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang 

Pengelolaan Air Limbah Domestik ini meliputi : 



 

102 Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Air Limbah Domestik Kota Samarinda 

a. Ketentuan Umum; 

b. Asas, Tujuan dan Ruang Lingkup; 

c. Penyelenggara, Jenis dan Komponen SPALD; 

d. Penyelenggaraan SPALD; 

e. Pengoperasian, Pemeliharaan dan Rehabilitasi; 

f. Pemanfaatan; 

g. Tugas dan Wewenang Pemerintah Daerah; 

h. Hak dan Kewajiban; 

i. Kelembagaan; 

j. Peran serta Masyarakat; 

k. Kerjasama; 

l. Pembiayaan 

m. Retribusi; 

n. Perizinan;  

o. Pembinaan dan Pengawasan; 

p. Larangan; 

q. Sanksi Administratif; 

r. Ketentuan Penyidikan; 

s. Ketentuan Pidana; 

t. Ketentuan Peralihan; 

u. Ketentuan Penutup. 

Penjabaran Jangkauan, arah pengaturan dalam bentuk materi muatan 

sebagaimana tabel berikut ini :  

5.3.1. Ketentuan Umum 

Setelah penyusunan konsideran dilanjutkan dengan penyusunan 

Ketentuan Umum Peraturan Daerah yang memuat definisi atau pengertian-

pengertian sebagai batasan yang perlu dijelaskan. Untuk menempatkan definisi 

dan pengertian-pengertian tersebut diperlukan referensi atau peraturan 

perundang-undangan yang menyebutkan atau merumuskan istilah yang terkait 

dengan air limbah domestik. Beberapa Ketentuan Umum yang diperlukan 

diantaranya meliputi: 

a. Daerah; 

b. Pemerintah Daerah; 

c. Walikota; 
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d. Perangkat Daerah 

e. Unit Pelaksana Teknis Daerah  

f. Badan Usaha Milik Daerah 

g. Kelompok Swadaya Masyarakat  

h. Orang  

i. Air Limbah Domestik; 

j. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD);  

k. Penyelenggaraan SPALD; 

l. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat; 

m. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat;  

n. Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja; 

o. Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik;  

p. Sistem penyedotan terjadwal  

q. Sistem penyedotan tidak terjadwal  

r. Baku mutu air limbah domestik  

s. Operator air limbah domestik 

Beberapa pengertian dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan 

Perumahan Rakyat Nomor 4/PRT/M/2017 Tentang Penyelenggaraan Sistem 

Pengelolaan Air Limbah Domestik yang dapat digunakan dalam peraturan 

daerah, yaitu: 

a. Air limbah domestik adalah air limbah yang berasal dari usaha dan/atau  

kegiatan pemukiman, rumah makan, perkantoran, perniagaan, apartemen, 

dan asrama. 

b. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang selanjutnya disingkat 

SPALD adalah serangkaian kegiatan pengelolaan air limbah domestik 

dalam satu kesatuan dengan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah 

domestik. 

c. Penyelenggaraan SPALD adalah serangkaian kegiatan dalam 

melaksanakan pengembangan dan pengelolaan prasarana dan sarana 

untuk pelayanan air limbah domestik. 

d. SPALD Setempat yang selanjutnya disebut SPALD-S adalah sistem 

pengelolaan yang dilakukan dengan mengolah air limbah domestik di lokasi 

sumber, yang selanjutnya lumpur hasil olahan diangkut dengan sarana 

pengangkut ke Sub-sistem Pengolahan Lumpur Tinja. 
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e. SPALD Terpusat yang selanjutnya disebut SPALD-T adalah system 

pengelolaan yang dilakukan dengan mengalirkan air limbah domestik dari 

sumber secara kolektif ke Sub-sistem Pengolahan Terpusat untuk diolah 

sebelum dibuang ke badan air permukaaan. 

f. Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja yang selanjutnya disingkat IPLT adalah 

instalasi pengolahan air limbah yang dirancang hanya menerima dan 

mengolah lumpur tinja yang berasal dari Sub-sistem Pengolahan 

Setempat. 

g. Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik yang selanjutnya disingkat 

IPALD adalah bangunan air yang berfungsi untuk mengolah air limbah 

domestik. 

5.3.2. Asas, Tujuan dan Ruang Lingkup; 

5.3.2.1. Asas Pengelolaan Air Limbah Domestik 

Berdasarkan asas pengelolaan air limbah domestik dalam 

peraturan daerah dapat dirumuskan sebagaimana asas yang 

ditetapkan di dalam peraturan perundang-undangan tentang 

lingkungan hidup, pemerintahan daerah, sanitasi, permukiman, 

dan kesehatan serta kajian referensi yang relevan. Perjabaran 

dari masing-masing asas tersebut, adalah sebagai berikut: 

a. tanggung jawab, bahwa Pemerintah Daerah menjamin hak 

warga masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat 

dengan mengelola air limbah domestik yang dihasilkan; 

b. Keterpaduan, bahwa pengelolaan air limbah domestik yang 

dilakukan dengan memadukan berbagai unsur atau 

menyinergikan berbagai komponen terkait; 

c. Keberlanjutan, bahwa pemerintah daerah dan masyarakat 

memiliki kewajiban dan tanggung jawab terhadap generasi 

mendatang dengan melakukan upaya pelestarian daya 

dukung ekosistem dan memperbaiki kualitas lingkungan 

hidup. 

d. Keadilan, bahwa penyelenggaraan pengelolaan air limbah 

domestik mencerminkan keadilan secara proporsional bagi 

setiap warga negara; 
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e. Kehati-hatian, bahwa ketidakpastian mengenai dampak suatu 

usaha dan/atau kegiatan karena keterbatasan penguasaan 

ilmu pengetahuan dan teknologi bukan merupakan alasan 

untuk menunda langkah-langkah meminimalisasi atau 

menghindari ancaman terhadap pencemaran dan/atau 

kerusakan lingkungan hidup; 

f. Partisipatif, bahwa setiap anggota masyarakat didorong untuk 

berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan 

pelaksanaan pengelolaan air limbah domestik baik secara 

langsung maupun tidak langsung; 

g. Pencemar membayar, bahwa dalam pengelolaan air limbah 

domestik masyarakat harus berperan aktif falam proses 

pengambilan keputusan dan pelaksanaan pengelolaan air 

limbah domestik baik secara langsung maupun tidak 

langsung 

h. manfaat, bahwa segala usaha dan/atau kegiatan pengelolaan 

air limbah domestik yang dilaksanakan disesuaikan dengan 

daya dukung lingkungan hidup untuk peningkatan kesehatan 

masyarakat; 

i. kelestarian lingkungan hidup, bahwa setiap orang memiliki 

kewajiban dan tanggung jawab terhadap pengelolaan air 

limbah domestik dalam upaya pelestarian daya dukung 

ekosistem dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup baik 

untuk generasi saat ini maupun yang akan datang. 

j. Kerarifan lokal, bahwa dalam melakukan pengelolaan air 

limbah domestik harus memperhatikan nilai-nilai luhur yang 

berlaku dalam tata kehidupan masyarakat. 

5.3.2.2. Tujuan 

Tujuan Pengelolaan Air Limbah Domestik di Kota 

Samarinda dapat dirumuskan dengan mengacu kepada tujuan 

pengelolaan air limbah domestik Nasional sebagaimana 

ditetapkan pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan 

Perumahan Rakyat Nomor 4/PRT/M/2017 Tentang 

Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dan 
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secara implisit dapat dilihat pada tujuan Peraturan Menteri yaitu 

pada Pasal 3 yang menyebutkan bahwa Tujuan Peraturan 

Menteri ini untuk: 

a. Mewujudkan penyelenggaraan SPALD yang efektif, efisien, 

berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan; 

b. meningkatkan pelayanan air limbah domestik yang 

berkualitas; 

c. meningkatkan kesehatan masyarakat, perilaku hidup sehat 

dan kualitas lingkungan; 

d. melindungi kualitas air baku dari pencemaran air limbah 

domestik; 

e. mendorong upaya pemanfaatan hasil pengolahan air limbah 

domestik;  

f. memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan 

SPALD. 

5.3.2.3. Ruang Lingkup 

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi : 

a. penyelenggara, jenis dan komponen SPALD; 

b. Penyelenggaraan SPALD; 

c. pengoperasian, pemeliharaan dan rehabilitasi; 

d. pemanfaatan; 

e. tugas dan wewenang pemerintah daerah; 

f. hak dan kewajiban; 

g. kelembagaan; 

h. peran serta masyarakat 

i. kerjasama 

j. pembiayaan; 

k. retribusi; 

l. perizinan; 

m. pembinaan dan pengawasan 

n. larangan; dan 

o. sanksi. 

5.3.3. Penyelenggara, Jenis dan Komponen SPALD  

SPALD dapat diselenggarakan oleh: 
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a. Perangkat daerah; 

b. UPT PALD atau UPTD-Badan/Dinas; 

c. BUMD; 

d. Orang;  

e. Kelompok masyarakat. 

SPALD diselenggarakan untuk mengolah air limbah domestik, terdiri dari : 

a. air limbah kakus (black water); dan  

b. air limbah non kakus (grey water). 

SPALD terdiri dari: 

a. SPALD-T; dan 

b. SPALD-S. 

SPALD dilakukan dengan mempertimbangkan: 

a. rencana tata ruang wilayah; 

b. cakupan pelayanan; 

c. kepadatan penduduk; 

d. kedalaman muka air tanah; 

e. kemiringan tanah; 

f. kondisi sosial, budaya dan ekonomi masyarakat. 

g. Kemampuan pembiayaan. 

Cakupan pelayanan SPALD-T meliputi: 

a. Cakupan pelayanan skala perkotaan, untuk lingkup perkotaan dan/atau 

regional dengan minimal layanan 20.000 (dua puluh ribu) jiwa. 

b. Cakupan pelayanan skala permukiman, untuk lingkup permukiman 

dengan layanan 50 (lima puluh) sampai 20.000 (dua puluh ribu) jiwa. 

c. Cakupan pelayanan skala kawasan tertentu, untuk kawasan komersial 

dan bangunan tertentu seperti rumah susun, hotel, pertokoan, pusat 

perbelanjaan, pondok pesantren, perkantoran dan gedung 

pemerintahan. 

Rumah dan/atau bangunan baru yang berada dalam cakupan 

pelayanan SPALD-T skala perkotaan atau skala permukiman yang sudah 

terbangun, harus disambungkan dengan SPALD-T tersebut. Rumah 

dan/atau bangunan baru yang tidak termasuk dalam cakupan pelayanan 

SPALD-T skala perkotaan atau skala permukiman yang sudah terbangun, 

harus membuat SPALD sesuai persyaratan teknis yang berlaku. 
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Komponen SPALD-T terdiri dari: 

(1) Sub sistem Pelayanan merupakan prasarana dan sarana untuk 

menyalurkan air limbah domestik dari sumber melalui perpipaan ke 

Sub-sistem Pengumpulan. 

(2) Sub sistem Pengumpulan merupakan prasarana dan sarana untuk 

menyalurkan air limbah domestik melalui perpipaan dari Sub-sistem 

Pelayanan ke Sub-sistem Pengolahan Terpusat. 

(3) Sub sistem Pengolahan Terpusat merupakan prasarana dan sarana 

untuk mengolah air limbah domestik yang dialirkan dari sumber melalui 

Sub-sistem Pelayanan dan Sub-sistem Pengumpulan. 

(4) Prasarana dan sarana Sub sistem Pengolahan Terpusat berupa 

IPALD, meliputi: 

a. IPALD kota untuk cakupan pelayanan skala perkotaan; dan/atau 

b. IPALD permukiman untuk cakupan pelayanan skala permukiman 

atau skala kawasan tertentu; dan 

c. komunal dan/atau IPALD kota. 

IPALD terdiri atas: 

a. prasarana dan sarana utama 

b. prasarana dan sarana pendukung 

Dalam hal fasilitas utama pada IPALD tidak dilengkapi bangunan 

pengolahan lumpur maka lumpur yang dihasilkan harus diangkut dan 

diolah di IPALD yang mempunyai bangunan pengolahan lumpur atau 

diolah di IPLT. 

Air hasil olahan IPALD yang dibuang ke badan air permukaan 

harus memenuhi standar baku mutu air limbah domestik sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Komponen SPALD-S, terdiri dari: 

Sub-sistem Pengolahan Setempat sebagaimana dalam Pasal 20 

huruf a, merupakan prasarana dan sarana untuk mengumpulkan dan 

mengolah air limbah domestik di lokasi sumber. 

(1) Sub sistem Pengolahan setempat sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1), berdasarkan kapasitas pengolahan terdiri atas: 

a. Skala individual diperuntukkan 1 (satu) unit rumah tinggal; 

b. Skala komunal diperuntukkan: 
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1) 2 (dua) sampai dengan 10 (sepuluh) unit rumah tinggal 

dan/atau bangunan; 

2) Mandi Cuci Kakus (MCK). 

Lumpur tinja hasil pengolahan di Sub sistem Pengolahan 

Setempat harus disedot secara berkala paling lama 3 (tiga) tahun 

sekali. 

Sub sistem Pengangkutan merupakan sarana untuk 

memindahkan lumpur tinja dari Sub sistem Pengolahan Setempat ke 

Sub sistem Pengolahan Lumpur Tinja yaitu berupa kedaraan 

pengangkut yang dilengkapi dengan tangki penampung dan alat 

penyedot lumpur tinja. Sarana dimaksud harus diberi tanda pengenal 

khusus sebagai kendaraan pengangkut lumpur tinja. 

Sub sistem Pengolahan Lumpur Tinja merupakan prasarana 

dan sarana untuk mengolah lumpur tinja berupa IPLT yang dilengkapi 

dengan prasarana dan sarana sebagai berikut: 

a. prasarana utama; dan 

b. prasarana dan sarana pendukung berupa kedaraan pengangkut 

yang dilengkapi dengan tangki penampung dan alat penyedot 

lumpur tinja. 

Air hasil olahan IPLT yang dibuang ke badan air permukaan, 

harus memenuhi standar baku mutu air limbah domestik sesuai 

ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku. 

5.3.4. Penyelenggaraan SPALD 

Penyelenggaraan SPALD dalam Peraturan Daerah ini meliputi: 

a. perencanaan; 

b. pelaksanaan konstruksi; 

c. operasi dan pemeliharan; 

d. pemanfaatan; dan 

5.3.4.1. Perencanaan 

Dalam Kebijakan Pengelolaan Air Limbah Domestik terdiri atas : 

a. rencana induk; 

b. studi kelayakan; dan 

c. perencanaan teknik terperinci. 
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Rencana induk ditetapkan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun 

dan dapat dilakukan peninjauan ulang setiap 5 (lima) tahun sekali yang 

akan diatur melalui dengan Peraturan Walikota. 

Rencana induk disusun berdasarkan : 

a. kebijakan dan strategi nasional; 

b. rencana tata ruang wilayah; 

c. rencana pengelolaan sumber daya air; dan 

d. standar pelayanan minimal. 

Studi kelayakan disusun berdasarkan Rencana Induk yang akan 

berlaku paling lama 5 (lima) tahun. Studi kelayakan tersebut akan menjadi 

acuan untuk mengetahui tingkat kelayakan usulan pengembangan SPALD. 

Perencanaan teknik terperinci bertujuan untuk memenuhi syarat 

teknis pelaksanaan konstruksi SPALD-T dan SPALD-S serta perencanaan 

Teknik terperinci merupakan perencanaan detail prasarana dan sarana 

SPALD. 

5.3.4.2. Pelaksanaan kontruksi; 

Tahapan pelaksanaan konstruksi SPALD terdiri atas : 

a. persiapan konstruksi; 

b. pelaksanaan konstruksi; dan 

c. uji coba sistem. 

Pelaksanaan konstruksi SPALD meliputi kegiatan 

pembangunan baru dan/atau rehabilitasi sarana dan prsarana 

SPALD yang harus dilakukan dengan prinsip berwawasan 

lingkungan dan dilakukan sesuai dengan perencanaan teknis 

yang telah ditetapkan. 

5.3.5. Pengoperasian, Pemeliharaan dan Rehabilitasi; 

Pengoperasian, pemeliharaan, dan rehabilitasi SPALD dilaksanakan 

dengan tujuan menjamin kelangsungan fungsi SPALD sesuai 

perencanaan. 

Pengoperasian, pemeliharaan, dan rehabilitasi SPALD menjadi 

tanggung jawab Penyelenggara SPALD dan dilaksanakan sesuai Standar 

Operasional Prosedur pengelolaan SPALD. 

Pelaksanaan pengoperasian, pemeliharaan, dan rehabilitasi SPALD 

harus memperhatikan paling sedikit: 
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a. Sistem Manajemen Lingkungan; dan 

b. Sistem Manajemen Keselamatan Kontruksi (SMKK). 

Pengoperasian SPALD merupakan rangkaian kegiatan 

memfungsikan komponen SPALD-S dan SPALD-T sesuai perencanaan. 

Pemeliharaan merupakan kegiatan perawatan komponen SPALD 

secara rutin dan/atau berkala. 

Pemeliharaan rutin merupakan kegiatan perawatan yang dilakukan 

secara rutin guna menjaga usia pakai komponen SPALD tanpa 

penggantian peralatan/suku cadang. 

Pemeliharaan berkala merupakan kegiatan perawatan yang 

dilakukan secara periodik guna memperpanjang usia pakai komponen 

SPALD dengan atau tanpa penggantian peralatan/suku cadang. 

Dalam hal sedang dilaksanakan pemeliharaan SPALD sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1), pelayanan pengelolaan air limbah domestik 

kepada masyarakat atau pelanggan, tetap berjalan sebagaimana 

mestinya. 

5.3.5.1. Pengoperasian dan Pemeliharaan SPALD 

Pengoperasian dan Pemeliharaan SPAD mencakup: 

a. Pengoperasian dan pemeliharaan SPALD-S dan 

b. Pengoperasian  dan Pemeliharaan SPALD-T. 

Pengoperasian SPALD-S merupakan rangkaian 

pengoperasian pada Sub-sistem Pengolahan Setempat, Sub-

sistem Pengangkutan, dan Sub-sistem Pengolahan Lumpur Tinja. 

Pemeliharaan SPALD-S mencakup pemeliharaan Sub- 

sistem Pengolahan Setempat, Sub-sistem Pengangkutan, dan 

Sub-sistem Pengolahan Lumpur Tinja. 

Pengoperasian Sub-sistem Pengolahan Setempat untuk 

skala individual dan komunal dilaksanakan pada setiap rumah 

tinggal untuk memastikan pengolahan secara biologis dapat 

berlangsung. 

Pengoperasian Sub-sistem Pengangkutan meliputi 

kegiatan: 

a. penyedotan lumpur tinja; 

b. pengangkutan lumpur tinja; dan 
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c. pembuangan lumpur tinja. 

Penyedotan lumpur tinja harus dilakukan secara berkala 

paling lama 3 (tiga) tahun sekali sesuai Standar Operasional 

Prosedur pengelolaan lumpur tinja dan Pembuangan lumpur tinja 

harus dilakukan di IPLT. 

Pengoperasian Sub-sistem Pengolahan Lumpur Tinja 

dilaksanakan di IPLT antara lain kegiatan: 

a. pengumpulan lumpur tinja: 

b. penyaringan benda kasar dalam lumpur tinja; 

c. pemisahan partikel diskrit; 

d. pemekatan lumpur tinja; 

e. penstabilan lumpur tinja; dan/atau 

f. pengeringan lumpur tinja. 

Air hasil pengolahan di IPLT yang dibuang ke badan air 

permukaan harus memenuhi standar baku mutu air limbah 

domestik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Pemeliharaan Sub-sistem Pengolahan Setempat 

dilaksanakan dengan mencegah masuknya sampah atau benda 

lain yang dapat mengganggu penyaluran dan proses pengolahan 

di tangki septik. 

Pemeliharaan Sub-sistem pengangkutan berupa 

pemeliharaan sarana pengangkut, peralatan, dan pompa sedot 

tinja untuk menjaga kondisinya. 

Pemeliharaan Sub-sistem Pengolahan Lumpur Tinja 

meliputi kegiatan: 

a. pengangkatan sampah, lumpur, dan sedimen; 

b. pemeliharaan prasarana dan sarana IPLT; dan 

c. pemeliharaan peralatan mekanikal elektrikal. 

Pengoperasian SPALD-T merupakan rangkaian 

pengoperasian pada Sub-sistem Pelayanan, Sub- sistem 

Pengumpulan, dan Sub-sistem Pengolahan Terpusat. 

Pemeliharaan SPALD-T mencakup pemeliharaan Sub- 

sistem Pelayanan, Sub-sistem Pengumpulan, dan Sub- sistem 

Pengolahan Terpusat. 
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Pengoperasian Sub-sistem Pelayanan meliputi kegiatan: 

a. pengoperasian bak penangkap lemak dan minyak; 

b. pengoperasian bak kontrol akhir; dan 

c. pengoperasian lubang inspeksi. 

Pengoperasian Sub-sistem Pengumpulan meliputi kegiatan: 

a. pengoperasian jaringan pipa retikulasi dan pipa induk; dan 

b. pengoperasian prasarana dan sarana pelengkap. 

Pengoperasian Sub-sistem Pengolahan Terpusat yang 

dilakukan di IPALD meliputi kegiatan: 

a. pengoperasian bangunan pengolahan air limbah; 

b. pengoperasian bangunan pengolahan lumpur; dan/atau 

c. pengoperasian unit pemrosesan lumpur kering. 

Air hasil pengolahan di IPALD yang dibuang ke badan air 

permukaan harus memenuhi standar baku mutu air limbah 

domestik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Dalam hal prasarana utama pada IPALD tidak dilengkapi 

bangunan pengolahan lumpur, maka lumpur yang dihasilkan 

harus diangkut dan diolah di IPALD yang mempunyai bangunan 

pengolahan lumpur atau diolah di IPLT. 

Pemeliharaan Sub-sistem Pelayanan meliputi kegiatan: 

a. pembersihan bak penangkap lemak; 

b. pembersihan bak kontrol akhir; dan 

c. pembersihan lubang inspeksi. 

Pemeliharaan Sub-sistem Pengumpulanantara lain kegiatan: 

a. pemeliharaan pipa retikulasi; dan 

b. pemeliharaan prasarana dan sarana pelengkap. 

Pemeliharaan Sub-sistem Pengolahan Terpusat antara lain 

kegiatan: 

a. pemeliharaan bangunan pengolah air limbah; dan 

b. pemeliharaan bangunan pengolahan lumpur. 

5.3.5.2. Rehabilitasi 

Rehabilitasi dilakukan agar komponen SPALD dapat 

berfungsi kembali sesuai perencanaan melalui kegiatan perbaikan 
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fisik/penggantian sebagian atau keseluruhan peralatan/suku 

cadang. 

Penggantian sebagian dilakukan apabila salah satu 

komponen dalam unit SPALD mengalami penurunan fungsi teknis 

dan memerlukan perbaikan atau penggantian suku cadang. 

Penggantian keseluruhan dilakukan apabila salah satu atau 

seluruh unit SPALD mengalami penurunan fungsi teknis dan/atau 

sudah melebihi umur teknis. 

5.3.6. Pemanfaatan; 

Hasil pengolahan Air Limbah Domestik dapat berbentuk: 

a. Cairan; 

b. Padatan; dan/atau 

c. Gas. 

Dari hasil Pengolahan Air Limbah Domestik berbentuk cairan, padatan, dan 

gas dapat dimanfaatkan diantaranya untuk kebutuhan penggelontor kakus, 

alat pendingin udara, hidran kebakaran, campuran pupuk, campuran 

kompos untuk tanaman non pangan dan/atau bahan bangunan serta 

sebagai sumber energi terbarukan. 

5.3.7. Tugas dan Wewenang Pemerintah Daerah; 

Dengan diterbitkan Peraturan Daerah ini, maka Pemerintah Daerah 

memiliki tugas: 

a. menyusun rencana SPALD secara menyeluruh; 

b. membangun dan/atau mengembangkan prasarana dan sarana 

SPALD sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang 

ditetapkan oleh Pemerintah Daerah; 

c. menyediakan pelayanan pengelolaan air limbah domestik; 

d. memfasilitasi, mengembangkan, melaksanakan, dan mengawasi 

serta mengevaluasi sebagai upaya pengendalian dalam 

pengolahan dan pemanfaatan SPALD; 

e. melakukan koordinasi antar lembaga pemerintah, masyarakat, 

dan Operator Air Limbah Domestik; 

f. melaksanakan penerapan standar pelayanan minimal Air Limbah 

Domestik; 
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g. menyediakan dan memberikan informasi tentang kebijakan dan 

rencana pengembangan Pengelolaan Air Limbah Domestik; 

h. melaksanakan pendidikan, penyuluhan dan sosialisasi serta 

pembinaan dalam rangka menumbuhkembangkan kesadaran 

masyarakat; 

i. memberikan pembinaan tentang perilaku hidup sehat dan bersih 

dan Pengelolaan Air Limbah Domestik yang berwawasan 

lingkungan; 

j. menciptakan lingkungan yang baik dan sehat dan terbebas dari 

pencemaran Air Limbah Domestik; dan 

k. melaksanakan rehabilitasi lingkungan karena dampak negatif dari 

kegiatan Pengelolaan Air Limbah Domestik. 

l. Melakukan operasi pemeliharaan prasarana dan sarana SPALD; 

m. Melakukan rehabilitasi prasarana dan sarana SPALD 

n. melakukan pembinaan dan Pengawasan kinerja Pengelolaan Air 

Limbah Domestik yang dilaksanakan oleh masyarakat, dan/atau 

Operator Air Limbah Domestik; 

o. menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat dalam 

Pengelolaan Air Limbah Domestik sesuai dengan 

kewenangannya. 

Adapun kewenangan Pemerintah Daerah, meliputi : 

a. menetapkan kebijakan dan strategi SPALD; 

b. menetapkan rencana induk SPALD; 

c. melaksanakan pengembangan kelembagaan Air Limbah 

Domestik, kerjasama antar daerah, kemitraan dan jejaring tingkat 

Daerah dalam Pengelolaan Air Limbah Domestik; 

d. melarang tindakan-tindakan perusakan dan/atau pencemaran 

yang bersumber dari pembuangan Air Limbah Domestik; 

e. memberikan izin pengelolaan air limbah domestik;  

f. menetapkan dan memungut retribusi pelayanan Pengelolaan Air 

Limbah Domestik sesuai dengan tingkat pelayanan yang 

diberikan; dan; 

g. Menetapkan lokasi IPLT dan IPALD. 
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5.3.8. Hak dan Kewajiban; 

5.3.8.1. Hak  

Dalam pengelolaan air limbah domestik, masyarakat berhak 

untuk: 

a. mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat dan terbebas 

dari pencemaran air limbah domestik; 

b. mendapatkan pelayanan dalam pengelolaan air limbah 

domestik yang layak dari pemerintah daerah, dan/atau pihak 

lain yang diberi tanggung jawab; 

c. mendapatkan standar pelayanan minimal Air Limbah Domestik; 

d. mendapatkan pembinaan pola hidup sehat dan bersih dan 

pengelolaan air limbah domestik yang berwawasan lingkungan; 

e. mendapatkan rehabilitasi lingkungan karena dampak negatif 

dari kegiatan Pengelolaan Air Limbah Domestik sesuai dengan 

kemampuan keuangan pemerintah daerah; dan 

f. memperoleh informasi tentang kebijakan dan rencana 

pengembangan Pengelolaan Air Limbah Domestik. 

5.3.8.2. Kewajiban 

Arah pengaturan kewajiban masyarakat dapat ditetapkan 

dengan ketentuan bahwa setiap orang dalam kegiatan 

pengelolaan air limbah domestik wajib: 

a. mengelola air limbah domestik yang dihasilkan melalui SPALD-

S atau SPALD-T sesuai dengan standar teknis yang berlaku; 

b. melakukan penyedotan lumpur tinja secara berkala atau 

terjadwal paling lama 3 (tiga) tahun sekali maupun secara tidak 

terjadwal, bagi pengguna sub-sistem pengolahan setempat 

skala individual dan skala komunal; 

c. membayar retribusi dan/atau iuran bagi yang menerima 

pelayanan SPALD-S dan SPALD-T yang dikelola oleh instansi 

dan/atau lembaga yang berwenang. 

Sedangkan rumusan ketentuan arah pengaturan kewajiban bagi 

setiap orang pengelola dan atau penanggung jawab SPALD 

adalah sebagai berikut: 
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a. Setiap orang yang membangun rumah tinggal, perhotelan, 

perkantoran, asrama, rumah makan, rumah susun, rumah 

sakit, apartemen, kawasan industri dan perdagangan serta 

bangunan gedung lainnya diwajibkan membangun prasarana 

dan sarana SPALD; 

b. Operator air limbah domestik sebagai pengelola dan/atau 

penanggung jawab SPALD-S wajib : 

1) melakukan pembuangan lumpur tinja ke IPLT; 

2) melakukan pengolahan Air Limbah Domestik sehingga mutu 

air limbah yang dibuang ke lingkungan tidak melampaui 

Baku Mutu Air Limbah Domestik yang telah ditetapkan oleh 

peraturan perundang-undangan yang berlaku; 

3) memeriksa kadar parameter baku mutu air limbah domestik 

secara periodik 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan. 

c. Operator air limbah domestik sebagai pengelola dan/atau 

penanggung jawab SPALD-T skala permukiman atau skala 

kawasan tertentu wajib: 

1) melakukan pengolahan Air Limbah Domestik sehingga mutu 

air limbah yang dibuang ke lingkungan tidak melampaui 

Baku Mutu Air Limbah Domestik yang telah ditetapkan oleh 

peraturan perundang-undangan yang berlaku; 

2) memeriksa kadar parameter baku mutu air limbah domestik 

secara periodik 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan. 

Hasil pemeriksaan kualitas air limbah domestikdisampaikan 

kepada Walikota melalui perangkat daerah yang mempunyai 

tugas dan fungsi penyelenggaraan air limbah domestik. 

d. Kemudian ketentuan lainnnya yang berlaku bagi Setiap orang 

sebagai pengelola dan/atau penanggung jawab SPALD-T 

skala permukiman atau skala kawasan tertentu wajib 

memberikan kesempatan kepada petugas dari perangkat 

daerah yang bertanggung jawab di bidang air limbah domestik 

untuk memasuki lingkungan kerja perusahaannya dan 

membantu terlaksananya kegiatan petugas tersebut. dan; 
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e. Setiap orang sebagai pengelola dan/atau penanggung jawab 

SPALD-T skala permukiman atau skala kawasan tertentu wajib 

memberikan keterangan dengan benar, baik secara lisan 

maupun tertulis, apabila diminta oleh petugas. 

5.3.9. Kelembagaan; 

Pengelolaan air limbah domestik di daerah dilaksanakan oleh 

Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi penyelenggaraan air 

limbah domestik dan dalam hal ini Pemerintah daerah dapat membentuk 

dan/atau menunjuk UPT PALD atau UPTD-Badan/Dinas, BUMD; 

5.3.10. Peran serta masyarakat; 

Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan SPALD meliputi: 

a. Melakukan pemeliharaan terhadap SPALD-S dan SPALD-T; 

b. berperan serta dalam proses perencanaan pengelolaan air limbah 

domestik; 

c. berperan serta dalam pembangunan SPALD; 

d. memberikan informasi tentang suatu keadaan pada kawasan tertentu 

terkait dengan pengolahan air limbah domestik; 

e. memberikan saran, pendapat atau pertimbangan terkait dengan 

pengelolaan air limbah domestik; 

f. melaporkan kepada pihak yang berwajib terkait dengan adanya  

pengelolaan dan atau pengolahan air limbah domestik yang tidak 

sesuai ketentuan dan atau terjadinya pencemaran lingkungan dari 

hasil pembuangan air limbah domestik; dan 

5.3.11. Kerjasama 

Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dalam penyelenggaran SPALD 

dengan : 

a. Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan pemerintah 

Kabupaten/Kota lain; 

b. Lembaga penelitian atau Akademisi; 

c. badan usaha; dan 

d. kelompok masyarakat. 

Kerjasama yang diselenggarakan dalam hal ini dituangkan dalam 

sebuah perjanjian kerjasama. 
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Kerjasama dapat dilakukan pada kegiatan antara lain : 

a. penyedotan lumpur tinja; 

b. pengangkutan lumpur tinja; 

c. pengolahan lumpur tinja; dan 

d. pengolahan air limbah domestik sistem terpusat. 

e. Pelaksanaan Kontruksi termasuk pembiayaan SPALD-S dan/atau 

SPALD-T; 

f. Pemantauan dan/atau pemeliharaan sarana dan prasarana SPALD. 

g. Pemanfaatan hasil pengolahan air limbah domestik. 

5.3.12. Pembiayaan 

Pembiayaan pengelolaan air limbah domestik setempat skala 

individual dan skala komunal bersumber dari masyarakat. Pembiayaan 

SPALD-S skala individual dan komunal di kawasan masyarakat 

berpenghasilan rendah berasal dari APBD dan atau sumber lain yang 

sah. Pembiayaan pengelolaan air limbah domestik terpusat berasal dari 

APBN, APBD, serta sumber lain yang sah. 

5.3.13. Retribusi 

Jasa pengelolaan air limbah domestik akan ditetapkan dengan 

retribusi daerah; 

5.3.14. Perizinan; 

Arah pengaturan terkait perizinan dalam Peraturan Daerah ini 

bahwa setiap orang yang melakukan usaha dan/atau pengolahan Air 

Limbah Domestik wajib memiliki izin pengolahan Air Limbah Domestik 

dari Walikota dan atau pejabat yang ditunjuk. 

5.3.15. Pembinaan dan Pengawasan; 

Pemerintah Daerah melakukan pembinaan penyelenggaraan SPALD 

melalui kegiatan: 

a. pendidikan dan pelatihan; 

b. penelitian dan pengembangan; 

Pembinaan penyelenggaraan SPALD dilaksanakan oleh Perangkat 

Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi penyelenggaraan air limbah 

domestik. 
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Pemerintah Daerah melakukan pengawasan penyelenggaraan 

SPALD dengan cara: 

a. pemantauan; 

b. evaluasi; dan 

c. pelaporan 

Pemantauan penyelenggaraan SPALD dilaksanakan untuk 

mendapatkan data  dan/atau  informasi  mengenai: 

a. kinerja teknis; 

b. kinerja non teknis; dan 

c. kondisi lingkungan. 

5.3.16. Larangan; 

Larangan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini adalah 

larangan kepada setiap orang untuk: 

a. melakukan penyambungan ke dalam jaringan air limbah domestik 

terpusat tanpa izin; 

b. menyalurkan air hujan ke dalam jaringan perpipaan air limbah 

domestik; 

c. membuang benda-benda padat, sampah dan lain sebagainya yang 

dapat menutup saluran dan benda-benda yang mudah menyala atau 

meletus yang akan menimbulkan bahaya atau kerusakan SPALD; 

d. membuang air limbah medis, laundry dan limbah industri ke jaringan 

air limbah domestik terpusat atau instalasi pengolahan air limbah 

domestik setempat; 

e. membuang air limbah domestik dan hasil penyedotan lumpur tinja 

tanpa ijin, sembarangan dan/atau tidak pada IPLT; 

f. menambah atau merubah bangunan jaringan air limbah domestik 

terpusat tanpa izin; 

g. mendirikan bangunan di atas jaringan air limbah terpusat tanpa izin; 

5.3.17. Sanksi Administratif; 

Dalam hal Sanksi Administratif diberlakukan norma bahwa setiap 

orang yang tidak memenuhi ketentuan hak dan kewajiban dikenakan 

sanksi administratif yang akan diatur dengan Peraturan Walikota. Sanksi 

dimaksud berupa: 

a. teguran lisan; 
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b. teguran tertulis; 

c. penghentian sementara kegiatan; 

d. penghentian tetap kegiatan; 

e. pencabutan sementara izin; 

f. pencabutan tetap izin; 

g. denda administratif; dan/atau 

h. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

5.3.18. Ketentuan Penyidikan; 

Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah 

diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan tindak pidana 

sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana 

yang berlaku. 

Wewenang penyidik dalam Peraturan Daerah ini adalah: 

a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau 

laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau 

laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas; 

b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang 

pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan 

sehubungan dengan tindak pidana; 

c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan 

sehubungan dengan tindak pidana; 

d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain 

berkenaan dengan tindak pidana; 

e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti 

pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan 

penyitaan terhadap bahan bukti tersebut; 

f. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau 

tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung, dan memeriksa 

identitas orang dan atau dokumen; 

g. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas 

penyidikan tindak pidana; 

h. mengambil sidik jari dan memotret seseorang yang berkaitan dengan 

tindak pidana; 
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i. memanggil orang untuk di dengar keterangannya dan diperiksa 

sebagai tersangka atau saksi; 

j. menghentikan penyidikan; dan 

k. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung-

jawabkan. 

5.3.19. Ketentuan Pidana; 

Ketentuan Pidana yang akan diterapkan dengan norma bahwa 

setiap   orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan Larangan, 

diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling 

banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Dalam hal tindak pidana 

yang dilakukan diancam dengan pidana yang lebih tinggi dari ancaman 

pidana dalam Peraturan Daerah ini, dikenakan sanksi pidana yang lebih 

tinggi, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Denda 

dimaksud merupakan penerimaan Daerah dan disetorkan ke Kas Daerah. 
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BAB VI 

PENUTUP 

 

6.1. Kesimpulan 

a. Pemerintah Kota Samarinda saat ini belum memiliki peraturan daerah yang 

berkaitan dengan pengelolaan air limbah domestik, sehingga hal inilah 

yang menjadi salah satu faktor permasalahan baik secara teknis maupun 

non teknis yang dihadapi oleh pemerintah daerah dan masyarakat di Kota 

Samarinda. Oleh karena itu diperlukannya Peraturan Daerah tentang 

Pengelolaan Air Limbah Domestik sebagai upaya agar permasalahan yang 

dihadapi saat ini dapat secara bertahap dapat diselesaikan oleh 

Pemerintah Kota Samarinda. 

b. Pemerintah Kota Samarinda memiliki Hak dan Kewajiban untuk 

membentuk dan menetapkan Peraturan Daerah dalam rangka untuk 

menciptakan regulasi daerah yang akan mejadi payung hukum atau dasar 

hukum bagi pemerintah daerah dan masyarakat dalam melakukan 

pengelolaan air limbah domestik sehingga dapat meningkatkan kualitas 

hidup dan kesehatan masyarakat serta prasarana dan sarana yang telah 

terbangun dapat dimanfaatkan secara optimal di Kota Samarinda. 

c. Pengelolaan air limbah domestik adalah untuk mewujudkan cita-cita 

negara Indonesia dalam melindungi masyarakatnya yang berhak untuk 

hidup sejahtera dan mendapat lingkungan hidup yang baik. Masyarakat 

berhak mendapatkan hak yang sama dalam penggunaan, pemanfaatan, 

dan pengelolaan sumber-sumber air yang ada agar bisa digunakan 

sebagaimana seharusnya. masyarakat berhak menyampaikan usul, saran, 

aspirasi, informasi, serta peran serta dalam pelaksanaan peraturan ini demi 

berjalannya hukum yang bisa melindungi sumber-sumber air untuk 

kemashlahatan bersama. Masyarakat juga berkewajiban memelihara, 

melestarikan, dan melindungi serta bertasipasi aktif dalam upaya menjaga 

kelestarian sumber-sumber air yang dimaksud. Pengelolaan air limbah 

domestik tidak hanya diupayakan melalui aspek teknis saja dengan 

membangun fasilitas fisik semata, namun juga perlu diupayakan melalui 

pengembangan aspek nonfisik, termasuk aspek pengaturan. Pembentukan 
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daerah tentang air limbah domestik di Kota Samarinda untuk mengisi 

kekosongan hukum atau mengatasi permasalahan hukum terkait 

pengelolaan air limbah domestik. 

d. Sasaran yang akan diwujudkan dalam rancangan Peranturan Daerah 

tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik yaitu Kota Samarinda memiliki 

kebijakan dan peraturan daerah yang mangatur tentang pengelolaan air 

limbah domestik. Adapun ruang lingkup pengaturan, Rancangan Peraturan 

Daerah tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik ini adalah dalam rangka 

menjaga kualitas dan melestarikan air sehingga pemanfaatannya dapat 

memenuhi hajat hidup masyarakat serta untuk melindungi lingkungan 

hidup sesuai peruntukannya. Sedangkan jangkauan dan arah pengaturan 

Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik 

di Kota Samarinda jangkauan dari peraturan daerah akan meliputi 

beberapa subjek hukum dan objek hukum. Subyek yang terkena 

pengaturan tentang pengelolaan air limbah domestik adalah pemerintah 

daerah Kota Samarinda (operator), masyarakat, Swasta dan stakeholder. 

Sedangkan obyek dari pengaturan tentang pengelolaan air limbah 

domestik adalah penyelenggaraan SPALD yang efektif, efisien, 

berwawasan lingkungan dan berkelanjutan untuk mencegah pencemaran 

lingkungan hidup yang mencemari sungai dan air permukaan serta 

ekosistem sekitarnya dari pembuangan air limbah domestik. Adapun arah 

pengaturannya adalah untuk memberikan pengaturan sebagai solusi 

terhadap masalah terkait pengelolaan air limbah domestik, tidak hanya 

untuk masyarakat namun juga bagi Pemerintah Daerah dan stekholder 

dalam penyelenggaraan SPALD. jangkauan pengaturannya dibatasi pada 

pengelolaan air limbah domestik, meliputi sistem pengelolaan air limbah 

domestik, perencanaan pengelolaan air limbah domestik, konstruksi, 

pengoperasian, pemeliharaan, dan rehabilitasi SPALD, dan pemanfaatan 

efluen air limbah domestik. 

6.2. Saran 

a. Perlu adanya pemisahan substansi NA dalam Peraturan Daerah Kota 

Samarinda tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik dengan peraturan 

dibawah perda yang akan dijadikan acuan atau landasan hukum dalam 

penetapan aturan teknis terkait pengelolaan air limbah domestik. 
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b. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah disesuaikan dengan 

memperhatikan kondisi masyarakat terhadap faktor lingkungan, ekonomi, 

dan budaya dan dengan tetap berpedoman pada ketentuan peraturan 

perundang- undangan. 

c. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik 

menjadi skala prioritas dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah 

(PROPEMPERDA) tahun 2023. 
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